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Kata Pengantar

Buku kumpulan Naskah Kebfjakan yang telah disusun Inl penting untuk diterbitkan oleh

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretarlat Jenderal DPR Rl. Hal ini menjadi buktl bahwa
analis kebijakan telah diikutsertakan dalam proses penyusunan produk hukum maupun berbagai
kegiatan penyusunan kebljakan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum
Peraturan Sekretarls Jenderal DPR RL Naskah kebijakan inl telah dipergunakan menjadi bahan awal
dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Sekretarls Jenderal DPR Rl (Rapersekjen DPR RI)
yang pada setiap tahun telah diprogramkan. Sehubungan dengan itu naskah kebijakan menjadi
persyaratan yang wajib untuk melengkapi usulan Rapersekjen, sesuai dengan ketentuan Pasal 28
Peraturan SekJen DPR Rl Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Sekretarlat Jenderal dan Badan Keahilan DPR RI.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannyz penyusunan buku “Kumpulan Naskah Kebijakan Untuk Pembentukan
Produk Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Tahun 2020”, khususnya tim penyusun.
Semoga buku kumpulan naskah kebifakan ini bermanfaat bagl para pembaca dan berbagai

pihak yang memerlukan telaahan lebih lanjut sesuai dengan dinamika dan perubahan
peraturan Sekjer DPR R1.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Biro Hukumdan Pengaduan
Masfafakar,
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Prakata Tim

Penyusunan Naskah kebijakan merupakan salah satu tugas pokok yang dilaksanakan oleh
analis kebijakan di lingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka program
legislasi Peraturan Sekjen DPR Rl pada setiap tahunnya, Sehubungan dengan itu naskah kebijakan
disusun dan menjadi persyaratan yang wajib bagi melengkapi usulan Rancangan Peraturan
Sekretaris tenderal DPR R, sebagaimana telah dipersyaratkan Pasal 28 Peraturan Sekjen DPR Rl
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI.

Pada kesempatan ini, kami bermaksud menerbitkan kumpulan naskah kebijakan yang
telah kami seleksi untuk menjadi bahan bacaan bagi para pemangku kepentingan
(stakehelders) yang membutuhkannya. Kumpuian naskah kebijakan ini, kami format secara
sederhana seperti rangkaian tulisan ilmiah umum. Dengan maksud agar tulisan naskah
kebijakan menjadi mudah dibaca. Pada gilirannya, naskah kebijakan mampu mendiskripsikan
akan pentingnya suatu Peraturan Sekjen DPR Rl yang ditetapkan, serta ruang lingkup apa
saja yang diatur. Apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi yang
diinginkan sebagai solusi (pemecahannya).

Tim penyusun mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak
yang mendukung upaya penerbitan karya kumpulan naskah kebijakan ini, khususnya pada Kepala
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, lbu Juliasibh, SH., MH. Terima kasih kami sampaikan juga
kepada Kepala Bagian Hukum, Ibu Arini Wijayanti, SH, MH. dan Jajarannya, dan Kepala Bagian
Pengaduan Masyarakat, Bapak Budi Wuryanto, SH, MH. Dan Jajarannya, yang turut memberikan
data, bahan dan informasi sehingga naskah kebijakan dapat tersusun. Kami sangat menyadari
bahwa masih banyak kekurangan dalam karya kumpulan naskah kebijakan yang singkat ini,
Semoga kumpulan naskah kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan para

pemangku kepentingan (stakeholders) yang memerlukannya. Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2020

Tim Penyusun.
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Disusun oleh :
Riyadi Santoso, Ors., M.Si.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Sekretariat Jenderal DPR RI

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 fenteng Aparatur Sipil Negara atau UU
tentang ASN, sangat jelas ingin membangun semangat kera linggi yang berbasis profesional. Unfuk
mewujudkan ASN yang profesional dan berkinefja tinggi tersabut maka salah satu yang diperiukarn adalah
pengelolaan ASN yang diwujuckan dengan Peraluran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 leniang
Mangjemen PNS. Dengan pengefolaan PNS yang profesional tersebut, maka salah salu riang lingkupnya
adaiah ‘penilaian kinefa®, sebagaimana termakiub dalam Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2017,
Selanjutnya pengaluran mengenai penilsian kinera PNS lebih diperelas dengan ditur PP Nomor 1
Tahun 2017 dalam Bab Vi Penilsian Kinerja dan Disiplin, yaitu dalam Pasal 228, 22% dan 230.
Dikemukakan dalam Pasal 228, bahwa penilaian kinerja PNS berfjuan untuk menjamin obyektivilas
pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karer. Dan penilaiar kinerfa PNS difakikan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan fingkat unit slau organisasi dengan
memparhatikan targe!, capaian, hasil, dan manfaal yang dicapai, serta penitaku PNS. Mengenal penilgian
kinega ini, Pasal 230 memerintahkan unluk dilindaidenjuli dengan peraturan pelaksanaan berupa PP
{entang penitaian kinega PNS dan Disiplin PNS,

Sejalan dengan perinfah Pasal 230 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebul, Pemerintah R, felah
menetapkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penitaian Kinega Pegawai Negen Sipi. PP Nomor 30



Tahun 2019 ini sangat penting untuk dimplementasikan oleh seliap PNS of semua instansi pusal dan
daerah. Hal #u juga unluk melaksanakan Pssal 78 UU Nomor 5 Tahun 2014 (enfang ASN, bePwa
Pemerintah perly menetapkan PP fentang Penilaian Kineria PNS. Melalui PP ini penilaian kinefia PNS
dibangun dengan berdasarkan pendekafan Sistam Manajemen Kineffa PNS, sebagaimana diatur dalam
Bab Il Pasal § sampai dengan Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1999,

Sistem Manajemen Kineia PNS sebagaimana dimaksudkan dalam PP 30 dialas terdifi atas 5
{lima) suk sistem. yailu | (a} Parencanaan kinerfa; (b} Pelaksanaan, pemantauan, den pembinaan kinefja;
{c} Penilaian kinefja; (d) Tindak Janjud; dan ( e} Sistem informasi kinerja PNS. Unfuk membangun sistem
mangjemen kinefa seliap instensi pemerintah dipersilahkan mengatumya dengan keputusan
Menteri/pimpinan instansinya masing-masing, termasuk melakukan evaluasi kinega dan hasilnya {Pase! §
ayat {3} Penilaian kinera dalem mangiemen PNS, memperhatikan penilaian pada fingkat individual
maupun tingkal uni! kerfa atau organisasi. Hal inj sangat penfing dan sejalan dengan pendekatan
manajemen kinerja {performamece management approach).

Kesimpulan yang didapat naskah kebijakan ini adafah . (1) Manajemen kinefa di fingkungan
fnstanst pemerintah lerus mengalami perkembangan sejalan dengan pendakafan terori dan prakiek kinefa,
baik secera individual maupun organisasi (unif keqa) Perkembangan ini lidek ferkecuali di fingkungan
Inslansi Pemerintah, lemmasuk Sekretaniat Jenderal DPR RI. Perkembangan tersebul juga telah
dimasukkan dalam regulasi ASN - PNS, yakni berlakunya UU Nomor 5 Tehun 2074 tenfang ASN, PP
Nomor 11 Tehun 2017 Tentang Manajemen FNS. PP Nomor 30 Tahun 2019 ltentang Penilaian Kinefa
PNS, (2} Pada lingkungan Sefien DFR Ri sebegai saiah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian
{LPNK), kegialan manajemen kinega felah begalan afau dimplementasikan sejak tahun 2014, dengan
pemberiakukan SKP (Sesaran Kinefa Pegawai). lemmasuk adanya Peranjian Kineqa (PK) yang
diberlakukan unluk individual pegawai maupun PK Unit keqa/Unit organisasi yang pada akhimya untuk
menilai capaian kinerfanya. Sistem penilaien kineria, menjadi bagian dari Sistem Manajemen Kinerja (SMK)
unluk Pegawai (perorangan) dan Organisasi, hal ini nampaknya masih befum ferintegrasi dan menyefuruh.
Disamping itu lerus ferjadi perkembangan (inovasi) pengukuran dalam pendeketan manajemen kinera.
Termasuk perkernbangan imu pengefahuan teknologidafam fial ini teknologr informalika yang berbasis
internet {onfine}; (3 Pentingnya penataan sistem manajemen kineqa di lingkungan Seljien DPR R sebagai
konsekuensi kegiatan reformasi birokrasi Sefien DPR R yeng sedeng diinghatkan (digsiakkan)
implementasinya, o selurub jajaran Sefien DPR RI Dalam kaitan ini juga sangat berkeitan dengan
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{erjadinya perubahan struktur bary di lingkungan Seljen DFR R, dengan pentingnya penetapan core bisnis
dan tujuan yang disesuakan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari fingkal unif kera
hingga tingkal Seffen DPR RI. Pensrapan sistem manajsmen kinera df lingkungan Sefjen DPR RI menjadi
kebuluhan yeng wajib dilakukan oleh Semua stakeholders {pemangku kepentingan} yakni Pimpinen dan
seluruh jajaran yang ferkeit; (4} Peraturan Sekjen Nomor 18 Tahun 2018 tenfang Penilaian Kinega Unit
Kerja di Lingkungan Seljen dan Badan Keahlian DPR Rl, sudah tidek refevan fagi kersna fefadi perubahan
omanisasi dan tala kerja di ingkungan Sefien DPR RY, dengan lahimya Perpres Nomor 26 Tahun 2020
tentang Sekretarial Jenderal DPR Ri dan juga perfu disesuaikan dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja PNS.

Rekomendesi yang disampaikan dar nasksh kebijaken ini adafah : (1} Penlu dibenfuk
Rapersekjen DPR RI yang mengalur lenlang sistem manajeman kinefa of lingkungarn Sekrelariat
Jenderal DPR RI. Persekjen tersebut dirancang sebagai kebijakan barv unfuk pengelolaan atau penataar
mangiemen kinefa instansi pemerintah yang berkembang. Disamping flu, Raperseljen DPR Ri tersebuf
sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2074 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Manajemen ASN serfa PP Nomor 30 Tahun 2079 tentang Penilaian Kinenfa PNS (2). Proses
pembeniukan Rapersekjen perfu melibatkan pemangku kepelingan ferviama, yaitu @ Bagian
Kepagawaian, Bagian Ortsla dan Bagian Hukum Sekrelanat Janderal DPR R dalam menyiapkan Draft
Pembentukan Raperseijen tersebul  Selain ilu, Raperijen (fersebul supaya mengakomodir
perkembangan-parkembangan yang tenadi dalam pendekatan imu pengelahuan dan leknologi termasuk
teknologi informasi (intermet dan onfing), sera cara-cara kera baru dalam kepegawaian (PNS), (3)
Pendekatan pengukuran dan evaluasi kinefa juga felah mengalsmi perkembangan dan bersifat
menyeluruh, sehingga pendekalan yang holistik dan sistemik sangal relevan untuk dipergunakan. Oleh
karena iftu nomenkfatur penamaan dalam rapersekjen yang akan dibentuk tersebut, disarankan alau
direkomendasi unluk mengakomooir pengeriian “Sistem Manajemen Kinega’.

BAB | PENDAHULUAN

A, Latar Belakang
Dengan dilaksanakan atau dimplementasikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara atau UL ASN, merupakan tonggak baru perubahan dalam pengelolaan aparatur
sipil negara yang dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dalam Pasal 10 UU tentang
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ASN disebutkan bahwa Pegawai ASN berfungs: sebagai : (1) pelaksana kebijakan publik, (2) pelayan
publik, dan (3) perekat dan pemersatu bangsa, Selanjutnya dalam Pasat 11 disebutkan bahwa Pagawai
ASN bertugas™:

a. Melaksanakan kebjakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;

¢, Mempereral persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 10 dan 11 tersebul, ketiga fungsi dan tugas pegawai ASN mengalir
harus dilaksanakan oleh seluruh ASN. Dalam melaksanakan tugas fersebut ASN diluntut profesional
dan berkualitas, Dengan kata lain, ASN juga dituntut mempunyai performance atau berkinerja yang
baik.

Semangat yang ingin dibangun dengan lahimya UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut adalah
semangat reformasi birokrasi, dengan mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional,
berintegrilas tinggi, berkinerja tinggi dan netralitas dari intervensi politis. Hal ini untuk menuju aparatur
negara yang berkelas dunia, mengingat Indonesia akan menjadi negara maju menyongsong Indonesia
maju di usia 100 tahun kemendekaan atau pada tahun 2045. Untuk menuju terwujudnya ASN yang
profesional dan berkineria tinggi yang dimaksud itu salah salu diperlukan adalah adanya pengelolaan
ASN berupa manajemen PNS.

Sebagai tindak fanjut UU Momer 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada tahun 2017 telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawa Negeri Sipi
{Manajemen PNS). Lahimya PP lentang Manajeren PNS ini menjadi tonggak baru suatu manajemen
PNS di Indonesia. Maksud manajemen PNS adalah agar pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS
yang profesional, memiliki nilai dasar, efika profesi, bebas dari inlervensi politik, bersih dari praktik
kerupsi, kolusi dan nepofisme, Semangat profesionalisme PNS sangat dibutuhkan untuk mewujudkan
tujuan organisasi atau instanst dimana PNS bertugas,

Untuk mewujudkan PNS yang profesional tersebut, maka salah sau ruang lingkupnya adalah
‘penilalan kinerja’, sebagamana termakiub dalam Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2017, Sefanjutnya
pengaturan penilaian kinerja PNS tersebut, lebih diperjelas dengan diatur dalam Bab VI Penilaian
Kinerja dan Disiphin, yartu dalam Pasat 228, 229 dan 230. Sebagaimana dikemukakan Pasal 228,

! Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang A paratur Sipil Negara {ASN).
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bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS yang didasarkan

sistem prestasi dan sistem karier, Dan penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan targel, capaian,
hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilzku PNS. Msngenai penilaian kinerja ini, Pasal 230
memerintahkan untuk ditindaklanjuli dengan peraturan pelaksanaan berupa PP tentang peniaian
kinerja PNS dan Disiplin PNS2.

Sejalan dengan perintah Pasal 230 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah R, telah
menetapkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinesja Pegawal Neger Sipil. PP Nomor 30
Tahun 2019 ini sangat penting untuk diimplementasikan cleh setiap PNS di semua instansi pusat dan
daerah. Hal #u juga untuk melaksanakan Pasal 78 UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa
Pemerintah peru menetapkan PP tentang Penilaian 4inerja PNS. Melalui PP ini penilaian kinerja PNS
dibangun dengan beradasarkan pendekatan Sistem Manajemen Kingrja PNS, sebagaimana diatur
dalam Bab !l Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1999.

Sislem Manajemen Kinea PNS sebagaimana dimaksudkan dalam PP 30 diatas terdiri atas 5
(lima) sub sistem. yaitu

a. Perencanaan kinerja;

b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;

¢. Penilaian kinerja

d. Tindak {anjut, dan

e. Sistem informasi kinerja PNS.
Untuk membangun sistem manajemen kinerja sefiap instansi pemerintah dipersilahkan mengaturnya
dengan keputusan Menteri/pimpinan instansinya masing-masing, termasuk melakukan evaluasi kinerja
dan hasiinya (Pasal 6 ayat (3). Selanjutnya mengenai penilaian kinerja dalam manajemen PNS, yang
memperhalikan adanya penilaian kinerja bak pada tingkat individual maupun tingkat unil kefja atau
organisasi, hal ini menjadi sangat penting dan sejalan dengan pendekatan manajemen kinerja atau
performamce management approach. Hal ity juga sejalan bahwa Indonesia dewasa ini berada di era
kompelisi global atay persaingan antar bangsa-bangsa dengan era pasar bebas sehingga untuk
mewujudkan tujuan nasiondl, kejayasn dan kemajuan Indonesia sangal diperlukan ASN yang

2 Pasal 230 Peratucan Pemerintah Namor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil.

u



o A I Lk
LR ]

profesional, kompetitit dan berkelas dunia. ASN yang demikian yang sangat diharapkan Indonesia ke
depan. Kuncinya adalah pada pengelolaan atau manajemen berbasis kineria PNS/ASN.

Terkait hal tersebut diatas, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu instansi pemerintah di
fingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), telah pula menindaklanjufi dengan
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekien DPR RI) Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penitaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Persekjen
DPR Rl ini bermaksud untuk mengatur penilaian kinefa unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI dengan
menggunakan kreleria leftentu untuk akselerast capaian (arge! kinerja. Sedangkan tujvannnya adalah
untuk membangun budaya kinerja, dengan mewwjudkan kinerja aparatur, tata Kelola keuangan,
akuntabilitas, dan syslem pengawasan yang optimal bagi unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI,

Pelaksanaan Persekjen Nomor 19 tahun 2018 tersebut, sebagaimana kit ketabui secara nyata
bagi unit kerja organisasi ditvangkan berupa Parjanjian Kinerja (PK) yang dilakukan seliap tahunnya,
baik untuk Bagian alau Bidang, Biro alau Pusat hingga Deputi yang ditanda tangani pada awal tatun
dan dilaporkan kinefanya pada awal tahun berikuinya berupa Laporan Kinerja (LK) atau Laporan
Akuntabibtas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya, Sedangkan untuk kinerja individual
kinerja PNS, melalui Perjanjian Kineria (PK) Tahunan dengan atasannya masing-masing pada awal
tahun dan Formulir Sasaran Kerja (FSK) PNS masing-masing juga pada awal tahun, untuk kemudian
dipertanggungjawakan pada awal tabun benikutnya. Untuk di lingkungan Setien DPR RI ini, penilaian
kinerja pegawal melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Peranjian Kinerja (PK) ini telah
diaksanakan sejak tahun 2014, Namun demikian pengembangan manajemen kinerfa di lingkungan
Setjen DPR R, baik untuk kinerja individual PNS maupun unit organisasi masih peru dilakukan dengan
perbaikan ataupun upaya penyempurman dan ingvasi sebagaimana diatur dengan PP Nomor 30 Tahun
2019,

Dengan latar belakang uraian diatas, maka pertu dibangun atau dikembangkan suatu sistem
manajemen kinerja bagi individual PNS maupun unit organisasi di lingkungan Setien DPR R, agar
penerapan manajemen kinerja terus mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan alay kebirakan
pemerintah, serta ilmu pengetahiran dan teknologi informast.
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B. Permasalahan
Berdasarkan laiar belakang dan fenomena yang berkembang, maka permasalahan yang dihadapi
dalam sistem manajemen kinerja PNS dan organisasi atau instansi pemerintah, khususnya yang terjadi di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

1. Kondisi penilaian kinefja di lingkungan Setjen DPR R, baik untuk penilaian kinerja perseorangan
(individual) PNS maupun organisasi (unit kerja), dewasa ini telah berjalan, seperti adanya
perjanjian kinerja, adanya sasaran kinesja pegawai, dan [aporan kinerja di eselon satu dan dua.
Namun demikian kegiatan manajemen kinerja belum terintegrasi secara terpadu, dalam suatu
sislem mangjemen kinerja. Bagaimanapun juga penilaian atau pengukuran kinerja individu dan
penilaian atau pengukuran kinerja kelompok {organisasi) akan menentukan keberhasilan (capaian)
tujuan/proses bisnisnya, demikian pula dengan tujuan organisasi di lingkungan Setjen DFR R

2. Belum adanya kebijakan baru {new policy) alau peraturan yang menyesuaikan perkembangan
(dinamika), sebagai pedoman yang mengatur manajemen kinerja secara menyeluruh
{komprehensif), baik kinesja perseorangan (individual} maupun organisasi (instansi) yang baru di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, diantaranya sebagai pelaksanaan atau tindak lanjut
Jahimya PP Nomor 30 Tahun 2018,

C. Maksud dan Tujuan serta Kegunaan
Maksud ditulisnya naskah kebijakan {poficy paper} ini adalah sebagai arahan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara imiah (teon) dan perauran (norma) perundang-undangan yang
berlaku untuk pembentukan kebijakan peraturan Sekrelariat Jenderal DPR RI. Sadangkan tujuan
penulisan naskah kebijakan ini adalah sebagal “dasar’ yang kuat untuk pembentukan kebijakan
berupa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Ri tenlang Manajemen Kinerja di Lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI.

Sedangkan kegunaannya secara teorilis untuk memperkaya prinsip senta nilai {norma) yang
periu diperhatikan dalam pembentukan peraturan hukum, dengan kegunaan praktisnya sebagai bahan
masukan dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Sekjen OPR Rl tentang
Manajemen Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl



D. Mstode dan Pengumpulan Data

1.

Metode Pandekatan

Metode Pendekatan akademik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif (Masir. 1988,1998; Sugiyono,2006). Teknik penelitian yang digunakan, pertama adalah
penelitian kepuslakaan, terkait berbagai peraturan perundang-undangan yang berdaku dan bahan-
bahan pustaka yang relevan sebagai dasar berfikir secara teoritik, nommatif (peraturan) dan
konseptual. Kedua, dilengkapi dengan teknik penelitian empirik atau survey di lingkungan Setjen
DPR Rl terkait dengan unit pengguna maupun unit pelaksana.

Sebagai bentuk pendekatan ‘deskriptif kualitatf, tentu juga fidak meninggalkan data
sekunder, baik data kualitatit maupun data kuantitatif sehingga diharapkan dapat menggambarkan
secara gvidence-based ataupun data yang dapal dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan
kebijakan. Hal ini sebagai konsekuensi atas penuiisan naskah kebyakan dengan pendekatan
kebijakan publik {public poficy) untuk memecahkan masalah atau memberikan sclusi bagi para
penentu kebijakan.

Penelitian kebijakan menjadi bidang yang sangat penting dalam dekade terakhir, adalah
penefitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan,
kinerja kebijakan, dan hngkungan kebijakan, {Nugroho, 2013; 43-44). Datam hal ini penelitian ini
membatasi berokus pada bagaimana perumusan kebijakan, dalam bentuk pembuatan Peraturan
Sekjen DPR Rl tersebut diperlukan, dan bagaimana pengaturannya. Selarjutnya dikatakan oleh
Meyer dan Greenwood (1984)% ...penelitian kebijakan adalah penelitian empink yang dilakukan
untuk memvenivikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat
tujuan dalam pembuatan kebijakan. Dan tentu saja penelitian kebijakan ini bertujuan praktis dan
empirik untuk memecahkan masalah (problem sohing), yaitu tata cara pengangkatan jabatan
administrasi, yang selama ini belum diatur.

Untuk memperjolas maksud dan tujuan penelitian kebijakan ini, pendapat ahli dan
Sudarwan Danim (2005; 23), dapat dijadikan nujukan yang menyalakan : ... penelitian yang
dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahkan
masalah sosial.. ; “penelitian kebijakan dapat didefinikan sebagai kegiatan peneliian yang
dilakukan untuk mendukung kebijakan..., kekhasan peneliian kebijakan terletak pada fokusnya,

" Rabert P Meyer dan Ernest Greenwuoad, 1948, dalam Riant Nugioho, Metlode Penclitian Kebijakan,
Youyakarta | Pustaka Pelajar, 2013, hal 47)

B



2,

yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika

lidak segera dipecahkan akan memberikan efek negalif yang sangat luas. !

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah dengan studi pustaka
atau literalure, termasuk peraturan perundang-undangan yang lerkait dengan tema yang dikaji.
Untuk melengkapi studi pustaka dimaksud, dilakukan survey data dan cross-check data dengan
pemangky kepentingan (sfakeholders) untuk konfirmasi data dan informasi dimaksud.

Melalui teknik wawancara diperiukan untuk melakukan konfirmasi dan cross-check data
dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan Teknik survey dilakukan untuk mempercleh data
kualitatit dan data kuantitatif yang diperukan untuk memperkuat kajian naskah kebijakan ini.

BAB Il TINJAUAN TEORITIK

A

Konsepsl Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja sering pula dikenal sebagai performance management adalah tentang
bagamana mengelola kegiatan suatu organisasi uniuk mencapal tujuan organisasi. Hal imi
sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo (2007.3), bahwa manajemen diawali dengan perumusan
dan penetapan tuijusn yang hendak dicapai Tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian
kegialan, dengan mengerahkan semua sumberdaya yang diperlukan. Tujuan yang diharapkan
tersebul merupakan fitik awal dalam perencanaan kinerja organisasi®. Kinerja dalam konsep
bahasa inggris adalah performance, diartikan juga sebagai hasil kerja atau prestasi.

Dikatzkan bahwa kinerja adalah merupakan implementasi dar rencana yang telah
disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki
kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Organisasi yang menghargai dan
memperakukan SDM dengan baik tentu akan mempengaruhi sikap dan perilaku SDM tersebut
dengan menjalankan kinerjanya®. Hasil kerja alau prestasi kerja SOM pegawai ini periu dilakukan
penilaian dengan evaluasi kinerja yang akan dipergunakan sebagai umpan balik {feed-back) dalam
proses manajemen kinerja.

4 [hid,

* Wibowo, Manajemen Kinerja, Jakaria : PT.Raja Gialindo Persada. 2008; hal.3.
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Beberapa pakar manajemen seperti Castello {1994), mengemukakan bahwa performance
management atau manajemen kinerja adalah dasar dan kekuatan pendorong yang berada di
belakang semua keputusan organisasi, usaha kefja, dan alokasi sumber daya. Dan menyru
Schwarz (1999), performance managemen! adalah gaya manajemen berdasarkan komunikasi
terbirka antara manajer dan pegawai menyangkut pencapaian tujuan memberikan umpan baiik dari
manajer kepada karyawan dan sebaliknya, demikian pulz dengan penilaian kinera. Selanjutnya
menurut Baird {1966), definisi manajemen kinerja adalah suatu proses kerja dari sekumpulan
orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kerja ini berlangsung secara
berkelanjutan dan terus-menerus.

Pakar yang lain yaitu Bacal (7999) menyampaikan bahwa manajemen kinerja sebagai
proses komunikasi yang dilakukan secara lerus menerus dalam kemitraan amara pegawai
{karyawan) dengan atasan langsungnya, Pengertian ini oleh Bacal {2012) diperbaharui dengan
merumuskan manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang sedang berdangsung secara
kemitraan anlara karyawan (pegawai) dengan alasan langsungnya, menyangkut harapan yang
{elas dan saling pengertiantentang pekeriaan yang harus dilakukan. Sedangkan Ammstrong (2004}
memandang manajemen kinena lebih sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebh baik
dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinefja dalam suatu
kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atnbut yang disepakali’.

Selanjutnya Armstrong (2009), juga memberikan beberapa pengertian manajemen
kinerja, untuk memperjelas pemahaman konsepsi manajemen kinerja. Diantaranya, manajemen
kinerja adalah suatu praktik ofrganisasi untuk meningkalkan kinerja sesuai target individua tau
kelompok dengan tujuan akhir memperbaiki kinerja organisasi, (DeNisi, 2000)%. Manajemen kinerja
adalah sebuah pendekatan sistematis untuk memperbaiki kknerja individu dan fim dengan maksud
mencapa lujuan organisasi, (Hendry, Bradiey, dan Peridns, 1997)%. Manaemen kinefja
dimaksudkan untuk memperbaiki focus strategis dan efektifitas organisasi, dengan memastikan
perbaikan secara berkelanjutan dalam kinerja individu dan tim {Philpoit dan Sheppard, 1892)1.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen kinerja lersebut dialas, konsepsi
manajemen kinena sangat diperlukan dan harus dilaksanakan bagi seliap organisasi yang ingin

7 Bacal dan Amdrong dalam Hery, Manajemen Kinerja, Jakarta : PT Grasinda, 2019 hal 1
Y Ibid, dengan mengutil Armtrong hal, 2

? Ibid.
10 Ebid
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mengapai tujuan dengan efektil. Seorang pimpinan dalam suatu organisasi, terutama para pejabat
yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM), seharusnya memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat melaksanakan manajemen pengeloaan
SOM secara labih profesional, dimana manajemen kinerja menjadi bagian dan kunci keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi.

B. Kesepahatan dan Perencanaan Kinerja

Kegiatan awal manajemen kinerja adalan perencanaan kinerja. Kegiatan ini tentu saja
selelah pegawai atab karyawan memperoleh kesepakatan kinerja, berupa kontrak kerja atau
perjanjian kerja dalam suatu organisasi (instansi, perusahaan). Konirak kerja antara atasan
dengan bawahan, antara manajer dengan karyawan atau pegawai. Disebul personal contract
sebagai kesepakatan lebniang lwjuan dan sasaran yang hendak dicapal. Hal ini akan menjadi
komitmen untuk menjalankannya. Konlrak kerja juga aakan menjadi pedoman penting dalam
melakukan penilaian agas kinerja pegawai atau karyawan. Kesepakatan kinerja ini menunjukkan
tentang apa yang akan dilakukan dan menjadi tanggungjawab pegawai. Bagi manajer atau
pimpinan maka kontrak kesja akan memperjelas dukungan dan ukuran untuk menilai prestasi kerja
pegawainya,

Kegiatan perencanaan kinefja merupakan bagian terpenting dari manajemen kinea,
Perencanaan kinerja harus melihat ke masa depan, untuk memaksimalkan kinerja, jadi bukan
sekedar mengulas masa lalu. Perencanaan kinerja dengan demikian, merupakan proses dimana
pegawai dan atasannya (pimpinan} bekerja Bersama dalam merencanakan apa yangharus
dilakukan untuk setahun ke depan. Tujuan proses perencanaan kinerja paling baik diwujudkan
dalam benluk outcomes (hasil) aatau manfaat, Dalam perencanaan kinerja, periu ditinjau ulang
rencana bisnis dan menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan serta bagaimana masing-
masing pegawai terlibat dalam rencana tersebut!,

Masih dalam kaitan perencanaan kinerja, Wibowo (2017;14) menyampaikan bahwa
perencanaan kinerja menyangkul pendefinisian tujuan dan sasaran organisasi, membangun
strategi yang menyeluruh untuk mencapai tujuan lersebul Perencanaan kinerja bersangkuta
dengan apa yang akan dilakukan maupun bagaimana hal lersebut dilakukan'2. Penyusunan

I Hery. Op. Cit,, hal. 22-23
12 Wibowo, Op.cit., hal 14.



rencana menyangkut kegiatan menginventarisasi sumber daya yan diperlukan dan aktivtas apa

saja yang dipedukanuntuk mencapai tjvan dan sasaran yang telah didetapkan. Perencanaan juga
mementukan kerangka waktu yang diperiukan untuk mencapai fujuan dan sasaran tersebut.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan perencanaan kinerja, terlebih
dahulu harus ditetapkan apa yang menjadi fujuan dan sasaran organisasi. Pada umumnya
organisasi kemudian menetapkan apa yang disebut sebagai rencana stralegis atau renstra, yang
umumnya berfaku dalam periode lima tahunan. Hal ini sebagai perencanaan jangka menengah,
telah ditetapkan visi dan misi organisasi. Agar renstra menjadi efekti!, manajemen kefja harus
mendefinisikan pada level operasional, dengan core bisnisnya. Hal ini sudah pada level produk
dan jasa yang dihasilkan, sebagai output organisasi.

. Prinsip Dasar Kinerja

Mangjemen kinerja bekenja atas prinsip dasar yang dijadikan acuan bersama agar dapat
mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Wibowo (2017,12) terdapat 20 prinsip dasar manajemen
kinerja yang akan menjadi pondasi yang kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapai ujuan.
Dikemukakan prinsip dasar lersebut adalah'3 .

1. Bersifat Strategis;

Holistik;
Terintegrasi,
Perumusan Tujuan;
Perencanaan;
Umpan Balik;
Pengukuran,
Perbaikan kinerja;

W o N o ;oA Ly

Berkelanjutan;

10. Menciptakan budaya;

11. Pengembangan;

12. Kepujuran;

13. Pelayanan;

14, Tanggungjawab;

15. Konsesus dan Kerjasama;

" Opeil., hal 12.20
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16, Komunikasi Dua Arah;

17. Berbagi Harapan,

18. Mengelola Perilaku;

19. Bermain; dan

20. Rasa Kasihan,
Keduapuluh prinsip dasar ini menjadi nilai-nilai yang periu dimiliki dan dipergunakan dalam
membangun manajemen kinerja. Sebagai gambaran penjelasan, manajemen kinerja bersifat
strategis. Artinya membicarakan masalah kinea yang lebih luas, lebih urgen, dengan tujuan
jangka panjang. Dalam perumusan visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam penetapan
lujuan organisasi, Demikian pula manajemen kinerja itu bersifat holistik, berarti harus menyeluruh
yang mencakup seluruh aspek dengan ruang lingkup sejak perumusan Wjuan; perencanaan,
pelaksanaan, umpan bafik; pengukuran; penilaian; review; evaluasi dan perbakan kinena.
Mangjemen kinerja sebagai suatu sistem, harus terintegrasi, menjadi proses yang berkelanjulan,
mulal dan mastikan-proses-hasi-dan manfaat. Prinsip pengukuran juga perlu diperhatikan, karena
setiap organisasi pasti berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi ™.

Disamping itu, manajemen kinerja juga pasti berkelanjulan. Artinya sebagai sualu proses yang
berlangsung secara lerus menerus, bersifat evolusioner, dimana kinerja secara berahapperiu
selalu diperbaiki sehingga menjadi semakin baik, semakin meningkat. Manajemen kinerja akan
menciptakan pemahamanbersama lentang apa yang peru diperbaiki kinerjanya, dan bagaimana
akan dicapai, Dengan demikian, manajemen kinerja mendorong manajemen diri kinerja individual,
unluk selaly dikereksi untuk mencapai standar kinerja yang ditetapkan 1S,

Terkait dengan prinsip dasar pengembangan, bahwa kinerja sualu organisasi tergantung pada
kompetensi SOM di dalamnya, baik secara tugas individu maupun lim (kelompok). SDM sebagai
assel utama perlu dikembangkan kemampuan dan kompelensinya secara berkelanjutan, untuk
meningkatkan kinerja. Dus, pengembanbgan manajemen kinerja sangat berkaitan eral dengan
pengembangan SDM tersebut. Srtategi yang peru dilakukan adalah pelatinan, baik dilatih didalam
organisasi maupun mengirim ke Lembaga pelatinan di luar tempat kerjanya.

4 0p. eit,
1 Op. Cit. hal. 16
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D. Sistem Manajemen Kinerja

Telah disampaikan diatas bahawa manajemen kinerja bersifat hiistik dan menyeluruh,
Pendekatan sistem dalam mangjemen kineria merjadi mullak dilakukan. Oleh karena itu
mangemen kinerja harus dipandang sebagai suatw sistem. Sistem adaalah serangkaian
kompanen yang bekerja Bersama dengan saling ketergantungan untuk menyelesaikan sesuatu,
Sistem memerlukan masukan dan melalui serangkaian proses, mengubah atau menstransformas
masukan tersebut menjadi keluaran, dalam bentuk produk, jasa, atau informasi, {Bacal,
2012:24).'6 Selanjutnya Armstrong (2009.59), memberikan pengertian system manajemen kinerja
sebagai serangkaian aklivitas dan proses yang saling berhubungan yang diperlakukan secara
holistic sebagai komponen utama dan terintegrasidan pendekatan organisasi dalam mengelola
kinela melalui orang dan mengembangkan ketrampilan dan kapabilitas humen capitalnya,
sehingga meningkatkan kapabilitas organisasional dan pencapaian keunggulan kompetiif
berkelanjutan®,

Sistem manajemen kinerja adalah sistem yang memastikan bahwa standar kineria dan
sasaran kinerja ditetapkan, bahwa kinera secara regular diukur, dan bahwa tindakan dilakukan
untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, {Schermerfiom, 2010:307)%, Demikian pula
para ahli lain, sebagaimena disampaikan Hery,i2019,9)"® yang juga berpandangan bahwa
manajemen kinerja adalah suatu sistem. la sebagai serangkaian komponen yang bekerja Bersama
dengan saling ketergantungan untuk menyelesaikan sesuatu. Sistem memerlukan masukan, dan
melafui serangkaian proses, mengubah atau mentranformasi masukan tersebut menjadi keluaran,
dalam bentuk produk, jasa atau informasi.

E. Sasaran, Pengukuran dan Evaluasl Kinerja
1. Sasaran Kinerja
Sasaran kinerjia merupakan suatu pemyataan sepesifik yang menjelaskan hasil yang
harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang Ingin dicapaitersebut diselesaikan. Sifalnya
dapat dihitung atau terukur, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan
harapan. Terkail dengan sasaran kinerja, di lingkungan PNS, lelah diterapkan sejak tahun 2012,

16 Schagaimana dikutip Wibowo_ Op Cil., bal. 21.
17 Thid., hal, 21.

" Bchagaimana dikulip uleh Wibowa, [bid,

¥ Hery, Op.Cil. | hal. 9-10.
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dengan nama Sasaran Kerja Pegawai {SKP), malahan penetapan SKP ini dilakukan sefiap awal

tahun dengan telah diakukan by sistem informasi kepegawaian,

Menurut salah satu pakar mangiemen kinerja Wibowo (2017.56), sasaran kinerja

mencakup unsur-unsur yaitu2 ;

a. The performars, yaitu orang yang menjalankan kinerja,

b. The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh
performar;

c. A time element menjunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan;

d. An evaluation method, tentang cara penilaian bagaimana hasil peketjaan dapat
dicapai; dan

e. The place, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menjadi sangat penting untuk diperjuangkan, karena akan menentukan

pelaksanan kinerja dan mentukan prestasi kerja. Dalam maneniukan pengukuran kinerja,

diperlukan kemampuan untuk mengukur sehingga ditentukan ukuran kinera. Tentu saja

pekerjaan yang nyala dan terukur. Hal ini penting juga untuk memperbaiki kinerja yang akan

datang. Orientasi pengukuran kinerja adalah tethadap pelanggan dan (ujuan tindakan

pekerjaan. Cara yang dapat dilakukan untuk pengukuran kinerja adalah?' :

a
b.
C.

Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi;
Mengusahakan slandar kinerja untuk menciptakan perbaindingan;

Mengusafiakan jarak bagi orang untuk memontoring tingkat kinerja;

Menetapkan arli penting masalah kualtas dan menentukan apa yang perdu prioritas
perhatian;

Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas;

Mempertimbangkan penggunaan sumber daya;

Mengeusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

Perlu disampaikan disini, bahwa ukuran kinerja pada saat yang sama dapat pula merupakan

sasaran organisasi. Ukuran ini memberikan pengukuran yang jujur lentang progres dan

2 Wibowe Op.cit hal.
2 1bid.. hal. §55156.
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prestasi individual dan tim, Ukuran kinerja akan memebrmikan dasar untuk umpan balik yang

terbaik,

Sebagaimana telah dikemukakan secrang pakar bemama Thor (dikutip oleh Armstrong dan

Baron, 1998: 270)%, bahwa untuk meningkatkan efektifitas organisasi maka ada tiga hal

pengembanbgan ukuran kinerja, yaitu :

a. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan penting oleh
pelanggan.

b. Kebutuhan pelanggan ditejemahkan menjadi prioritas strategisdan rencana strategis.

. Memberkan perbaikan kepada tm dengan mengukur hasil dari prioritas strategis,
memberika kontribusi untuk perbakan lebih lanjut.

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinena sangat dibuluhkan dan perlu difakukan, agar tefjadi perbaikan kinerja. Setelah
proses kerja selesai dilaksanakan akan memberikan hasit kerja alaw prestasi kerja. Batasan
penyelesaian pekerjaan ditentukan dengan batas waklu, misainya pada akhir tahun, Evaluasi
kinerja sangal penfing untuk membenkan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi keria
tersebut. Penifaian pretasi kefja bisa dilakukan untuk individu (pegawai) atav tim, kelompok, unit
arganisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja akan diperoleh umpan balik, terhadap sasaran alau tujuan
kinerfa, perencanaan, dan proses pelaksanaan Evaluasi int dapai dilakukan terhadap proses
penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-
langkah untukmelakukan perbaikan kinerjé di waktu yang akan datang.

Beberapa pendekatan evaluasi kinefa, diantaranya disampaikan oleh Wibowe (2017: 226),
dengan mengutip Robbins. (2003), Kreitnar dan Kinicki (2001), sebagai berikut ;

1. Pendekatan sikap;

2. Pendekatan Perilaku;

3. Pendekatan Hasil; dan

4, Pendekatan Kontigensi,

Pendekalan sikap ini memberikan penilaain terhadap sifat dan karakderistik individu atau pegawai
Kelemahan pendekalan ini dapal bemakna ganda terhadap kinerfa akiual Sedangkan

2 Ibid . hal 157

16



REAE "

pendekatan penlaku, ingin menunjukan bagaimana individu berperlaku, namun bukan tetang
kepribadiannya. Halini dihubungan dengan perilaku kerja, untuk mencapai prestasi. Kemudian
mengenai pendekatan hasil, memfokuskan pada proses, pada preduk yang dibasilkan oleh usaha
sesecrang pegawal. Apa yang dilakukan dan apa yang telah dihasilkan, Terakhir mengenai
pendekatan konligensi, maka diusulkan pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi
yang berkembang. Hal ini unfuk melengkapi kekurangan pendekatan-pendekatan pangukuran
sebelumnhya. Dan dalam padndangan pakar, pendekatan perilaku kefja, menjadi banyak diminati
¢an digunakan.

F. Pengembagan Kinerja

Pada ujungnya karena merupakan kegiatan yang lerus menenus ataupun berkelanjutan dan
menyeluruh, maka dalam manajemen kinerja upaya pengembangan kinefja menjadi kebutuhan
yang wajib dilaksanakan. Manajemen kinerja selalu berubah sesuai dengan perkembangan
lingkungan. Menurut Amstong (2009;263)2, manajemen kineria pedu dikembangkan dan
ditingkatkan untukmencapai keunggulan. Ada beberap langkah unluk mengembangkan
manajemen kinerja adalah :

1. Decide on business case, menentukan masalah bisnis.Manajemen puncak, pimpinan dapat
segera menengtukan core bisnis utama yang menjedi tugas dan fungsi, visi dan misi
organisasi.

2. Delermine Ohyjectives, menentukan sasaran, Harus dirancanag untuk memenuhi kebutuhan
bisnis, arganisasi dan individu. Ditentukan sasaran-saran kinerja secara obyeklive yang betul-
etul riil menjadi misi dan tujuan,

3 Gain line manager commitment, mendapatkan komitmen dari para manajer lini. Mereka
sangat dibutuhkan komitmennya untuk memajukan organisasi. Para Depuli, kepala biro dan
para kepala bagian atau unit kerja, angat diharapkan komkitmennhya untuk memajukan kingrja
organisasl.

4. Draw up guiding prnciples, menyusun pedoman dasar. Pedoman dasar harus disadari
sebagai pedoman yang wajar dan antara pimpinan dan slaf semua ledibat sebagai pedoman
kerja secara kemitraan.

5. Define processes, mendefinisikan proses. Tahapan-tahapan yang harus dicapai dalam suatu
proses kerja harus didefinikan secara jelas dan dipahami semuanya. Semua proses keija itu

2 Ibid., hal, 34-35
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harus dilalui dengan konsisten.

6. Pilot test, menguji panduan. Tes-tes secara berkala diperiukan sehingga diketahui perubahan
apa yang pestu dilakukan.

7. Communicate, komunikasi. Komunikasi yang baik dan saling memahami sangat penting.

8. Plan Training, merencanakan pelatihan. Ini penling dengan memberikan pelatihan terbak bagi
SDM pegawai atau karyawan, agar kapasitas dan kemampuannya meningkat semakin baik.

9 Implement, mengimplementasikan. Dengan melaksanakan apa yang direncanakan. Program
implementasi termasuk dengan komunikasi dan pelatihan serta keletapan tentang bimbingan.

10. Evaluate, evaluasi, Evaluasi penting dilakukan setip tahunnya, untuk mengetahui kekurangan
dan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk periode selanjutnya.

BAB lll TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A, TinJauan Yuridis

Tinjauan yuridis ini sangat dipedukan untuk mengkaji berbagai peraturan yang menjadi dasar dan
rujukan bagi manajemen kinerja. Dikarenakan keberadaan manajemen kinerja instansi pemerintah lerkait
langsung dengan sumber daya manusia (SOM) aparatur sipil negara, maka kita harus mengkaji Undang-
Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negara (ASN), Secara finjauan yuridis, bahwa
manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah selama ini terus berkembang dan dilakukan
perbaikan, Hadimya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sangat jelas semangatnya untuk mewujudkan
aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab 1,
sangat jelas bahwa ASN yang didalamnya adalah Pegeawai Negen Sipil sejak UU ASN diundangkan
memerukan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan semangat
bary ASN di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI). Cleh karena itu tugas pamungkas
yang ketiga untuk ASN adalah sebagai pemersatu bangsa dalam negara kesatuan republik Indonesia.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada tahun 2017 lelah
dilerbitkan Paraturan Pemerintah (PP} Nomor 11 Tahun 2017 tertang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
{Manajemen PNS). Lahirnya PP tentang Manajemen PNS ini menjadi tonggak baru suatw manajemen PNS
di Indonesia, Maksud mznajemen PNS adalah agar pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi
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dan nepolisme. Semangat profesionalisme PNS sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan organisasi

atau instanst dimana PNS bertugas.

Uniuk mewujudkan PNS yang profesiond tersebut, maka salah satu ruang lingkupnya adalah
“penilzian kinerja’, sehagaimana termakiub dalam Pagal 2 PP Nomor 11 Tahun 2017. Selanjutnya
pengaturan penilaian kinerja PNS tersebut, lebih diperjelas dengan diatur dalam Bab VI Penilaian Kinerja
dan Disiplin, yaitu dalam Pasal 228, 229 dan 230. Sebagaimana dikemukakan Pasal 228, bahwa penilaian
kinerja PNS bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan
sistem karier. Dan penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinefja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaal yang dicapai,
serta perilaku PNS. Mengenai penilaian kinerja ini, Pasal 230 memerinlahkan unfuk ditindaklanjuti dengan
peraturan pelaksanaan berupa PP tentang penilaian kinerja PNS dan Disiplin PNS#,

Sejalan dengan perintah Pasal 230 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah RI, telah
menetapkan PP Nomor 30 Tahun 2019 fentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipll. PP Nomor 30
Tahun 2019 ini sangat penting untuk diimplementasikan oleh setiap PNS di semua instansi pusat dan
daerah. Hal ilu juga unfuk melaksanakan Pasal 78 UU Momor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa
Pemerintah perdu menelapkan PP tentang Penilaian Kineja PNS. Melalui PP ini penilaian kinerja PNS
dibangun dengan beradasarkan pendekatan Sistem Manajemen Kinerja PNS, sebagaimana diatur dalam
Bab Il Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1999.

Sistem Manajemen Kineja PNS sebagaimana dimaksudkan dalam PP 30 diatas terdini atas 5
{lima) sub sistem. yailu :

a. Perencanaan kinerja;

b, Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
¢. Penilaian kinerja;

d.  Tindak Janjut; dan

e. Sistem informasi kinerja PNS.

Untuk membangun sistern manajemen kinerja sefiap instansi pemerintah dipersilahkan mengatumya

dengan kepulusan Menteri/pimpinan instansinya masing-masing, termasuk melakukan evaluasi kinena dan

H Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 1] Tahun 2017 (entang Manajemen Pegawai Neged Sipil
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hasilnya (Pasal € ayat (3). Hal ini telah terbukli dilaksanakan secalar konsisten pula dengan adanya
laporan kinerja instansi pemerintah yang kita kenal dengan LAKIP atau LAK, yang setiap tahun disusun
dan dilaporkan oleh setiap instansi pemerintah, baik di Pusat yaitu Kementerian atau Lembaga (K/L)
maupun di instansi pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten atau
Kola (Pemkab/Pemkaot).

Selanjutnya mengenai penilaian kinerja dalam manajemen PNS, yang memperhatikan adanya
penilaian kinarja, baik pada tingkat individual maupun tingkat unit keria atau organisasi, hal ini menjadi
sangat penting dan sejalan dengan pendekatan manajemen kinerja atau performamce management
approach. Hal ilu juga sejalan bahwa Indonesia dewasa ini berada di era kompetisi global atau
persaingan antar bangsa-bangsa dengan era pasar bebas sehingga unfuk mewujudkan tujuan nasional,
kejayaan dan kemajuan Indonesia sangat diperlukan ASN yang profesional, kompelitif dan berkelas dunia.
ASN yang demikian yang sangat diharapkan ndonesia ke depan. Kuncinya adalah pada pengelolaan atau
manajemen berbasis kinerja PNS/ASN.

Terkait hal tersebut diatas, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu instansi pemerintah di
lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), telah pula menindaklanjuti dengan
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekien DPR RY) Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Persekjen
DPR RI ini bermaksud untuk mengatur penilaian kinena unil kerja di lingkungan Setjen DPR RI dengan
menggunakan kreteria tertenty untuk akselerasi capaian target kinerja Sedangkan lujuannnya adalah
untuk membangun budaya kinerja, dengan mewuudkan kinerfa aparatur, lata Kelola keuangan,
akuntabilitas, dan system pengawasan yang optimal bagi unit kerja d lingkungan Setjen DPR RI

Pelaksanaan Persekjen Nomor 19 lahun 2018 tersebut, sebagaimana kita ketahui secara nyata
bagi unit kerja organisasi dituangkan berupa Perjanjian Kinerja (PK) yang ditakukan setiap tahunnya, baik
untuk Bagian atau Bidang, Bira atau Pusat hingga Deputi yang ditanda tangani pada awal tahun dan
dilaporkan kinerjanya pada awal tahun berikutnya berupa Laporan Kinerja (LK} atau Laporan Akuntabititas
Kinerja Instansi Pemesintah (LAKIP) seliap tahunnya. Sedangkan untuk kinerja individual kinerja PNS,
melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan dengan atasannya masing-masing pada awat fahun dan Formulir
Sasaran Kerja (FSK) PNS masing-masing juga pada awal tahun, untuk kemudian dipertanggungjawakan
pada awal tahun berikutnya. Untuk di lingkungan Setien DPR RI ini, perilaian kinerja pegawai melalui
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinefa (PK) ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014,
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Namun demikian pengembangan manajemen kineda di lingkungan Seljen DPR RI, bak untuk lanerja
individual PNS maupun unit organisasi masih peru dilakukan dengan perbalkan ataupun upaya
penyempuman dan inovasi sebagaimana diatur dengan PP Nomor 30 Tahun 2019, Dengan kala lain,
keberadaan Persekjan Nomor 19 Tahun 2018 tersebut peru ditinjau ulang dan disempumakan dengan
lahimya PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Disamping itu Persekjen Nomor 13
Tahun 2018, sudah tidak sesuai lagi, dengan perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekrelarial
Jenderal DPR RI. Hal itu lebih lagi dengan Lahirnya Peraturan Presiden Rl {Perpres) Nomor 26 Tahun
2020 tentang Sekretaniat Jenderal DPR RI. Prespres 26 Tahun 2020 juga perlu segera ditindak lanjuti
dengan penataan organisasi Setien DPR Rl kedalam, sehingga banyak pekefjaan rumah dan impllikasi
baru yang mesti dilakukan.

A. Tinjauan Sosiologis

Secara sosiologis, manajemen kinerja bagi PNS dengan instansi pemerintah di Pusat dan Daerah,
sangatlah dinanti-nantiken atau diharapkan sehingga kinerja PNS menjadi semakin baik, akuntabel dan
bertanggungawab atas kinerja yang dijalankan. PNS sebagai sumber daya manusia (SDM} ASN yang
dibutuhkan untuk bekerjasama dalam suatu unit kerja atau organisasi untuk mencapai tjuan. Begitu pula
di ingkungan Setjen OPR Rl ini, sebagai salah satu instansi atau lembaga pemerintah non kementerian
{LPNK} yang berada di pemerintah pusat. Manajemen kinerja sebagai konsekuensi yang terkait peraturan-
peraturan yang telah kita kaji atau tinjau diatas, ternyala di lapangan dapat praktek sehari-harinya dan di
Lembaga Sefien DPR Rl memerlukan perbaikan-perbaikan, penyempumaan-penyempurnaan dengan
kebijakan baru tentang manajemen kinefja.

Kondisi organisasi Sefjen DPR RI memang dalam ranah organisasi birokrasi modem,
sehagaimana PNS-ASN pada umumnya di berbagai Kementerian atapun Lembaga (K/L), serta Pemerintah
Daerah, namun pada kenyataan sosialnya sangat kenial di linghungan lembaga politik DPR RI. Kondisi ini
mau lidak mau ikut berpengaruh dalam dinamika dan kerjasama dianlara pegawai Sefjen DPR RI, yang
bersentuhan dengan poliisi dan para asisten serta tenaga ahlinya. Dalam karier PNS-ASN jelas peraturan
yang dipegang adalah UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga kondisi yang digambarkan dialas
dipengaruhi kegiatan poliik, kiranya dapat dicegah tidak terierumus jauh, karena PNS ditunniut ke depan
supaya profesional dan natral dengan kekuatan politik apapun. Profesionalisme dalam kinerja PNS (ASN)
ini perlu dipertahankan dan dipehara eksistensinya.

11
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Dengan kata lain, apabila ingin melaksanakan ketentuan dan menegakkan peraturan PNS yang
disepakati, maka kredibilitas dan integritas PNS-ASN harus berjalan sesuat dengan tujuannya, sebagai
pelayan masyarakat, sebagai pelaksana kebijakan dan sebagai perekal dan pemersatu bangsa. Apabila
hal ini ditaati, maka kerjasama dan interaksi dalam organisasi Setjen DPR RI akan terjaga dengan baik,
sebagai suatu korps PNS-ASN. Apalagi mat dan semangat yang elah dicanangkan untuk melaksanakan
secara sungguh-sungguh reformasi birokrasi, sebagaimana tefah dinyatakan dalam delapan area
perubahan RB.

Peranan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam ranah kebijakan (policy} manajemen ASN untuk
membangun dan mengembangkan MANAJEMEN KINERJA sangal penting dan sangat meneniukan.
Pengembangan manajemen kinerja sesungguhnya sagat relevan dengan upaya keras program reformasi
birokrasi, yan juga sedang digalakkan di lingkungan Setien DPR Rl Demikian pula untuk Jabatan
Adminitrasi dalam ASN atau PNS, sebagaimana Pasal 14, yang dilanjutkan Pasal 16, sefiap jabatan
sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Calam
rangka pengembangan karier ASN, terkait keberadaan jabatan ASN fentu disesuaikan dengan ketenfuan
Pasal 69 bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah .

Berdasarkan uraian tinjauan sosiologis ini, kita ingin mengatakan bahwa untuk membangun dan
mengembangkan manajemen kinerja di ingkungan Setjen DPR RI, maka sebagai konsekuensi dari prakiek
di lapangan dan kebutthan sehari bari, yang dikaitkan dengan harapan dan tujuan kegiatan untuk
memperbaiki kinerja atau efeklifitas kerja maka tidak ada piliban kebifakan lain kecuall penerapkan atau
mengimplementasikan  ‘manajemen kinerja" di lingkungan Sefien DPR RI, secara berlahap dan
menyeluruh {ferpadu). Dan hal itu didukung dengan kemampuan sistem informasi kepegawaian, PPKP
vang ada di Portal Setjen DPR RI. Kegiatan membangun dan pengembangan manajemen kinerja di
lingkungan DPR Rl ini, sangat sinkron dengan program reformasi birokrasi {Program RE), yang sedang
dijalankan. Justru disini akan terjadi percepatan implementasi program dan kegiatan RB dalam prakteknya,
Pimpinant dan seluruh jajaran Setjen DPR Rl harus sejalan dan satu pemahaman untuk mensukseskan
manajemen kinefja.

* Pasul A AyaE 1) UL ASN vaisg ) Avid £3) leperiegsm © kompetornsd icknia, kempencnn mamsjeed slin
Rummpetensd sonlal kulivral
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BAB IV MATERI DAN SISTEMATIKA MUATAN YANG DIATUR

A. Ruang Lingkup Materi Muatan
Ruang lingkup materi muatan yang diatur terkait ruang lingkup sistem manajemen kinerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl dapat meliputi .

1. Perencanaan Kinerja

Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja
Penilaian kinerja

Tindak lanjut kinerja

Evaluasi kinetja

Pengembangan kinerja

~ o th B 3

Sistem informasi kinerja.

Beberapa pokok yang mendasar untuk diakomodir dalam ruang lingkup yang disebutkan
diatas, berupa topik-lopiknya dapat diperjelas dengan uraian-uraian yang telah kita sampaikan dalam
linjauan teoritik. Dan tentu juga perfiu memperhatikan kelentuan-kefentuan yang dimaksud dalam
berbagai peraluran yang reevan dan terkat dengan manajemen kinerja. Seperti kegiatan
perencanaan kinema, ini menjadi konsekuensi dan ruang lingkup yang pasti dilakukan setiap
tahunnya, Demikian pula dengan pelaksanaan kinerja, pemantauan dan pembinaan kinerja, karena
hal ini sebagai kensekuensi yang wajib dilakukan oleh setiap organisast. Selanjutnya, penilaian kinerja
juga sangat penting dan mendasar unfuk diatur katentuan dan pedomannnya bagi menilai suatu hasil
pekerjaan yang lakukan oleh SDM pegawal. Juga terkait tindak lanjut, evaluasi atas kinerja,
pengembangan kinefja, serta system informasi kinerja yang selama ini telah diterapkan dan terus
dikembangkan.

Ruang lingkup mualan terkait kebijakan pengaturan manajemen kinefja, yang seharusnya
dibangun dan dikembangan di lingkungan Setjen DPR RI sangat penting memperhatikan banyak
aspek dan keterkaitan dengan perafuran yang berlaku dan berada datasnya, seperti Peraturan
Pemerintah (PP), seperti PP Nomaor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 30 Tahun
2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan sebagainya. Selain memperhatikan muatan dan substansi
pengaturan diatasnya, supaya tidak berentangan dan sejaran  unfuk  melaksanakan
(mengimplementasikan)  peraturan-peraluran  atau  kebijakan- kebijakan dimaksud, maka
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pembangunan manajemen kinerja, juga perlu memperhatikan masukan dari perkembangan ilmu
pengelahuan dan teknologi (iptek) termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Seperti
pengembangan informasi pegawai baik untuk sistem absensi, sistem laporan pekefaan, sistem

penilaian kinerja. Hal yang tidak kalah penting dan menarik dewasa ini telah muncul fenomena bary,
seperli bekerja di rumah atau WFH (work from home) dan bekerja di kantor atau WFO {work from
office), juga keberadaan periode wakiu kerja, seperti Shift Pekerjaan | Pukul 07.30 - 15.00 WIB dan
Shift Pekerjaan |1 Pukul 10.00 - 17.30 WIB.

Disamping itu, dalam praktek kerja PNS juga terjadi perkembangan ban pekerjaan yang
fleksible (fleksible working} dan wakiu kerja yang fleksibel (fieksible time of work), yang disesuaikan
dengan kodisi dan situasi serta sifat pekerjaan yang dihadapi atau dijalankan oleh PNS. Sebagai
contoh, pekerjaan administrasi dan pelayanan public yang berhadapan langsung dengan masyarakat
atau pelanggan, tentu berbeda dengan pekerjaan fungsional seperti seorang peneliti dan analis yang
bergelut dengan data dan informasi. Hal ini semua perlu diptkirkan bersama oleh pemanghku
kepentingan (stakeholders) dan diakomodasi dalam sistem kerja baru dan manajemen kinerja yang
baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),
dewasa ini telah mengkaji dan mulai menerapkan ketentuan bekerja yang feksible {fexible working),
bagi ASN-PNS di Indonesia, khususnya beberapa instansi pemerintah dipusat, terkart tenadinya
wabah COVID-18, yang telah manuntut PNS bekerja di luar kantor dan di rumah. Implekasi ini terjadi
pada jam bekerja dan kehadiran dalam bekerja, serta berbagai implikasi lainnya,

Sistematika Muatan

Adapun kerangka ataupun sistematika muatan yang diatur dalam bab-bab penyusunan
rancangan peraturan Sekjen DPR RI tentang sistem manajemen kinerja di lingkungan Sekretarial
Jenderal DPR RI sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
Dalam pengaturan suatu kebijakan, termasuk dalam hal ini Peraturan Sekjen DPR RI, selaly
dicantumiah judul suatu peraturan, dalam hal ini seperti : Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor.. .. Tahun ... Tentang Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Sekrelaariat Jencerat
DPR RI.  Selanjutnya, dicantumkan konsideran “Menimbang® ; “Mengingat” dan Menetapkan
“‘Memutuskan". Dalam konsideran menimbang, perlu diberikan argumentasi atau alas an yang
sangat kuat mengapa diperukan suaty peraturan atau kebijakan dimaksud Ha ini juga ferkait
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perimbangan peraluran diatasnya yang menjadi dasar dan sumber pefaksanaannya. Sehingga
kebijakan ini benar-penar sangat beralasan dan mempunyai payung hokum yang tidak dapat
terelaickan.

Ketentuan Umum

Sebagaimana lazimnya suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan umum diperukan untuk
memuat pengertian-pengartian dan batasan-batasan dari istilah yang digunakan dalam peraturan.
Kejelasan pengertian dan batasan akan mewujudkan kepastian pengaturan ataupun suatu
kebijakan. Olehi karena itu pemberikan pengertian dan Batasan diperlukan akan memperjelas dan
tidak memimbulkan salah tafsir atau tafsir ganda atas suatuperaturan atau kebijakan yang
diterbitkan.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Sekjen DPR R, terkait apa saja pokok-pokok yang
akan diatur. Diidentifikasi dengan pengelompokkan, yang dapat menunjukkan pengelolaan atau
manajemen kinerja, seperti . perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan
kinerja; penilaian kinerja, tindak lanjut kinerja dan sistem informasi kinerja. Instansi pemeintah
disini perlu melakukan evaluasi dan hasil penilaian evaluasinya kinerjanya yang dilakukan secara
mandiri, maupun yang dilakukan oleh instansi pemesintah yang berwsnang, yaitu Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republix Indonesia {Kemenpan RB RI).
Dalam ruang lingkup ini perlu diperhatiken pula mengenai kegiatan tindak lanjut kinerja
(performance follow-up) dan pengembagan mangjemen kinena, mengingat kegialan manajemen
kinerja itu berkesinambungan dan terus menerus berkembang.

. Perencanaan Kinerja

Peniiaian kinerja baik individual PNS maupun crganisasi (unit kerja) peru dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerjia pada tingkat individu dan tingkat umit kerja (organisasi), dengan
memperhalikan : target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Prinsip-Prinsip Penilaian

Panilaian kinefja berdasarkan prinsip-prinsip yaitu : (@) Obyektif; (b) terstrukiur; (c) akuntabel; (d)
parlisipatif;, dan {g) ransparan, Kelima prinsip-prinsip tersebut memerlukan penjelasan yang tidak
menimbulkan salah interpretasi dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Selain kelima prinsip
penilaian, apakah dirasa adanya prinsip baru yang Secara teontik perlu diakomodir sebagai
melengkapi prinsip yang telah ada Sebagai contoh antara lain, adanya prinsip tanggungjawab,

5
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prinsip komunikasi dua arah, holistis, terintegrasi, pengembangan dan lain sebagainya yang telah
disampaikan dalam bab linjavan akademis teoritik.

Sasaran dan Perjanjian Kerja

Pengaturan mengenai sasaran kena dan perjanjian kerja selama ini relah ditaksanakan dan
menjadi penfing untuk pengukuran dan penilaian kinefa bagi PNS di lingkungan instansi
pemeringtah, termasuk di lingkungan Setien DPR Rl Pengaturan sasaran dan perjanjian kenja ini
sudah diberiakukan dan diimplementasiken sejak Tahun 2012, dan terus disempumakan terkait
perkembangan kebijakan baik ditingkat intema maupun dikarenakan adanya kebijakan eksternal
dari pemerintah, terutama dani Kemenpan RB R| dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kondisi
int juga terkait dengan untuk memberikan motivasi, pembinaan dan pengembangan karier SDM
PNS di lingkungan Setjen DPR RI.

Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi kerja ini juga telah mengalami perkembangan di lingkungan PNS, yang dahulu
pada rezm pengaturan kepegawaian fama disebut sebagai penilaian DP3, Dewasa ini penilaian
tersebut diawal tahun setelah dilakukan Perjanjian Kinerja, telzh dilengkapi dengan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP), sebagai bagian yang lerintegrasi dalam PPKP di Portal Kepegawaian
Setjen DPR RI. Seliap pegawai (PNS), dipastikan telah memiliki dan tercantum dalam portal setjen
DPR R, yang mana pada awal tahun berikutnya dilakukan penilaan prestasi kerja dengan SKP
tersebut.

Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja SOM PNS juga menjadi hal yang penting diperhatikan apa seliap tahunnya.
Kegiatan evaluasi kinerja, didapat dan informasi penilaian prestasi kerja sebagaimana
disampaikan diatas. Sistern PPKP dan SKP menjadi nijukan alau selidaknya sebagai informasi
awal yang dapat dipergunakan unluk melakukan evaluasi kinerja. Disamping itu mengenai evaluasi
kinerja ini juga peru diterapkan untuk unit kefjia organisasi, baik di tingkal bagian, bidang, hiro,
pusal, inspeklur hingga deputi, ittama dan sekretaniat jenderal DPR RI. Laporan kinerja yang telah
disusun dan disamoaikan pada seliap tahunnya, menjadi penfing untik sebagai dokumen evaluasi
alas prestasi yang dicapai dan capaian kinerja berdasar perjanjian kerja (PK) yang telah dilakukan
pada awal tahunnya.
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9. Pengembangan Kinerja

Tahapan pengembangan kineja ini sebagai salah salu mualan dalam kebijakan system
manajemen lnerja, patut diperhatikan dan strategis. Pengembangan kinerja telah menjadi
kebutuhan yang wajib dilakukan cleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah, sekaligus
menjadi persyaratan untuk menuju kemajuan dan reformasi birokrasi yang telah digalakkan. Hal it
tanpa kecuali yang tenadi di lingkungan Setjen DPR RI.

10. Ketentuan Perallhan atau Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan peralihan ini apabila dipedukan, sangal peru diatur misalnya adanya peraturan
sebelumnya yang mengatur hal yang sama sehingga |ahir peraluran ini. Sebagai contoh lerkait
dengan manajemen kinerja, telah hadir atau berlaku Persekjen Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penilaian Kinerja Unit Kera di Lingkungan SEtien dan Badan Keahlian DPR RI. Sedangkan
ketentuan lain-lain, untuk membuka pintu lainnya yang masih memungkinkan alas seluruh
pengaturan didepan.

11. Ketentuan Penutup.
Ketentuan penutup dalam suatu peraturan sangat diperlukan untuk memberikan ketentuan akhir,
termasuk tindak lanjutnya. Ketentuan penutup ini sekaligus menjadi pamungkas atas tindak lanjut
diberlakukannya peraturan atau kebijakan yang diterbitkan ini.

BAB V PENUTUP

A, KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas yang dimulai dari latar belakang, permasalahan, tinjavan yuridis dan
tinjauan sosiologis, pembahasan hingga materi muatannya, maka disimpulkan sebaga berikut :

1. Manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah lerus mengalami perkembangan dan
kemajuan sejalan dengan pendekatan terori dan praktek kinena, baik secara individual
maupun organisasi (unit kerja). Perkembangan ini tidak terkecuali di lingkungan Instansi
Pemerintah, termasuk Sekrefariat Jenderal DPR RI. Perkembangan tersebut juga telah
dimasukkan dalam regulasi ASN - PNS, yakni bedakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, PP Nomer 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja PNS.

2. Pada lingkungan instansi pemerintah, termasuk Setien DPR RI sebagai salah satu Lembaga
Pemenntah Non Kementerian (LPNK), kegialan manajemen kinerja juga telah berjalan atau
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dimplementasikan sejak tahur 2014, dengan pemberlakukan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai),
lermasuk adanya Perjanjian Kinerja {PK) yang diberlakukan untuk individual pegawai maupun
PK Unit kerjafUnit organisasi yang pada akhimya untuk menilai capaian kinefjaanya. Sistem
penilaian kineqja, yang menjadi bagian dari Sistem Manajemen Kinefja (SMK) bagi untuk
Pegawai (perorangan) dan Organisasi, ini nampaknya masih belum terintegrasi dan
menyeluruh (holishs). Disamping itu terus teradi perkembangan {inovasi) pengukuran dalam
pendekatan manajemen kinerja. Termasuk perkembangan ilmu pengetahuan teknologi,
termasuk dalam hal ini teknologi informatika yang berbasis intemet (onling).

. Disamping itu, pentingnya penataan sistem manajemen kinerja di lingkungan Setien DPR R

sebagai konsekuensi dan sangat relevan dengan kegialan reformasi birokrasi Setjen DPR RI
yang sedang difingkatkan (digalakkan) implementasinya, di seluruh jajaran Setien DPR RI,
Dalam kaitan ini, juga sangat berksitan dengan tefadinya perubahan struktur baru di
lingkungan Selien DPR RI, dengan pentingnya penetapan core bismis dan tujuan yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari tingkat unit kerja hingga
tingkat Setien DPR RI. Penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Setjen DPR RI
menjadi kebuluhan yang wajib dilakukan oleh Semua stakeholders {pemangku kepentingan)
yakni Pimpinan dan seluruh jajaran yang terkait.
Peraturan Sekjen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penifaian Kinerja Unit Kera di Lingkungan
Setien dan Badan Keahlian DPR RI, sudah tidak relevan lagi karena terjadi perubahan
organisasi dan tata kerja di lingkungan Setjen DPR RI, dengan lahimya Perpres Nomor 26
Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga perlu disesuaikan dengan PP
Nomer 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

5 REKOMENDASI
Rekomendasi yang disampaikan dari naskah kebijakan mengenai Sistem Manajemen Kinerja di

18

Lingkungan Setjen DPR RI adalah sebagai berikut :

1

Perlu dibentuk Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI (Rapersekjen DPR RI) yang
mengatur tenang sistem manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jendera DPR R,
Persekjen tersebut dirancang sebagai kebijakan baru untuk pengelolaan ataw penataan
manajemen kinerja instansi pemenntah yang berkembang. Disamping itu, Rapersekjen DPR Rl
tersebul sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun
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2016 tentang Manajemen ASN serta PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Proses pembentukan Rapersekjen perlu melibatkan pemangku kepetingan, terutama unit kera
terkait, yaitu : Bagian Kepegawaian, Bagian Ortala dan Bagian Hukum Sexretariat Jenderal DPR
Rl dalam menyiapkan Draft Pembentukan Rapersekjen tersebut. Sefain ilu, Raperkjen tersebut
supaya mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pendekatan ilmu
pengetahuan dan teknologitermasuk teknologi informasi (intemet dan online), serta cara-cara
kerja baru dalam kepegawaian (PNS).

Pendekatan pengukuran dan evaluasi kinerja juga lelah mengalami perkembangan dan bersifat
menyeluruh, sehingga pendekatan yang holistik dan sistemik sangat relevan untuk dipergunakan.
Cleh karena itu nomenklatur penamaan dalam rapersekjen yang akan dibenduk tersebut,
disarankan atau direkomendasi untuk mengakomodir pengertian “Sistem Manajemen Kinerja”.

Apabila Rapersekjen DPR RI dimaksud telah terbentuk dan disahkan menjadi kebijakan bary,
Persekjen DPR Rl maka perlu dipethatikan proses implementasinya secara sungguh sungguh
dan konsisten. Proses sosialisasi dan pelaksanaan Perselyen tersebut sebaiknya dilakukan
secara terbuka untuk semua jajaran di lingkungan Seljen OPR RI, dengan komunikasi yang

terencara dan partisipasi yang baik dari seluruh pamangku kepentingan {stakehofders).
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JUDUL:

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Disusun oleh :

Efendi, 5.50s., MAP.
Analis Kebijakan Ahli Perlama, Sekretanat Jenderal DPR R

ABSTRAK :

Amanal konstitusi menekankan sualu sistem pemerintahan yang mendukung lerciplanya
penyelenggaraan pelayanan publk yang prima bagi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan publik
akan sangal terkait dengan peniaku pelayan publik yakni Aparatur Pemerinfah. Untuk itu, lahinah UU No.
28 Tahun 1999 fentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih den Bebas dad Korupsi, Kolusi dan
Nepolisme (KKN), dan UU No. 31 Tahun 1999 fentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pelayanan yang lidek alau kurang baik akan berdempak pada kelidakpuasan publik yang Ssehingga
akhimya mendapatkan krlik dar masyarakal. Knfik masyarakal kepada Pemeriniah sebagai
penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk keluhan atau aduan harus dimeknai sebagar bentuk
parfisipasi. Yang penting, sefiap aspirasi tersebut diberi akses yang cukup, dan unfuk ituiah seliap
instansi Pemoriniah memeriukan lembaga atau badan khusus yang mampu manjadi fempal untik
monerima berbagai pengaduan dan masyarakat ini Sekrefariat Jenderal DPR Rl (Selien DPR RY)
sehagai lembaga pelayanan publik falah mamifiki unit keja pengaduan masyarakal, baik pengaduan
Iangsung yang ditangani oleh Biro Profokol maupun pengaduan tidak langsung ditangani oleh Biro Hukum
dant Pengaduan Masyarakel, Nemun uni! kefja ini lebih banyak yang berkaitan dengan kegiatan Pimpinan
dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan hanya sedikit pengaduan yang ditujukan kepada Sefjen DPR Ri.
Karena jumiahnya yang sedikit dan mekanisme penanganannya lebih cenderung kepada persoalan kineqa
pegawai Sefjen DPR Ri, meka surat-sural pengaduan tersebut diteruskan ke Inspekioral Utama (ittama)
Selien DPR Ri. Karena berdasarkan Persekjen No. 6 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Persekjen
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No. 7 Tahun 2018, bahwa fungsi iftama salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan infem lerhadap
kinerja dan keuangan, seperfi melalui audd, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kegiatan pengawasan
lainmya, Unfuk mendukung kefancaran pengaduan tersebut.  Seffen DPR RI telash memiliki pedoman
pelaporan yang lerfuang dalam bentuk Peraturan Seljen (Persekjen) DPR RI No. 9 Tahun 2015 tantang
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System-WBS) Tindsk Pidana Korupsi di
Lingkungan Seffen DPR R. Meskipun demikian sefefah terbentuk sejak tahun 2015, pengaduan yang
mesuk ke sistem ini jumlshnya lidak terfalu banyak. Unfuk fu. perunya segera dibuat pusaf pengaduan
masyarakal terhadap kinerja pelayanan Selien OPR R!, sehingga mekanisme pengelolaan pengaduan
masyarakat terhadap Seflen DPR Rl depat terfaksena dengan baik Sebab dengan adanya kejslasan
mekanisme pengelofaan pengaduan masyarakat ferhadep Selien DPR RI akan memberikan kepastian
penyelesaian persoalan yang disampaikan pengadu berkaitan dengan kinera Sefien DPR R

BAB | PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa tjuan didirkan Negara Republik Indonesia, antara kain adalah untuk memajukan kesejahleraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Amanal tersebut mengandung makna negara berkewajiban
memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemenintahan yang mendukung
terciptanya panyelenggaraan pelayanan publik yang prima yang jauh dari dari kepentingan pribadi dan
golongan, serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dengan fujuan untuk memenubi
kebufuhan dasar dan hak sipil sefiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan
administratif.

Untuk memenuhi amanat pembunaan UUD 1945 tersebut, maka pada tahun 1999 lahir Undang-
Undang {UU) No. 28 Tahun 1399 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ditahun yang sama, juga lahir UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua UU ini menjadi dasar untuk melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang bak dan meningkathan kinerja pelaksana tugas dan fungsi aparatur pemeriniah yang
bebas dari benturan kepentingan yang berdam pak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, tahun 2008 lahir UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {KIP).
VU ini memberi ruang kepada masyarakat untuk mengakses semua hal yang berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan negara, meski terdapat beberapa informast ketat dan terbatas yang termasuk dalam
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katagori informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia. Satu tahun kemudian, lahir UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan dan lahirnya UU ini adalah untuk terwujudnya batasan dan
hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak sesuai dengan asas-asas umum pemenntahan dan korporasi yang bak; terpenuhinya
penyelenggaraan pelayanan publik sesua dengan peraluran perundang-undangan; dan terwujudnya
pedindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik tentu tidak luput dari kritikan masyarakat yang mevupakan refleksi
dan kelidakpuasan masyarakat yang menuntut tarwujudnya sislem penyelenggaraan pelayanan publik
yang layak. Hal ini terjadi karena adanya jarak antara harapan dengan kenyataan. Tidak hanya karena
kenyataan ini "buruk” bisa jadi juga karena kurang informasi yang menyebabkan kelidaksamaan sudut
pandang. Kefidakpuasan ini adalah awal imbulnya *keluhan” yang dalam organisasi pelayanan publik
dikenal dengan terminologi Pengaduan Masyarakat. Sementara itu, Pemerintahan yang baik dapat
diwujudkan berkat adanya kerjasama yang sclid antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat.
Dalam penyelenggaraannya pula pemerintah dituntut untuk meningkatken kualitas pelayanan publik
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Kualitas pefayanan sekior publik sangat terkait dengan keberadaan organisasi alau instansi publik
tersebut. Tidak ada pengecualian bagi instansi pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus
mampu memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakatnya. Pelayanan yang berkualitas ini akan
menjadi tolok vkur bagi kinena instansi pemerintah.% Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan
publik menyediakan berbagai bentuk pelayanan tersebut, baik itu barang, jasa dan administratif. Dan ini
lidak luput dari ketidakpuasan dari masyarakat yang dilayani oleh pemerintah, 7

Untuk mengakomodir ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik, kemudian lahirlah
Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas ekstemal yang
keberadaannya diharapkan mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum.

Keberadaan kemisi Ombusdman Nasional memang diharapkan dapat menjadi sarana untuk

menyampaikan adyan masyarakat sering semakin meningkatnya kesadaran masyarakal terhadap

B Fanzan Hais,  Peran Bhokrast, Mancgemen Kehigakinr dan Eksistenst Pelayvanan Poblik,  LAN,
Jakarta: 2003,

2 Gedeona T Hendiikus Apabises Madel Alteratgf astruneen Pengukuran Kinegjo Unit Pelayanan Di
Linghungen Pemerintak Provinst Jowa Rarar, Jurnal llmu Adminisirast Volume XI1 Nomaor 3 Desember 2015
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pemerintah sebaga penyedia layanan publik. Indikasi ini tefihal dari hasi penelifan Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengenai pelayanan publik di
Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan (2001) mempedihatkan bahwa lebih dan 50%
pengguna pelayanan publik mengeluhkan pelayanan yang diterimanya Keiuhan yang diajukan kepada
aparat pelayanan sdatnya hanya ditampung, dijanjikan untuk diselesaikan, dan yang paling sening adafah
petugas melempar fanggung jawab kepada pefugas lain. Selain itu, tidak jarang masyarakat pengadu
dimarahi atau diremehkan cleh petugas pelayanan,

Sejumlah langkah tetah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengaduan masyarakat.
Kehadiran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (SPAN-LAPOR), menjadi sarana unluk peningkatan kuafitas pelayanan publik  melalu
penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan dalam hal ini instansi pemenntah baik di pusat
maupun daerah.

Namun demikian, berdasarkan kenyataan sehari har, kualitas layanan kepada publik yang
diberikan oleh departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen (LPND) masih flukluatit, arlinya
masih pasang surul.® Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan
Informasi Regional (PATTIRD} yang menyimpulkan bahwa rendahnya respon instansi penyelenggara
pelayanan lerhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap skeplis
dari masyarakal ¥ Masyarakat jera untuk mengadukan keluhannya sehingga angka pengaduan di
beberapa instansi pelayanan publik relatif rendah,

Kondisi tersebut tentunya ada benarnya jika kita melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus
Wibowo dkk, menyebutkan bahwa pada umumnya media penyampaian pengaduan publik yang tersedia
saal ini masih belum mampu mendukung terjadinya pengajuan keluhan publik yang efektif, mudah dan
murah dari konsumen pelayanan publik. Beberapa persoalan ditemukan dalam pelayanan publik,
diantaranya :

1. Konsumen hanya dapat bertertu dengan personil di bagian pengaduan Tidak ada media
yang secara mudah memungkinkan bertemunya konsumen dengan pihak pengambil
keputusan dalam institusi pelayanan publik.

e Sad Dian Utomo, Bismy & Brrokras, Surnal s Adnmstras dan (rgarisesd, Volume 15,
Nomor 3, September - Deseber 2008,

u Bacdhowi. 200K, Revitatisass Sumber Diyar Aparatur Dadam Rongka Meningkatkan Kualtias
Pelayanan Prbltk, Jurnal llmu Administras dan Oiganisasi. Bisnis dan Birokrasi, Vol 15, No 2 (Mei).

b Said Dian Ctomo, fhd
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2. Kewenangan bagian pengaduan hanya menerima pengaduan dari konsumen semata. Bagian
ini menjadi sub ordinat dari manajemen di institusi pelayanan publik Ainya bagian
pengaduan bukan bagian yang memilik kewengan yang membuat kepulusan.

3. Jenis pengaduan yang diperkenankan umumnya hanya keluhan teknis. Konsumen tidak
dapat mengadukan masalah yang febih substansial, seperi pengaduan dugaan kerupsi
dalam pengadaan fasilitas pelayanan publik atau keluhan terhadap standar pelayanan yang
ditetapkan.

4. Lemahnya mekanisme interal institusi publik untuk mencegah adanya pungutan biaya lak
resmi tersebut akan sangat membebani konsumen dengan taraf ekonomi lemah untuk
memanfaatkan bagian pengaduan tersebut.

5. Institusi pelayanan publik biasanya bdak bersikap proakiif dalam mendorong atau
memberdayakan konsumen untuk memben respon. Institusi pelayanan publik umumnya
Ebelum menganggap penting respon publik atas pelayanannya,

6. Jika konsumen tidak puas terhadap penyedia layanan atas penanganan keluhan yang
dilakukannya , konsumen tersebut tidak dapat melakukan apa-apa kefidakpuasan tersebut
sebenamya dapat ditndaklanjuti kensumen dengan pengajuan gugatan melalui pengadilan
misalnya dengan class aclion. Tedapi cara tersebut tidak mudah dan murah bagi konsumen.

7. Transparansi dalam mekanisme pengelolaan keluhan yang tersedia masih sangal lerbatas.
Tidak cukup tersedia informasi mengenai prosedur pengaduan, pihak yang bertanggung jawab
alas permasalahan yang dihadapi konsumen, dan proses pengelolaan kefuhan, Ketiadaan
transparansi tersebut meliputi tidak adanya budaya transparansi dan aparat pelayahan publik
dan tidak tersedia sisitem yang transpara,

8. Institusi pelayanan publik belum banyak yang mengakui hak partisipasi dari masyarahal
{konsumen). Masyarakat belum dapat terdibal dalam proses pengawasan dan pengusulan
pelayanan publik, Karena itu, institusi penyedia pelayanan publik seding tidak memperhatikan
perlunya mekanisme pengelolaan keluhan, 3"

Dengan kondisi yang demikian, masyarakat memiliki cara sendin untuk menyampaikan keluhan
kepada instansi pemerintah dengan menggunakan berbagai media, diantaranya media surat kabar (koran)
sebagal media yang dinilai masih paling efektf untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan, yaitu sebesar
(53.8%). Posisi ini diikuti oleh radie (33.91 %) dan pesan singkat (SMS) sebesar 30.65%. Bahkan langsung
menyampaikan keluhan di media sosial yang pada akhimya diviralkan cleh masyarakat lain melalui dunia
maya. %

Sementara itu, untuk menjembatani kepentingan masyarakat kepada DPR R, maka sejak lama
sudah dibentuk unit kerja di Setjen DPR Ri yang bertugas menganalis sefiap aspirasi dan pengaduan
masyarakat baik dalam bentuk sural maupun on fine untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan DPR

W Agus Wibowo, ihid,

‘2 Direkloral Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
Tahun 2010,
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Rl atau kepada Alat Kelangkapan Dewan {AKD), Unit kerja tersebul bemama Bagian Pengaduan
Masyarakat, yang berada di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR R.

Setien DPR RI sebagai lembaga yang berlugas memberikan layanan kepada masyarakal, dalam
hal ini Anggota DPR RI, Tenaga Ahli (TA) Staf Adminsitrasi  Anggota {SAA), dan masyarakat umum
lainnya, tentunya dituntut untuk memiliki system pengaduan masyarakal yang tidak saja menerima dan
menyelesakan peagaduan yang berkaitan dengan pemberian layanan oleh Setien DPR Rl sebagaimana
yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonasia (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik  dan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik, juga menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan
indikasi benturan kepenlingan pejabat publik.

Untuk masalah yang berkaitan dengan benluran kepentingan pejabat publik, maka Setjen DPR RI
telah mengeluarkan Peraturan Sekjen (Perekjen) No. 8 Tahun 2015 teang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Setjen DPR Ri. Selan itu, Selain ity, Sefien DPR Rl juga sudah menerbitkan
tentang mekanisme system penyampaian pelaporan masyarakan, baik pelaporan melalui surat maupun
system pelaporan masyarakat secara on fine. Hal ini tertuang dalam Persekjen No. 9 Tahun 2015
tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) Tindak Pidana Korupst
di Lingkungan Setjer DPR RI.

Selain itv, DPR RI juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik
(KIP). Jenisjenis informasi yang diminta publik kepada PPID antara lain risalah pembahasan RUU,
naskah akademik dan draft awal RUU, risalah dan/atau laporan singkat rapat-rapat Alal Kelengkapan
Dewan (AKD), Laporan hasil kunjungan kerja (Kunker), bukujurnal hasii penelitian, laporan pertanggung
jawaban studi banding AKD DPR RI, laporan hasil kunjungan kerja AKD dan agenda persidangan DPR R,

Meski dermkian, Whistle Blowing System - WBS Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen
DPRRI, yang sudah berjalan 3 {figa} tahun, jumlah pengaduan yang terima sangatiah minim. Hal ini dapat
dilihat pada tabel t berikut ini :

Tabel 1: Jumlah Pengaduan melalui whistleblowing
system. dpr.go.id dan langsung

No | Tahun Jumlah Keterangan
Pengaduan
ERE 0
A = —=
EI {1/ |} SE——
[] 2018 8§ | [Jeolikasidan 2 fanasuna}
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Tabel ini menunjukkan betapa sangal rendahnya jumlah |aporan pengaduan yang diterima oleh
Inspektorat Utama (Itama) Setien DPR RI. Rendahnya jumlah laporan pengaduan bukaniah hal aneh jika
melihat pada pendapal yang disampakan dleh oleh Agus Wibowo, dan kawan-kawan, yang menyalakan
bahwa:

Rendahnya angka pangaduan sebenamya lidak menggambarkan kepuasan masyarakat atas

pelayanan publik, sebaliknya justru karena masyarakal merasa tidak yakin dengan hasil yang akan
diperoleh dengan melakukan pengaduan.

Lebih lanjut dijglaskan bahwa :

Selain iy, warga masyarakat dari kalangan kurang berpendidikan juga tidak tahu cara
mengadukan kelohannya, Padaha pelayanan publik yang berkualitas mensyaratkan
keseimbangan posisi tawar antara instansi penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat
penenma pelayanan, yang dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan konsep customer
compiaint system (sistem penanganan pengaduan).®

B. Pertanyaan

Merujuk dan latar belakang permasalahan yang diuraken diatas, maka fulisan ini akan
membernikan penjelasan tentang pentingnya perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan
masyarakat. Karena bagaimanapun pengaduan masyarakat akan sangat tergantung pada mekanisme dan
prosedur serta aluran yang jelas lainnya, yang terunya harus pula didasar pada dilepaskannya
kepentingan pribadi untuk menghindari pada teqadinya benturan kepentingan yang dapat menjurus pada
tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain ity, akan dijelaskan pula tentang bagaimana Setien DFR Rl dalam upaya pengembangkan
pengelolaan pengaduan Sefjen DPR RI dengan melihat kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.
Penjelasan selanjutnya juga diharapkan akan membenkan manfaal delam membuka wawasan serta
berusaha untuk merubah paradigma layanan publik melalui pengembangan sistem pengelolaan
pengaduan masyarakat Setien DPR Rl yang berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

W Apus Wibowoe, linam Cendikia, Maya Rostanty dan Rohidin Swlacno, - fuplementast Mekausine
Kemplean Terhadap Pelayanan Publih Berbesay Partistpest Mesvarakar, (PATTIRO dan ACCES, Jakarta 2007)
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Maksud ditulisnya kertas kebijakan (policy paper} ini adalah sebagal arahan alau petunfuk yang
dapal dipertanggungiawabkan secara ilmish dan sesuai dengan peraturannorma petundang-undangan
yang berlaku untuk pembentukan kebijakan Parsekien DPR RI khususnya yang berkailan dengan masalah
pengelolaan pengaduan masyarakat berdasarkan pada UU RI Nomoar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dan Perpres Momor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Sedangkan
tujuan penulisan kertas kebijakan ini sebagai dasar yang kuat dalam pembentukan kebijakan Persekjen
DPR Rl tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Setien DPR RI.

Adapun kegunaan kertas kebijakan im Secara teonifis untuk memperkaya prinsip dan nilaifnarma
yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan hukum, dengan kegunaan praklisnya sebagai bahan
masukan dalam penyusunan dan pembentukan Persekien DPR RI tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat di Setjen DPR RI. Selain itu, kegunaan kertas kebijakan ini sebagai landasan berfikir secara
ilmiah dan rasional, dengan berbasis data dan informasi dibutubkan adanya pengaturan atau reguiasi
mengenai suatu kebifakan yang harus dilakukan.

D. Metode dan Pengumpulan Data
1. Metode

Metode pendekatan akademik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desriptif
kuafitatif. Teknik yang digunakan, pertama adalah penelitian kepustakaan, terkait berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan puslaka yang relevan sebagai dasar berfikir secara
teorifik, normatif {peraturan} dan konseptual, Kedua, dilengkapi dengan teknik penslitian empirik dan
wawancara di ingkungan Setjen DPR Ri terkait dengan unit pelaksana dan unit pengguna penslilian ini,

Sebagai bentuk pendekatan deskriptif kualitatif tentu juga tidak meninggalkan data sekunder, baik
data kualitaiif maupun data kuantitatif sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara evidence based
ataupun data yang dapal dipertanggungjawabkan secara imish dan kebijakan = Hal ini sebagai
konsekuensi atas penulisan naskah kebijakan dengan pendekatan kebijakan publik untuk memecahkan
masalah atau memberikan solusi bagi penentu kebijakan.

Peneliian  kebijakan menjadi bidang yang sangat penting dalam dekade terkahir, adalah
penelitian yang berkenan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja
kebijakan dan Ingkungan kebijakan.>* Dalam hal ini pensfitian ini membatasi dan berfokus pada
bagaimana perumusan kebijakan, dalam benfuk pembuatan Peraturan Sekjen DPR Rl tersebut

" Riant Nugroho, Metode Penrelittan Kebyokens, (Pustaka Pelaja, Yogyakarta: 20 3),
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diperlukan, dan bagaimana pengaturannya. Selanjutnya dikatakan oleh Meyer dan Greenwood, bahwa
penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasikan proposisi-proposisi
mengenai beberapa aspek hubungan anlara alat tjuan dalam pembuatan kebijakan.® Tentu saja
penelilian kebijakan ini bertujuan praklis dan empirik untuk memecahkan masalah, yaitu tentang
Pengelolaan Pengaduan Masyarakal Setjen DPR Rl yang selama ini belum diatur.

Untuk memperjelas maksud dan lujuan penelilian kebijakan ini, pendapat ahli dari Sudaman
Danim, yang dikutip oleh Riant Nugroho menjelaskan bahwa *..penclitian yang dimaksudkan guna
melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka memecahkan masalah sosial...penelitian
kebijakan  dapat didefinisikan  sebagal kegiatan penelitian yang dilakukan uniuk mendukung
kebijakan...Kekhasan penelitian kebigjakan terlelak pada fokusnya, yaitu berorientasi pada findakan
untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak segera dipecahkan akan memberikan efek
negatif yang sangat luas. %

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah dengan studi pustaka afau
literalur, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkail dengan lema yang dikaji. Unluk melengkapi
studi pustaka dimaksud, dilakukan wawancara dan survey. Wawancara diperdukan untuk melakukan rapat-
rapat dengan stake holders serta konfirmasi dan cross chek data dan informasi yang dibutulikan. Survey
terkait dengan data kualitatif dan kuantitatif yang dipedukan untuk memperkuat kajian kebijakan.

BAB Il LANDASAN KAJIAN
A. Landasan Filosofis

Pancasila menekankan penlingnya keadilan sebagai tujuan utama bangsa indonesia. Sedangkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa tujuan didinkan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban

W Robert Meyer dan Ernest Greenwood  Rencangan Penelinen Kebijekan Sosiat. (Pustekkom Dikbud
dan C¥ Rajawali, Jakarta: |984).

% Rionl.Nugroho, Pebhc Poticy: Teor Kebyakun  Anaiisrs Kebijakan, (Elex Media Komputindo,
Jakarta: 2008),

a1l



memenuki kebuluhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan
hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik memang masth dihadapken pada kondisi yang belum sesuai
dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bemegara Hal fersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai
yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kempleks. Sementara itu,
tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan fantangan global yang dipicu oleh
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak
melaln langkah kegiatan yang tervs-menerus dan berkesinambungan dalam berbegai aspek
pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakal guna mewujudkan tujuan pembangunan
nasional. Untuk itu, diperiukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan
perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat
memperoleh pelayanan sesual dengan harapan dan cita-Cita tujuan nasional. Selain pelayanan juga
diperlukan adanya partisipsi publik dalam peningkalan pelayanan. Aktualisasi Pancasila dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bertitik tolak pada ari penting peran serla masyarekat
Hat inipun dituangkan dalam Pasal 19 huruf ¢ Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
fentang Pelayanan Pubiik yang menyatakan bahwa masyarakat juga berkewajiban untuk berparisipasi
akfif dalam penyelenggaraan pelayanan publik

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam barbagai aspek. Landasan
sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan
organisasi. Terdapat beberapa pertimbangan sosiclogis yang perlu diuraikan terkait dengan Persekjen
tentang Pengelolan Pengaduan Masyarakat di Setjen OPR Rl

Perfama, Sekrefarial Jenderal DPR R sebagai unsur pelayanan dan  dalam rangka
menjalankan  UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN}, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberanlasan Tindak Pidana
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Korupsi, UU No. 25 Tahun 2009 fentang Pelayanan Publk, Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Publik, Fermenpan No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publlk Secara Nasional, Permenpan No. 5 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; dan PermenpanRB  No. 3
Tahun 2015 tetang Road Mep Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional, berupaya memperbaiki pelayanan kepada anggola Dewan, Pegawal Sekretarial Jenderal,
Tenaga Ahli {TA} dan Staf Adminisrasi Anggota (SAA}, maupun masyarakat pada ummnya,

Kedug, kainginan tersebut belum dapat diakomodir secara maksimal karena belum adanya
aturan yang mengatur secara holistis terhadap pengelolaan pengaduan masyarakal Setjen DPR Rl baik
yang menyangkut sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukungnya; meskipun saat ini
Seljen DPR Rl sudah memiliki Pesekjen No. 8 Tahun 2015 lentang Pedoman Penanganan Benluran
Kepentingan di Sefien DPR RI dan Persekjen No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistle Biowing Sysfem). Khusus tentang Persekjen No. 9 Tahun 2015, keberadaanya
belum dapat dimaksimalkan degan baik, terbukti sejak kelahirannya hanya sedikit sekali pengaduan yang
masuk.

Keliga, perkembangan ieknologi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini telah
mencerminkan era digital dalam kehidupan di masyarakat terlebih dalam mendukung partisipasi publik
dalam menyampaikan keluhan atas pelayan publik diberikan oleh aparatur Setien OPR Rl Untuk itu,
Sekretanat Jenderal OPR Rl sebagai pelayanan publik harus dapat menyesuaikan kemajuan teknologi

informasi.

C. Landasan Yuridis

Seliap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan
untuk menjalankan tugas dan fungsi sefiap elemen atau unit organisasi. Standar Prosedur Operasional
(SPQC) adalah salah satu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan
pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses malakukan pekerjaan dani awal sampai akhir. ¥ Sistem ini juga
merupakan ‘petoman’ untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional
organisasi, yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pedoman merupakan “kumpulan
kelentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.®

" Fuad Laksmi dan Budiantero, Managemen Perkantoram Modern (Pecnaka, Jukarta: 2008).
I Kamus Hesar Bahass Indonesta (K BIL
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Pada bagian lain, sebagai landasan peraluranfhebijakan  tenlang pelayanan pengaduan
masyarakat oleh Setien DPR R! adalah UU No, 28 Tahur 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Rl Momer 14 tahun 2008 fentang Keterbukaan Informasi
Pubfik; UU Rl Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik; UL RI Nomor 5 Tahun 2014 fentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), Perpres Rl Nomer 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Pubiik; Perpres RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sefjen dan BK OPR RI; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Penganganan Pengaduan Masyarakal bagi Instanst Pemerintah; Pemmenpan Nomor 24 tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, Persekjen No. 8
Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Setjen DFR RI, dan Persekjen DPR
Rl Nomor § Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjien DPR R sebagaimana telah diubah
dengan Persekjen OPR Rl Nomor 7 Tahun 2018.

SAB I LANDASAN TEORI

A, Pelayanan Publik’Masyarakat

Pelayanan berarti melayam suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang.
Pefayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara, Albrecht yang
dikutip oleh Lovelock, menyatakan bahwa :

Felayansn merupakan  Sualy pendsiaian yeng Gdanma pengguna psa,  sebagel
kiwuslan penggersk utama dalam  pengoperasian bisns, ¥ Sedanghan AAfah  Thoha
mamberikan pemahaman yang sedikit barbeda kivena manambahkan wnsur masyarakal, Thoha
denijan jelas mengatakan bahwa, pelayanan muyarakatipublk adalsh usahs yang dilakukan
rhah sesgorang don ®pu kelompok orang slad instansl fetenty unluk memben bantuan dan
kanudshan kepade masyarakat dalam mancapai lupuean,

Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dan
kalangan praidisi maupun iimuan, dengan makna yang berbeda-beda. Dalam sejarah administrasi pubdik,

pelayanan administrasi  publik semula dipahami secara sederhana  sebagal pelayanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah

¥ Cheisteper H. Lovelock. Moneging Semvice: Marketing Operations wd Human Revorrces. (Prentice
Hall, Englewood Clilfs, New Jersey: 19492},

* Millah Thoha. Perspektif perilaku Brrokras:, {Rajawali Press, Jakana: 1991)
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kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Lileralur terdahulu umumnya menjelaskan bahwa ‘Whatever

govemment does is public service”. Pendapat sepert itu dahulu dapat dimaklumi karena pemerintah pada
masa itu hanya peduli untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi barang publk atau pelayanan
yang menurut kesepakalan politik dan pertimbangan modal dinilai penting bagi kehidupan warganya.
Namun saat ini terjadi perubahan peran pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan
layanan yang menjadi hajat twdup orang banyak. Dalam era sekarang ini, maka definisi pelayanan publik
seperti yang disebutkan di atas kemudian dikaji kembali.

Munculnya gerakan New Publik Management (MPM} di negara-negara maju telah menimbulkan
tekanan terhadap prakiik penyelenggaraan layanan publik di negara-negara tersebut Keinginan untuk
melakukan translormasi praklik manajemen pelayanan publik dengan mengadopsi nilai-nilai yang selama
ini berkembang di sektor bisnis, seperti intarprenevurship, kepedulian pada pengguna, seria orientasi pada
ravenue — generaling dan penghasilan, lelah mendorong terjadinya perubahan yang sangat berarti dalam
praklik penyelenggaraan layanan publik. "

Pelayanan Publik saat ini memang merupakan pelayanan yang diberikan oleh aparalur
pemenntahan kepada masyarakat, dan pelayanan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang
diberikan, Oleh karena ini Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, menegaskan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi sefizp warga
negara dan penduduk atas barang jasa, danfatau pelayanan administratif yang disediakan oleh
pervelenggara pelayanan publik.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 5, menyabutkan bahwa, pelaksana pelayanan publik adalah
peiabal, pegawai, petugas. dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang
bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian lindakan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud
dengan penyelenggaran pelayanan publik itu sendiri adalah sefiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegialan pelayanan
publik, dan badan tukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sementara itu, masih dalam kailan dengan pelayanan publik, pemerintah yang baik akan terus
memperkual legitimasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar
kemajuan, menyelesaikan konflik kepentingan yang besar, memben pelayanan yang adil serta memben

A Yavid Osborn and Tead Gaebler, Mewngnuscdken  Hirokrasr: Memransformasikan Semanget
Wirauseha ke dafaw sektor Publik, (Pusata Binaman Pressindo, Jakaria: 1992)
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arahan mengenai cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya harapan masyarakat akan kesejahteraan
sosial ekonomi, Semua pemberian pemerintah tersebut juga menspakan bagian dari pelayanan publik
yang diberikan pemerintah kepada masyarakat,

Pemerintah tentunya harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada rakyalnya. Dalam
kaitan tersebut, Rakhmat menegaskan hahwa pelayanan publik yang berkualitas harus menggunakan
prinsip-prinsip pelayanan, antara lain :

Menetapkan standar pelayanan, yalty suals standsr prosadur pelayanan datem kajtannys dengan
pembesian  palayanan yang berkoaktas. terbuka lerhadap leifik saran. maupun keluban, dan
manyediskan sehmuh miomasi yang dperuban dofam peavaner meEmperakiiEn seheuh
masyarakaal setapm pelangoan socara Wanparan diberkan plhan, memaarmudah akses ks
seluruh masyarakal pelanpoan. Mangenstn sumbersunber yang digunskan uniuk melayani
masyarakat pelangoan secan efisien dan efektt sdali menchrl pembaryan saria mangupayakan
peinghatan kustas peliyanm, ©

Lebih lanjut oleh Rakhmat dijelaskan, bahwa pelayanan publik yang ideal paling tidak memiliki
prinsip dasar, yaitu :

Pelayanan yang diberikan harus mempafinatkan kebituhan masyarakal dan sistem palayanan
yong disxukan oleh phak lgin yeng memiiki espek kepeasan yanan kepada masyarakat,
pilayanan semakin lana samakin meningkat ssmentars permintann masyarskal tidak bolah
dlingpatkan palayanan hares dievalussi, fdak saia koborhasllannya fetap g begagalan dan
pelaksanaan sistam pelayenan yang ditérapkan. Kebsshasdan yang dirsf hare secara gptimal
diinfoernasikan kepada masyarakat sehingge mendapat dukungan yang lebi luas dari masyamakat
Ity sendin. pefayanmn yang mamiliki keraklansik Ddak betadapan langsung densgan kebubuhan
misyarakat sger dilempaikan O lengah-lengsh sustu sslem pelavansn  dan bukan |usleru
dibarisan paling depan; dan pelayanan kurang memperhatikan hiemrki nilsl ¥epuasan masyeaisl
sebmnomya memillki erark nilal keprizsan terieniu, @

Dengan mefihat pada pendapat pakar tersebut, nampaknya dapat dipahami bahwa pelayanan
merupakan suatu konsep yang senantiasa dikaitkan dengan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat
yang diciikan oleh adanya akuntabiltas dar pemberi layanan, yaitu apatatur pemerintah. Namun
demikian, pelayanan yang diberikan haruslah bekualitas. Untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas,
dalam instansi pemerintah mengenal istilah maklumat pelayanan.

Oleh Hardiyansyah, dijelaskan bahwa maklumat pelayanan memiliki kesamaan dengar istilah
sarvice charfer, yang merupakan suatu dokumen yang memual dan memelaskan informasi mengenai
penyelenggaraan pelayanan publik dan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara

4 Prof. Ih. Rakhmat, M5, Adwmrstriny dan Aboakhihi Pubiik Penerbit. ANDI Ofset,
Yogyakana: 2018

¥ Rakhmal. Ihid.
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pelavanan publik. Malumat pelayanan juga sebagai salah satu cara pendekatan dalam penyelenggaraan
pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang tujuannya untuk memuaskan pelanggan
atau penerima jasa pelayanan,

B. Aluntabilitas Pengaduan Publik/Masyarakat
Jan Kociman dalam bukunya yang berjudul Medern Govemance, mengatakan bahwa

Kata governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial antara pemedintah dengan
masyarakat dalam berbagai bidang yang berkailan dengan kepentingan masyarakal dan intervensi
pemerintah atas kepentingan tersebut

Sedangkan Rochman yang dikutip oleh Sedarmayant, secara lebih khusus dalam konteks
pembangunan mendefinisikan bahwa :

Kata governance sebagal mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial
uniuk tujuan pembangunan. Sedangkan good governance menuru! Rochman yang dikutip oleh
Sedarmayanti, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang
substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil (dengan syarat utama
gfisien) serta relatif merata %

Lebih lanjut Sedammayanti, menegaskan bahwa :

Prinsip utama good govemance adalah akuntabilitas, diantaranya pertanggung jawaban
politik, yakni : adanya mekanisme penggantian pejabat atau pengusaha secara berkala, tidak ada
usaha membangun manoloyalitas secara sistematis; Pertanggung jawaban publik, yakni adanya
pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Hal ini merujuk pada pengembangan
rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan i pemerintahan, sekior privat dan
organisasi kerasyarakalan sebagamana halnya kepada pemilik; Transparansi, yakni adanya
kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat
menjangkau sefiap segi kebijakan pemerintah, berakunya princip chek and bafance antara
lembaga eksekulif dan legislalif, dan Parbisipasi, yakni melbalkan masyarakat terutama
aspirasinya dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah. 7

Akuntabilitas sebagai prinsip utama good govemance, kemudian cleh The Oxford Advance
Leamar’s Dictionary dijelaskan, bahwa :

H Herdiyansvah, Kwedttan Pelavanar Puhitk  Komep Dimenst, Indikator dan Intplaentasinga, (Gava
Media, Yogyakana: 2011)

1 Jan Koolman, Modern Gevernance New Goverment Socieny Iatraction, {India Sage Publication
1993)

* Sedarmayanti, Neformst Adminsiress Pubhik, reformast Brrokrass don kepenampraan Moo Depon
(Mewuichekar Pelayanan Prnir dan Kepemermrehan Yeng Bwik), (PT. Relima Aditami, Bandung: 2009),

4 Sedarmayanti, thud;



Akuntabilitas adalah required or expected o give an explanation for one's action. Dalam
akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segaia tindak tanduk dan
kegiatan terutama dibidang admiristrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya,#

Sementara itu, sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik
kepada publk maupun kepada atasanipimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan tersebu!, Ratminto dan Atik Septi Winarsih,
menyatakan bahwa pertanggung jawaban publik dapat dilihat berdasarkan pada :

- Tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana,
kejelasan aturan (termasuk kesejelasan kebijakan ateu peraturan perundang-undangan) dan
kedisiplinan,

- Harus sesuai dengan standar atau aktafanii pelayanan publik yang ditetapkan.

- Harus dapal dipertanggungjawabkan secara lerbuka, baik kepada publik mavpun kepada
atasan atau pimpinan uni petayanan instansi pemerintah. Apabila erjadt penyimpangan dalam
pencapaian standar, maka haru dilakukan upaya perbaikan.

- Penyimpangan yang terkait dengan ekuntabiliias kinerja pelayanan publik harus  diberikan
kempensasi kepada penerima pelayanan,

- Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkdla sesuai
dengan mekanisme yang berlaku.

- Disediakan mekanisme pertanggung jawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau
jika pengaduan masyarakal lidak mendapal tanggapan sesvai dengan wakiu yang tedah
ditentukan. 42

Sementara ilu pada bagian lain, konsep mekanisma keluhan masyarakat dibangun berdasarkan
pada relasi akuntabilitas dari entitas (para pelaku) dalam pelayanan publik, Berikut ini adalah diagram
dalam pelayanan publik :

Mamban mandat

conyelengears
pelayanan publit

Member
rmandet poditk

THIFLTAN Eayin ey

* Mk prinyiman podiie

" Mihammad Ridha Swaity,  Seegaor & chipknor il Do Admwieras Segero, K biokou
ik, Acfwreifeons Pkl Pefisanany, Pobdil, o Ceovenmarce, Miviee Dindememiiond Kbl (Calpiidin
Yapvakute Nls)

*# Ratminto dan Alk Scpti Winarsih, Mumapemen Pefen anan, (Pustaka Pelajar, Y ogvakarta: 2005)
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Berdasarkan diagram tersebut, terdapat tiga entitas utama dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, yaitu warga masyarakat, pengambil kebijakan dan penyedia pelayanan publik. Ralasi antara keliga
entitas tersebul terhubung dalam dua siklus, yaitu siklus bagean luar {garis sofid) dan siklus bagian dalam
{garis putus-putus). Siklus bagian luar merupakan siklus pelaksanaan mandat. Sedangkan siklus bagian
dalam menupakan siklus pertanggung jawaban mandat.

Siklus bagian luar, antara lam :

- Warga/masyarakat memberi mandat politik kepada pengambil kebijaken, yaitu pemeniniah, Pemberian
mandat politik tersebut ketika rakyat memberi suera dalam Pemilu atau saat masyarakat membayar
pajak,

- Pengambil kebijakan kemudian memben tugas kepada penyedia pelayanan publik untuk melakukan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk strategi kebijakan.

- Penyedia pelayanan melakukan pekerjaan riel pelayanan publik berdasar tugas yang diberikan oleh
pembuat kebijakan,

Siklus bagian dalam, antara lain :

- Masyarakat membuat harapan pelayanan berdasarkan kebutuhannya akan pefayanan.

- Penyedia pelayanan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban pada pengambil kebijakan
Proses ini merupakan proses administratif.

- Pengambil kebijakan melakukan pertanggung jawaban politik kepada masyarakat, misanya dalam
bentuk laporan pertanggung jawaban pejabat pemerintah,

Pertanggung jawaban kepada publik adalah salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik
sebagai pelaksana administrasi publik, dan perilaku manusia dan etika menjadi salah satu pendekatan dan
tema sentral dalam studi administrasi publik, Dalam kaitan tersebut, Simon yang dikutip oleh Rakhmat
memperkenalkan suatu teori mengenai perilaku rasional dalam pengambilan kepulusan organisasi.
Menurut Simon, perilaku menyangkut tingkah laku manusia dalam suatu organisasi, Kemudian, Rakhmat
dengan mengutip pemyataan Thoha, menegaskan bahwa perilaku manusia adalah sebagai Suatu fungsi
dan interaksi antar individu, membawa kedalam tatanan organisasi, kemampuan kepercayaan pribadi,
pengharapan dan pengalaman.® Interaksi yang terjadi antar manusia seharusnya dikat dengan nilai-nilai
bersama sebagai suatu komunitas, yang kemudian oleh Makmur, disebul sebagai etika, yang merupakan
suatu aturan hidup pada komunitas masyarakat alau manusia tertentu sehingga dalam melaksanakaan

' Rakhmat. Adwnmsirase don Akumtatnbias Pebhk, Andi, Jakarla: 2HH7)
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tindakan dan aktivitasnya menciptakan heteraturan dan keharmonisan antara sesama dalam komunitas
manusia atau masyarakat tertentu,5!

Berkatan dengan masalah efika, maka pada tahun 1998, American Sociely for Public
Administration telah mengeluarkan buku fentang pedoman penerapan elika dalam administrasi publik
yang berjudul "Applying Standards end Ethics in the 21 st Century”, yang memual 6 (enam) prinsip etika
yang harus ada dalam administrasi publik sesuai dengan kepemerintahan yang bak. 6 (enam) prinsip
tersebut, antara lain :

Pertama, prinsip melayani kepentingan publik {serve the public interest} yaitu prinsip yang
menghendaki agar para karyawan selaly mendahulukan kepentingan masyarakat melebihi
kepentingan pribadi dalam melaksanakaan lugas dan kewagban mereka. Kedwa, prinsip
menghomati konstitusi dan hukum. Prinsip ini tentang keharusan administrator publik utuk
menghomati, mendukung dan memahami konslitusi. Keligs, prinsip menunjukan  integrilas
pribadi yang mewajibkan administrator publik untuk selalu menerapkan standar yang paling tinggi
dalam semua kegiatan agar dapal memben inspirasi bagi kepercayaan masyarakat Standar
perilaku i mencakup kejujuran, tanggung jawab, konfik kepentingan, dan menghormati
masyarakal. Keempal, prinsip mempromosikan organisasi yang beretika, dimana administrator
publik harus berupaya memperkuat kapabilitas organisasi untuk menerapkan etika, efisiensi dan
efekiivitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakal. Kefma, prinsip keungguian profesional,
dimana seorang adminisirator secara individual harus berusaha meningkatkan kapabilitas dan
mendorong kemampuan individual para profesional, 52

€. Kualitas Pelayanan Publik/Masyarakat
Dalam masalah kualitas pelayanan dikenal teori ‘exif’ dan ‘veice’ Teori ini dikembangkan oleh
Albert Hirschman, yang menyatakan bahwa :

Kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme exit dan voice
Mekanisme exif berarti bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen harus
memiliki kesempatan untuk memilh lembaga penyelenggara yang lain yang disukainya,
Sedangkan mekanisme voice berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan
kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik. Juga dielaskan bahwa mekanisme exit
biasanya terambal deh beberapa faktor seperti kekualan pemaksa dan negara, tidak adanya
lembaga penyelenggara pelayanan publik altamalif, dan tidak adanya biaya untuk mengiptakan
lembaga penyelenggara pelayanan publik alematif. Sedangkan mekenisme voice biasanya tidak
efektif karena pengetahuan dan kepercayaan terhadap mekanisme yang ada, dan aksesibilitas
serla biaya untuk mempergunakan mekanisme tersebui, 53

U Makmuy, Efeknfites Kebyerkan Kelembagaon Pengowason, (BT Refika Aditama. Bandung: 2015)

“ Muhammad Ridha Suaib. Pengariar Kebyakan Publik, dun Adminestres Negara, Kebijakan Pibiv
Adwimsiase Publik, Pelgyanan Pubhk, Govd  Governance,  Hinggoe huplementast Kebapern,  (Calpulis,
Yopyakarta: 2006).

“ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Mangpemen Pelayumm, Pengembangan Model Kowseptut.
Pruerapen (inzens Charter den Standur Pefavangn Mimad, (Pustaka Pelajar, Yogyakarla: 2H4)

50



ST TE L Ly S - S = .

Teori exit dan voice ini sejalan dengan teori politik Klasik yang menyatakan bahwa, kekuasaan
cenderung untuk konp atau disalahgunakan, sedangkan kekuasaan yang absclut sudah pasti akan
disalahgunakan {Lord Acton dalam Budiardjo, 1983). Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dipedukan adanya keselaraan posisi tawar antara konsumen dengan lembaga
penyelenggara pelayanan. Lebih lanjut Budiardjo menjelaskan, bahwa :

Secara teoritis kesetaraan posisi tawar ini akan dapal dicapai dengan cara meningkatkan
postsl mwar Konsumen, alau dengan kata lain membesdayakan konsumen, dan  mengaontl
kewenangan’ekyasaan lembaga penyelangpars peisyanan publiv. Pendapal il memunghinkm
torjadinga susty bestuk pelayanen yong iesl stau pelayanan yang balk. Namon demiken
pelayanan yang bek alau (deal tersebul tenbunya memdiRiuhikan  persayareEan lertentu
sebagaimara dsampaikan cleh Lovalock, yang menyalaikan hahwa  pelsyanan yang bak
menbuluhkan instruklur pelayanan yang sangal  had Hal mi i bahwa yang paling penling
adalah membuat setiap orang dalam organisasi berkualitas.™
Sedangkan menurit Crosby, Lehtimen dan Wyckoff yang dikutip oleh Lovelock, 198B)

menyatakan bahwa :

Kualitas pelayanan merupakan penyesuian terhadap pefincian-perincian (conformance of
specification), dimana kualites ity dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai,
dilakukannya kontrol tefus menerus dalam mencapal keunggulan tersebul dalam rangka
memenuhi kebutuhan pengguna jasa
Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan Ibrahim yang dikutip oleh Herdiansyah,

dengan menyatakan bahwa:

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,

jasa, manusia, proses dan fingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada  saat

terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut,5

Sedangkan pemerintah dalam meningkatakan kualitas pelayanan telah mengeluarkan Permenpan
No. 36 Tahun 2012 lentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
Berdasarkan Pemmenpan No. 36 ini, penyelenggaraan pefayanan publik harus berprinsip pada : 1)
kesederhanaan; Slandar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah
diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya tenangkau bagi masyarakal maupun Penyelenggara. 2.
Konststensi; Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam

- Ihid
o ibnd
p O, hed 40
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mentaali waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang lerjangkau. 3. Partisipati,
Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan phak terkait untuk membahas
bersama dan mendapatkan keselarasan alas dasar komitmen atau hasd kesepakatan. 4. Akuntabel, Hal-
hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara
konsisten kepada pihak yang berkepentingan. 5. Berkesinambungan, Standar pelayanan harus dapat
berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualilas pelayanan, &, Transparansi,
harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat 7. Keadilan; Standar
pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang
berbeda staius ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Namun demikian, untuk mencapal suaty kualitas pelayanan yang bak sebagaimana yang
diamanatkan dalam Permenpan No. 36 Tahun 2012, maka salah salu prasyarat utama adalah adanya
partisipasi publik. Parttsipasi publik akan sangat maksimal jika ada keinginan yang sama untuk saling
terbuka terhadap herbagai macam aspirasi sehingga akhimya dapat mendukung demokrast.

D. Partisipasi PublikMasyarakat
M.C. Burkens yang dituangkan dalam bukunya "Beginselenvon de democratkche rechistaar
menyatakan bahwa :

Keterbukaan sebagai salah satu syarat minimum demokrasi, yang salah satunya adalah
bahwa sefiap orang mempunyat hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan
berkumpul, dan terbuka dalam pengambilan keputusan dan sifat kegiatan yang terbuka.*
Berdasar pada pemikiran Burkens tersebut, maka keterbukaan adalah sebuah condiio sine

guanon bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Tidak adanya pemerintahan yang terbuka,
maka tidak ada pemerintahan yang demokratis. Sejalan dengan pemiloran tersebut, lbrahim F.L. Shihata
(saat menjabat sebagai General Counsel dan Bank Ounia) mengemukakan 4 (empat) unsur pemerintahan
yang dalam proses pembuatan keputusan tidak sewenang-wenang, yaitu a Govemance by nie
(pemerintahan berdasar hukum); b. Accountabiity (pertanggungjawaban); Transparancy (transparan}; dan
d. Particiption {partisipasi). 5

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakaal merupakan syaral terhadap lerciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang bak, demakratis dan amanah (good govemancs). Tanggung jawab

* Philipus M Hadjon, Perfadungon Hukum Bugy Relovar d Indoresse, PT. Biod Qou, Surabayva 1987),

oA Scdman, Pesgussnon Runcuagon  Dwdonge-todang Dolom Perubalan Musyarakat g
Denokratts, weejemahan Johanes Uslunan dkk, (Proyek ELIPS, Jakara: 2001)
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masyarakat untuk mengontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi
masyarakat, Hal ini amat penting memperoleh perhatian karena transparansi dan akuntabilitas itu sendiri
tidak hanya diperukan bagi pemerintahan saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Selain itu, transparansi
dan akuntabiltas untuk masyarakat seharusnya juga dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama
bagi seluruh masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pemeriniah. Jika akses dan saluran ini
diberikan oleh pemerintah maka sarana tersebut dapat dimanfaatkan unfuk berperan serta dan
melakukan kontrol. Akses dan saluran ilu peru diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok
masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut
Dalam kaitan tersebut, Muhammaa Ridha Suaib, menjelaskan bahwa :

Karena dalam masyarakat sangat plural, maka sistem pemerintahan yang demokratis dan
amanah itu berangkat dari asumsi-asumsi antara lain, bahwa dalam masyarakat itu terdapat
banyak sekal kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing,
dan pemerintah ifu harus manawarkan suatu akses dan sarana parlisipasi yang sama kepada
kelompok-kelompok kepentingan tersebut.5*

Sejalan dengan hal tersebul, Bappenas memberikan beberapa syarat untuk adanya parisipasi,
dantaranya :

Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, ada keterkatan dari tuuan hidup;
kematiran menyesuakan diri; ada prakarsa; ada iklim partisipasi, yang meliputi: (1} kedaulatan
peserta dihormali; (i) wewenang yang dilimpahkan dihommali, (i) tenggang rasa, (iv)
mempunyai perasaan bahwa keikutsertaannya berarti bagi dirinya dan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pelayaran publik, maka pemerintah
membuat suatu kehijakan yang mempermudah masyarakat dalam menyampaikan partisipasi dengan
media pengaduan masyarakat. Dalam hal pengaduan masyarakat tethadap pefayanan publik, diatur dalam
Pasal 35 dan 37 UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, dan
Permenpan/RE No. 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional. Dengan regulasi ini diharapkan akan dipercleh partisipasi masyarakat yang
berupa masukan bagi upaya perbaikan pelayanan publik ke depan.

¥ Pr. H. Muhammad Ridha Suaib, Pengentir Kebyakan Publik, Davt Admisirasi Negarva, Kebyakon
Pueblik Adminisiteasy Publif, Pelavunan Pubhik, Good Goversunee, Hinggo fnplementasi Kebifekan, (Calpulus,
Yogyakarta: 2018)

@ Dircktoral Aparatur Negara, Kemenerian Pevencancan Pembangunan Nasioned - Bopperas, Tahun
2000
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E. Pengaduan Publik/Masyarakat

Partisipasi masyarakal dalam pelayanan secara umum disebut compiain atau pengaduan, Definisi
tentang pengaduan banyak ditemui dalam peraturan-peraiuran yang dibuat pemerintah, salah satunya
terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan. Pada
Pasal 1 angka 8 Perpres tersebut menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang
disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang
tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh
penyelenggara.

Definisi tersebut  terdapat 3 (tiga) point yang Lisa diambil kesimpulannya, yaitu: masalah
penyampaian kefuhan tentang pelayanan yany fidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik;
Penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan; dan  Penyampaian
keluhan tentang pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan.

Dengan berdasar pada definisi yang digunakan dalam Perpres tersebut tentunya dapat dipahami
bahwa pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakal kepada penyelenggara pelayanan
publik merupakan salah satu bentuk  pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara
pelayanan publik, karena dalam pelayanan publk merupakan salah salu dar liga unsur pengawas
ekstenal yang dialur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pengaduan
masyarakat juga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk
melakukan evaluasi lerhadap bawahannya dalam pelaksanakan standar pelayanan publik.

Selain ifu, dalam upaya mewujdkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma
pelayanan pubik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan
(customer - driven govemment). Untuk mencapai fujuan tersebut diperukan feedback dari masyarakat
sebagal pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengatahui apa keluhan
masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemenntah. Salah salu bentuk
feedback yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagal pengguna layanan adalah melalui pengaduan.

Olen karena itu, Pemerintah harus melakukan tata kelola pengaduan pelayanan publik dengan
baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dan pemahaman bagi seluruh stake holder pelayanan publik, dari
rulai pmpinan penyelenggara layanan, pelaksana layanan sampai dengan kepada masyarakat sebagai
penggunan pelayanan publik. Uniuk itulah, maka dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan, ada beberapa tahapan penting yang perlu diketahui oleh penyelenggara
pelayanan publik agar tata kelola pengaduan dapat berjalan secara efektit dan efesien, diantaranya yaitu:
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(1) tersedianya sarana penyampaian pengaduan, dapat melaui telepon, sms, WA, datang langsung, dsb;
(2) adanya pejabat yang mengelola pengaduan; (3) terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; {4)
terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan; (5) menyusun laporan secara berkala hasil pengelolaan
pengaduan yang telah dilakukan sebagai bahan svaluasi dan pertimbangan kebijakan peningkatan
pelayanan publik.

Mengacu pada Pempres No. 76 Tahun 2013 tersebut, kemudian Bappenas mengeluarkan
rekomendasi perbaikan elemen manajemen pengaduan masyarakat Pertimbangan yang digunakan untuk
memperbaiki menajemen pengaduan masyarakal untuk pelayanan publik adalah karena masih lemahnya
kondisi aktual elemen manajemen pengaduan yang dimiliki cleh instansi penyelenggara pelayanan publik
di Indonesia Padahal elemen-glemen lersebut lerbukli secara signifikan berpengaruh terhadap
keberhasilan implementasi manajemen pengaduan masyarakat. Oleh Bappenas, hal-hal yang dianggap
lemah adalah | a. masih banyak instansi yang belum memiliki SOP penanganan komplain; b. tim atau
bagian penanganan komplain belum tercantum dalam struktur orgamisasi; ¢. koordinasi dan Sinergi belum
kuat; d. SDM menangani kegialan pananganan pengaduan juga menangani kegiatan lain; e. belum ada
fasilitasi ment syster; f. sebagian besar sarana dan Inwrastruktur yang dimiliki masih terbatas pada kotak
saran dan hotfine; g. pencatatan data pengaguan yang masuk sudah dilakukan tapi pelaporan penanganan
keluhan masih belum dicatat, h. pendanaan oparasional masih terbatas; dan i kesadaran masyarakat akan
hak mengadu masih kurang.

Sedangkan strategi unluk memperbaiki elemen manajemen komplain adalah melalui faktor-fakior
sebagai berikut 1. perbaikan pada perencanaan penanganan keluhan; 2. pengembangan SCP
penanganan keluhan; 3. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen
komplain; 4. perbaikan terhadap aspek personal petugas melalui pendidikan; 5. sosialisasi manajemen
komplain kepada stakeholder, yaitu penggunan intemal dan ekstemal 5!

BAB IV MATERI MUATAN YANG DIATUR
A. Ruang Linghup Muatan

Ruang lingkup pengaturan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat Sekretariat Jenderal DPR
Rl melipull Pengawasan masyarakat, Pengaduan masyarakat; Pengaduan berkadar pengawasan,
Pengaduan tidak berkadar pengawasan; Pengelolaan pengaduan masyarakat, tindak lanjul pengaduan
masyarakat, konfimasi; klarifikasi; fracking pengaduan; efika pengelola pengaduan masyarakat. Materi

ol Bappenas, Laporan Kapar Manaemen Pengaduc Masyarekar dan Pelavanan Publik, Tahun 2010,
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muatan yang datur meliputi pengaturan yang dinarapkan sebagai pedoman standar bagi penanganan
pengaduan masyarakal kepada Sekretariat Jenderal DPR R

B. Sistematika Muatan

Adapun kerangka mualan yang diatur dalam sistematika bab-bab penyusunan rancangan
peraturan Sekjen DPR Rl fentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal {Sefien) DPR
R, sekurangnya adalah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Umum

Sebagamana lazimnya suatu peraturan perundang-undangan, maka ketentuan umum diperlukan
untuk memual pengertian-pengertian dan batasan-batasan dan istilah yang digunakan dalam peraturan.
Kejelasan pengertian dan batasan akan mewujudkan kepastian pengaturan. Misalnya apakah arfi arli dari

pengawasan masyarakal, pengaduan masyarakal; pengaduan barkadar pengawasan; pengaduan hdak
berkadar pengawasan; pengelolaan pengaduan masyarakat, bndak lanjul pengaduan masyarakat
konfirmasi; klarifikasi; tracking pengaduan; efika pengelola pengaduan masyarakat, serla pengertian
lainnya yang peru dijelaskan,
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Peraluran Sekjen DPR Rl tentang Pangelolaan Pengaduan Masyarakat Setien DPR Rl sebagai
panduan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Selain itu, juga sebagai panduan atau sehagai
pedoman dalam melakukan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Selien DPR Ri dalam pengelolaan
pengaduan masyarakat.

Sedangkan hyjuan yang ingin dicapai adalah unfuk mewujudkan pengelolaan pengaduan
masyarakat yang efektif dan efisien, serta menghindari terjadinya duplikasi dalam penanganan pengaduan
masyarakat; mewujudkan koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat antara antar unit kerja lain di
lngkungan Sefjen DPR RI; memberdayakan pengaduan masyarakal sebagai kontrol sosial leadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan untuk untuk mewujudkan pemerintahan yang baik {good

govemnance);

3. Kriteria-kriteria Pengaduan

Knteria-kriteria pengaduan dimasukkan dalam muatan maleri dalam Persekjen. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas dalam upaya pengelolaan pengaduan masyarakat
Setjen DPR RI. Mengenai kriteria pengaduan yang dirumuskan dalam Persekjen, maka beberapa hal
dapat dirumuskan diantaranya bahwa pengaduan yang disampaikan bersifat obyektif dan tidak subyekif
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{lidak bersifat fitnah pada seseorang); bersifat konstruktif untuk kepentingan pengembangan organisasi
yang lebih baik dimasa yang akan datang; substansi yang dilaporkan lebih banyak menginformasikan
adanya indikasi teriadinya pelanggaran, penyimpangan dan penyelewengan di Setjen DPR Rl dan
pengaduan dapat berupa sumbang saran terhadap penyelenggaraaan tugas dan fungsi Setjen PR RI.
4, Azas-asaz Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Azas-azas dmasukan dalam muatan materi dalam Persekjen DPR RI tentang pengeloaan
pengaduan masvarakat Setien DPR RI. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas dalam
upaya memenuhi tata pengelolaan pengaduan masyarakat yang bak. Dalam azas-azas Persekjen
tentang pengeloaan pengaduan masyarakat Setien DPR Ri, dijelaskan mengenai landasan hukum dalam
penanganan pengaduan masyarakat, tranparansi, dengan memberikan kesempaan kepada mayarakat
dalam melaksanakan hak-haknya memperoleh informasi yang benar dan jujur dan lidak diskriminatif
efeldifitas dan efisiensi, akuntabilitas kepada masyarakat, obyektif berupa fakta dan bukti, proporsional dan
kerahasiaan.
C. Substansi Pengaduan Setjen DFR R
1. Pengawasan Masyarakat

Substansi pengaduan, diantaranya berisi tentang ketentuan umum, yang antara lain membahas
tentang batasan pengerian atau definisi; kemudian berupa singkatan atau akronim yang dituangkan
dalam batasan pengertian atau definisi, atau hal-hal lain yang bersifat umum yang beriaku bagi pasal atau
beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Karena substansi yang diatur menyangkut masalah pengaduan masyarakat kepada Sefjen DPR
RI, tenlunya akan sangat berkaitan fidak hanya pada masalah pelayanan yang diberikan oleh Sefien DFR
R, baik kepada masyarakal yang dalam hal ini Anggota DPR R, Tenaga Ahli (TA), Stof Administrasi
Anggota (SAA), dan masyarakat umum lainnya, tetapi juga pengaduan yang menyangkut penyimpangan
lainnya, misalnya masalah penyalahgunaan wewenang, adanya benturan kepentingan, dan masalah
korupsi yang dilakukan cleh pejabat atau pegawai Setien DPR RI. Berkaitan dengan masalah im, pada
tahun 2015 lalu, Sehen DPR R telah menerbitkan Persekjen No. 8 Tahun 2015 fentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Sefien DPR RI Serla Persekjen No. 9 Tahun 2015 lentang
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistie Blowing System — WBS) Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Setjen OPR RL.

Pengaduan yang disampaikan oleh  Anggota DPR RI, Tenaga Ahli (TA), Staf Administrasi
Anggota (SAA} dan masyarakal umum lainnya, merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
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masyarakat pengguna pelayanan publik. Oleh karena itu, sebagai benfuk pengawasan, maka dalam
peraturan tentang pengelolaan pengaduan masyarakal, frase pengawasan masyarakat dapat dirumuskan
secara terpisah antara pengawasan dan masyarakat. Rumusan tentang masyarakat memang sangal
beragam lergantung pada aspek apa saja yang menjadi il definisinya. Namun demikian, secara umum
pengertian masyarakal adalah sejumlah manusia yang hidup dalam suatu lingkungan dalam Kurun waklu
yang cukup lama sehingga melahirkan suatu budaya dengan salu kesatuan kriteria dalam memiliki
system kehidupan bersama,52

Jika kita mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik,
masyarakat didefinisikan sebagai seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang
perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik, baik langsung maupun tidak langsung.

Semenlara itu, pengawasan dalam suaty lembaga bukanlah mencari suatu benfuk kesalahan,
tetapi adalah untuk bagaimana memperbaiki suatu perbuatan keliru berdasarkan standar yang ditelapkan
dalam ketentuan yang beraky.® Sedangkan pengawasan, dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk
partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan
oleh intansi pemerinlah dalam hal ini Setien DPR Rl Partisipasi dalam  PerMeneg. PAN No.
PER/OSM.FAN/M/2009 alau bissa disingkat Permenpan No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah menyebulkan, bahwa partisipasi
masyarakat adalah peran aklit masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dan korupsi kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, rumusan yang paling
memungkinkan digunakan untuk mendefinsikan pengawasan masyarakal dengan mengacu pada
Permenpan No. 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakatnya Bagi
Instansi Pemenntah, dengan definisi rumusannya adalah bahwa, pengawasan masyarakat merupakan
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan
dalam konteks instansi pelaksananya, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah Setjen
DPRRI.

»* Syahuial Syaibaini, A, Rahmin, Monang Djihado, Soviologr dan Pefink. (Ghalia Indonesia, Bogor:
20014y,

" Mamur, Lfektvitas Kebyakan Kelembagaan Pengowesan, (PT. Refika Aditama, Bapdung: 20135)
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2, Pengaduan Masyarakat

Dalam ketentuan umum, juga pedu memberikan definisi tentang pengadu dan pengaduan
masyarakal. Pengady menurut Perpres No. 76 Tahun 2013 lentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik, Permenpan RB No. 24 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggara dan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional dan Permenpan/RB No. 3 Tahun 2015 lentang Road Map
Pengembangan Sislem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, adalah seluruh pihak baik
warga Negara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang
menyamnpaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik dan Pemenpan/RB No 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional dan Permenpan/RB No. 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, mendefinisikan pengaduan
sehagai penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan
publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban
danfalau pelanggaran larangan penyelenggara. Sedangkan pengadu adalah seluruh pihak baik warga
negara maupun penduduk bak orang perseorangan, kelompok maupun  badan hukum yang
menyanpaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik.
Sedangkan standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewafiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pefayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sedangkan
sarana pengaduan adalah tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang disediakan secara
khusus untuk menefima pengaduan dari pengadu alau penerima pelayanan.

Sementara itu, dalam konteks pengaduan sebagai bentuk pengawasan, maka hal lerpenting
dalam mengelola pengaduan masyarakat adalah kecepatannya dalam merespons dan menindaklanjuti
suatu pengaduan, dan ini merupakan cerminan dari baik buruknya unit pelayanan pengaduan di suatu
instansi, Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat ates pelayanan yang dibenkan, maka periu
adanya akses kepada Anggota DPR RI, Tenaga Ahli {TA), Staf Administrasi Anggota (SAA) serta
masyarakat umum fainya untuk memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan/komplain/ pengaduan,
baik dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi
menerima dan menyelesaikan pengaduan. Oleh karena itu, setiap orang yang menyampaikan pengaduan,
balk secara fertulis maupun secara langsung kepada pejabatipetugas penerima pengaduan diberi
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suraflanda bukb pengaduan. Pada suratformulir tanda bukli pengaduan disebutikan nama dan jabatan
pejabatipetugas yang beswenang untuk menyelesaikan masalahipengaduan tersebul dan jangka wakly
penyelesaiannya,

Mengenai jangka waktu penyelesaian masalah/pengaduan, maka Permenpan No. 29 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional menegaskan,
bahwa penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 60 (enam puluh) hari
kalender. Sementara itu, dalam Permenpan/RB No. 76 Tahun 2013, menyebutkan bahwa pengaduan
dapat dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima layanan, dan penyelenggara wajib
menyelesaikan sefiap pengaduan pafing lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
Sedangkan Permenpan/RB No. 24 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyampaian penyelesaian
pengaduan kepada pengadu paling lama 60 hari kalender sejak penyelesaian pengaduan,

Pada bagian lain, dalam hal mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakal dikelompokan dalam
2 (dua) katagori, yailu pengaduan yang berkadar pengawasan dan pengaduan yang lidak berkadar
pengawasan. Dalam Permenpan No. § Tahun 2009 mensyaratkan bahwa pengaduan yang berkadar
pengawasan adalah : a apabila substansiimaten pengaduan logis dan memadai dengan identitas pelapor
jelas serta di dukung bukli awal, haus dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran
informasinya, b. apabila subtansifmateri pengaduan logis dan memadai serta didukung dengan bukti awal,
namun idenfitas pelapor tidak jelas, perdu dilakukan pemeniksaan untuk membukdikan kebenaran
informasinya, ¢. apabila substasiimateri pengaduan tidak memadai dan  identifikasi pelaper jelas, perlu
dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan; dan d. apabila substansi
permasalahan sama, sedang atau tefah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses
pembukiian.

Sedangkan pengaduan yang lidak berkadar pengawasan adalah : a. apabila substansi/materi
pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstrukiif dan lain sebagainya yang bermanlaat bagi
perbaikan penyelengaraan pemerinfahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan
pengambilan kepulusan; dan b. apabila substansiimateri pengaduan tidak logis yang berupa keinginan
pelapor secara normabive lidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku dan
pemerintah idak mungkin memenuhinya, maka tidak diproses lebih lanjut

Sementara dalam Permenpan/RB  No, 64 Tahun 2011 memberikan pengertian yang lebih
sedeshana tentang pengaduan berkadar pengawasan, adalah pengaduan yang bensi informasi adanya
indikasi {erjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan ofeh aparatur,
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sehingga mengakibatkan kerugian masyerakalnegara. Kemudian pengaduan yang lidak berkadar
pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang berisi informasi berupa sumbang saran, kritik konstrukd
pemmintaan sumbangan dan |ain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat,

Dari dua aturan tersebut di alas (Permenpan No, 5 Tahun 2009 dan Permenpan Mo, 64 Tahun
2011} tentang pengaduan yang tidak berkadar pengawasan maupun pengaduan yang berkadar
pengawasan, menekankan beberapa hal diantaranya bahwa pengaduan harus obyeklf dan lidak
mengedepankan unsur fitnah kepada seseorang atau kelompok yang dibuktikan dengan adanya nama dan
alamat yang jelas, dan febin bersifat koniruktif, serta adanya sumbang saran yang tujuannya untuk
membangun organisasi atau memperbaiki pelayanan di masa depan. Sedangkan informasi adanya indikasi
pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalshgunaan wewenang yang dilakukan pejabat atau
pegawal instansi pelayanan pubiik adalah sebuah benfuk pengaduan dalam kadar pengawasan

1, Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Hal yang berkaitan dengan mekanisme pengelclaan pengaduan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
dan {2) Perpres No. 76 Tahun 2013, yang berbunyi : ayat {1) Pengadu mempunyai hak menyampaikan
penpaduan atas pelayanan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan ataw pengabatan
kewajiban dan/atay pelanggaran larangan aleh penyslenggara; ayat (2) Dalam pengalolaan pengaduan,
penyelenggara wajbr a.  Mengumumkan nama dan alamal kantor penanggung jawab pengelola
pengaduan; b, Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan; c. Menerima,
menanggapi, memproses dan menyelesaikan sefiap pengaduan; d. Menyalurkan pengaduan yang bukan
hewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang; dan melakukan pemantauan dan evaluasi
atas pengelolaan pengaduan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat {2) Perpres No. 76 Tahun 2013, yang berbunyi :
Mekanisme dan tala cara pengeiclaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
penerimaan, terdin dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian
tanggapan kepada pengadu. b. penelaahan dan pengkiasifikasian, terdiri dari identihkasi masalah,
pemeriksaan substansi pengaduan, Klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi. c. penyaluran pengaduan yaitu
meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan
tidak menjadi kewenangannya. d. penyelesaian pengaduan, lerdi dan penyampaian saran penyelesaian
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kepada pejabat terkait i lingkungan penyelsnggara, pemantauan, pembenan informasi kepada pengadu,

pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan.

Dengan mengacu pada Perpres No. 76 Tahun 2013, kemudian Kemenpan/RB mengeluarkan
Permenpan/RB No. 24 Tahun 2014 yang pada Bab Il tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional, dengan tegas dan jelas menyatakan bafwa :

a. Penyelenggara wajb menerima pengaduan sesuai dengan kebijakan ‘o wrong door poicy’
yailu menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun seta menjamin  bahwa
pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani;

b. Penenimaan Pengaduan meliputr:

1} Pengaduan secara langsung kepada Penyelenggara,  yaitu pengaduan yang disampaikan
secara lisan;
2) Pengaduan secara tidak langsung kepada Penyelenggara, yaitu melalui
a) kotak pengaduan;
by surat;
<) teknologi informasi, seperti: telopon, faksimil, website, surat elekironik (e-maif, media
penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/Shot Message Semvica), alau jejaring sosial
dan sejenisnya.

Sementara iu, dalam penenmaan pengaduan dikenal juga dengan penerimaan pengaduan
secara langsung dan penerimaan pengaduan tidak secara langsung. Dalam Permenpan/RB No. 24 Tahun
2014 disebutkan bahwa penerimaan pengaduan secara langsung melipuli © a. Pengelola menerima
pengadu di tempat penyelenggara; b. ldentilas Pengadu dijamin kerahasiaannya; c. Pengelola wajib
mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi pengaduan, dan memberikan responftanggapan
secara langsung; d. Pengelola memerksa substansi pengaduan dar aspek kewenangan. Apabila
substansi pengaduan diluar kewenangan penyelenggara, maka berkas pengaduan  tersebut  wajib
diteruskan  kepada penyelenggara lain yang berwenang, serla harus diinformasikan kepada pengadu;
e. Pengelola wajib mencalat setiap pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu
yang lerdii atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pefayanan, dan
tempat, waktu penyampaian, seria tanda tangan. f, Apabila karena kondisi tertentu psngady tidak
mampu menulis danfatau membaca, maka pengelola wajib  membanly pengadu untuk mengisi
formulir pengaduan tersebut.
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Dalam penanganan pengaduan langsung di Setien DPR RI ditangani oleh Bire Protokol yang
lertuang dalam Persekjen No. 6 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Persekjen Mo, 7 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Afas Persekjen DPR Rl No. 6 Tahun 205 tentang Crganisasi dan Tata Kerja
Seljen dan Badan Keahlian DPR RI. Pada Pasal 11 huruf i, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Protokol menyelenggarakan fungsi penyaluran
detegasi masyarakat dan penyelenggarakan urusan logistik keprotokolan. Kemudian pada Pasal 20 ayat
{2) menjelaskan bahwa Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan
penyaluran delegasi masyarakat dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR R,
pelaksanaan urusan logistic keprotokolan, pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluan
Delegasi Masyarakat.

Sedangkan, prosedur penerimaan pengaduan lidak langsung kepada penyelenggara sesuai
Permenpan/RB No. 24 Tahun 2014, pelaksanaanya sebagai berikul a Pengelola memeriksa substansi
pengaduan dari aspek kewenangan. Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan penyelenggara,
maka pengaduan tersebut wajib diteruskan kepada penyelenggaralain yang berwenang, dan hal ini
harus  dinformasikan  oleh pengelola kepada pengadu; b. Jika pengaduan tersebut tidak menyebut
identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka pengaduan tersebut
dapat diabaikan; ¢. Pengelola pengaduan memberikan respon  atau tanggapan awal kepada pengadu
paing lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima; d. Pengelela  pengaduan  memberikan
nomor  pengaduan  kepada pengadu untuk menjadi acuan dalam penyelesaian pengaduan; dan e
Penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk dapat memantau slatus penyelesaian
pengaduan.

Sefien DPR Rl dalam penanganan pengaduan tidak langsung ditangani oleh Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21, Persekjent No. 6 Tahun 2015 yang telah
dirubah dengan Persekjen No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI No. 6
Tahun 205 tentang Organisasi dan Tata Keja Seljen dan Badan Keahlian DPR RI, yang berbunyi : Biro
Hukum gan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan dibidang hukum dan
pengaduan masyarakal. Sedangkan Pasal 28 menyebutkan bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan anafisi dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakal
dan permasalahan yang disampaikan kepada OPR RI.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa berkaitan dengen tugas dan fungsi DPR RI, mekanisma
pengaduan masyarakat saat ini dapat dilakukan dengan 2 {dua) cara, diantaranya melalui surattertulis,
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mefalui website atau pengaduan dengan datang fangsung. Pengaduan metalui surat tertulis, masyarakat
menyampaikan surat pengaduan terulis ditujukan ke alamat Pimpinan/KomistBadan OPR R, JI. Jend,
Gatot Subrato, Senayan Jakarla. Pengaduan melalui website menggunakan alamal websile :
www.dorqo.ig (hiips./pengaduan.dor.go.id) Apabila menggunakan website, pengady mengisi form
pengaduan dengan melampirkan identitas.

Selain itv, beberapa hal hams diperhatikan agar pengaduan dapat diproses lebih lanjut,
diantaranya ; surat/website memual identitas dan alamat pengiim yang jelas dan lengkap; surat/website
memuat maksud dan tujuan yang jelas; subtansi pemasalahan yang disampaikan memerlukan
penyelesaian alau respon; dan data pendukung disampaikan secara lengkap dan akurat. Mekanisme
pengaduan dengan datang langsung, maka masyarakat datang langsung ke Bagian Protokel. Sedangkan
pengaduan melalui SMS aspirasi di nomor ; +62 8119443344,

Keberadaan Bagian Pengaduan Masyarakat sebagai unit pengelola pengaduan masyarakat
memang lebih banyak menerima pengaduan yang dilujukan kepada Pimpinan DPR R! dan Alat
Kelengkapan Dewan {AKD). Hampir mirip dengan unit Pengaduan Masyarakat yang dalam praktiknya
pengaduan yang masuk lebih banyak yang berkaitan dengan kegiatan Pimpinan DPR R) den AKD, maka
saal ini DPR Rl juga memiliki aplikasi pengaduan yang diberi nama Aplikasi DPR dalam Genggaman
Rakyat alav "DPR Now” yang merupakan plafform media sosial seperli Instagram, facebook, maupun
twitter. Dalam media ini, setiap pengadu juga harus mengisi berbagai kelengkapan data diri. Hal ini agar
memudahkan OPR R dalam menindakianjuti aduan yang disampaikan. Sehingga, terjalin komunikasi dua
arah antara DPR RI dengan masyarakat dan sebaliknya. Melalui aplikasi “DPR Now” berbagai program
dan fungsi yang felah dijalankan oleh DPR R bisa disosialisasikan dan diinformasikan kepada publik. Pun
sebaliknya, publik bisa melihat setiap aktifitas dan denyut nadi kegiatan para wakil rakyatnya di DPR RI.
Bahkan berbagai sidang maupun kegiatan kedewanan bisa dilihal secara reaf fime di DPR Now.

Sedangkan pengaduan kepada Sekietaris Jenderal DPR Rl berdasarkan hasil wawancara dengan
salah satu Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat, jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, pengaduan
yang masuk ke Bagian Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal DPR Rl, oleh
Bagian Pengaduan Masyarakat langsung diserahkan ke Inspektorat Utama (Mtama) untuk diproses.
Sementara iy, di lHtama yang juga pengelola Whistle Blowing System - WBS dalam beberapa tahun
fidak banyak menerima pengaduan dan PNS atau masyarakat lainnya. Hal ini diketahui berdasarkan
laporan Ittama Setien DPR Rl {ahun 2018, hanya terdapat 5 {fima) pengaduan, yang terbagi menjadt 3
{tiga} pengaduan dengan menggunakan aplikasi, dan 2 pengadu yang datang langsung. Di tahun 2017 dan
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2016 hanya lerdapat 1 {salu) surat pengaduan yang diteima oleh Ittama Setjen DPR RI, bahkan di awal
tahun pembentukannya, ittama sama sekali tidak mencapatkan pengaduan dari masyarakat.

Sementara itu, sistem pelaporan pelanggaran Whistle Blowing System - WBS tethadap Tindak
Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen DPR RI terbit berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 9 Tahun
2015, serta Persekjen No. & Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 4+ Sefjen
DPR RI, Halini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan/RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah
bebas dari kerupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemeriniah Daerah.

Dengan Whistle Biowing System - WBS ini digunakan untuk melaporkan jika ada tindakan
pelanggaran hukum yang menyangkut kode etik alau pelanggaran peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam mekanisme penyampaian pengaduan, terlapor pelanggaran dalam hal ini adalah PNS yang bekerja
di lingkungan Setien DPR RI. Sedangkan pelapor (Whistleblower) bisa dilakukan siapa saja, baik itu
Anggota DPR, Pegawai Setien DPR, Tenaga Ahli, Staf Ahli Anggota, Pegawai Tidak Tetap, bahkan
Pegawai Kementerian/Lembaga di luar lingkup Setien DPR RI. Bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan
adalah bentuk tindakan melawan hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perbuatan tidak elis atau
perbuatan lain yang dapat mesugikan Setjen DPR RI ataupun pemangku kepentingan (Stake holder) di
Setien DPR RI. Sedangkan wiistieblower dalam hal ini bersifat rahasia, tidak akan diketahui, dilacak,
bahkan diselidiki identitasnya.

Pelaporan metalui Whistle Slowing Syslem - WBS bisa melalui dua cara yakni, melalui website
dan laporan langsung melalui ttama Setien DPR Rl disertai dengan bukti-bukti. Laporan yang diterima
tersebut akan diverifikasi oleh tim penelaah yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut
pengaduan. Pengaduan yang diterima tm Whistle Blowing Sysfam - WBS nantinya akan disampaikan
kepada lttama Setien DPR RI kemudian diteruskan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, selanjuinya
Sekjen DPR RI yang memutuskan mengambil tindakan. Apabila masih tesbilang ringan, maka yang
bersangkutan akan dipanggil dan diminta klarifikasi. Sementara bagi pelanggar kategon sedang dan berat
nantinya akan ada tm disiplin yang memutuskan hukuman apa yang dibenkan. Selain itu, bagi
whistleblower yang ingin melaporkan suatu tindakan dapat mengakses melalui website iftama.dpr.go.id.

Pada bagian lain, masalah penting dalam penerimaan pengaduan adalsh scal penelashan
terhadap pengaduan. Untuk penataan masalah ini, kila bisa mengambii conloh tentang bagaimana
mengelola pengaduan masyarakal yang telah dilskukan olsh Kemenpan/RB yang tertuang dalam
Permenpan/RB No. 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di
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Lingkungan Kemenpan/RB. Dalam Pemenpan/RB fersebut dijelaskan bahwa penelahaan terhadap
pengaduan masyarakal yang diteima dilakukan unfuk mengidentifkasi permasalahan, merumuskan
tindak lanjut penanganannya, dan menentukan kelompok masalah berdasarkan jenis penyimpangannya
dengan kode masalah ; (1. Penyalahgunaan wewenang; 02, Untuk pelayanan masyarakat; dan 03. Untuk
korupsi/pungli; 04. Kepegawaianketenagakerjaan, 05 penahanan/perumahan; 05 Hukum/peradian dan
HAM;, 07. Kewaspadaan nasional; 08. Tatalaksana/ requlasi; 09 lingkungan hidup; dan 10. Umum,

Sedangkan langkahdangkah penelahaan terhadap pengaduan masyarakat adalah dengan
mempelajan inti masalah; meneliti dokumen danfatau informasi yang sudah pemah ada sebelumnya
dalam kailannya dengan mateni pengaduan masyarakal yang baru diteima; dan mempelajari peraluran
perundang-undangan yang relevan dengan substansi masalah. Bagi Inspekloral Jenderal, hasil
penglahaan tersebut menjadi bahan perimbangan uniuk disalurkan atau didokumentasikan. Selain itu,
hasil penalahaan fersebut juga dapet menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti atau
didokumentasikan; segangkan bagi unit kerja lain, hasil penelahaan tersebit menjadi bahan perimbangan
uMu ditindaklanuti sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan Permenpan No. 64 Tzhun 2011 ini, Setjen DPR RI dapat mengadopsi
beberapa kiteria atau kelompok permasalahan untuk dijadikan muatan materi datam Persekjen DPR R
yang sesuai dengan kegiaan atau tugas dan fungsi Setien DPR Rl dengan pengelompokkan jenis
penyimpangan penyalahgunaan wewenang, pelayanan masyarakat, korupsifpungh, Kepegawaian/
ketenagakerjaan; dan tatalaksana / regulasi. Sedangakan persoalan mengenai tindak lanjut pengaduan
adalah masalah yang sering menjadi bahan diskusi banyak pihak. Setjen DPR RI waijib menyelesaikan
seliap laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan
sesuai dengan kewenangannya.

Masalah penyelesaian seliap laporan/pengaduan secara tegas juga telah diatur dalam Perpres No.
76 Tahun 2013, Pasal 9 Ayal (1) dan {2) yang menjelaskan bahwa, Pengelola (pejabat pengelola
pengaduan masyarakal pada sefiap instansi pemerinizh) wajib menyusun dan melaporkan pengelolaan
pengaduan yang melipuli materi dan katagori pengaduan, wakiu penerimaan, status penyelesaian, hasil
penanganan, serta tanggapan pengadu, kepada penyelenggara (datam hal ini instansi pemerintah) secara
berkala.

Berkaitan dengan hal tersebul, Persekjen No. 9 Tahun 2015 lentang Pedoman Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistle Blowing Sysfern - WBS) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Seljen DPR RI, Pasal
9 ayat {1} menyatakan bahwa, Sekretariat Jenderal DPR RI menugaskan Aparat Pengawasan Intern
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Pemerintah {APIP} untuk melakukan audit investigahve teadap pengaduan. Kemudian pada ayat {2)
menyebutkan bahwa laporan hasil audit investigative disampaikan kepada Sekretans Jenderal; dan ayat
{3) menyebutkan bahwa Sekrefaris Jenderal menyampaikan rekomendasifsaran kepada pihak terkait
sebagai tindak lanjut penyelesaian.

Pihak terkait yang dimaksud pada Persekjen ini maksudnya adalah semua unit kerja yang ada di
Setien DPR RI yang memberikan pelayanan yang kemudian diadukan oleh Anggota DPR, Tenaga Ahli
{TA), Staf Administrasi Anggota (SAA) dan masyarakat lainnya. Unit kera-unit kerja yang diadukan
tersebut harus mampu menyelesaikan permasalahan yang diadukan dan memberitahukan hasil perbaikan
dari pelayanan yang diadukan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara umum kilfa dapat menyebutkan unit-unit pelayanan yang ada di Sefien DPR R
berdasarkan pada maklumat dan standar pelayanan di Setjen DPR RI yang tertuang dalam Keputusan
Sekjen DPR Rl No. 1803/SEKJEN/2019 lentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan di
Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Maklumat pelayanan ini dimaksudkan untuk mengikat
penyelenggara pelayanan dalam hat ini Sefien DPR Ri dan menjadi patokan atau pedoman bagi aparat di
Sefien DPR Rl dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi menyediakan dan menyelenggarakan
pelayanan kepada masyarakat Makdumat juga merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada
masyarakat untuk mendapatkan akses mendapatkan pelayaman yang sesuai dengan harapan dan
kebutuhannya, pedindungan dan pengayoman, kepastian biaya dan waklu penyelesaian, mengajukan
keluhan dan pengaduan serta melakukan pengawasan. 5

Diantara maklumat dan  standar pelayanan di Setjen DPR Rl tersebut adalah standar pelayanan
kesehatan; standar pelavanan informasi publik; standar pelayanan pengaduan masyarakat, standar
pelayanan penyaluran delegast masyarakat, standar pelayanan perpustakaan; standar pelayanan
keprotokolan; dan standar pelayanan persidangan.

Semua standar pelayanan tersebut tentunya menjadi acuan dalam rangka pemberian layanan
kepada Anggota DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan masyarakat umum lainnya.
Sehingga apabila dirasakan adanya kekurangan atau permasalahan dalam hal layanan yang diberikan
oleh Setien DPR RI maka segera dapal difakukan komplain yang berujung pada tindakan pengaduan oleh
Anggota DPR R, Tenaga Ahli (TA), Staf Administrasi Anggota (SAA), dan masyarakat umum lainnya.

4 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik @ Komsep, Dimenss, Indtkedor dam Impimentasinya,  (CV
Mudia, Yogyakarta: 2011)
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3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Salah satu proses penfing dalam pengaduan masyarakat adalah lindak lanjut atas pengaduan
masyarakat lersebut. |shilah lain yang dipergunakan dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat adalah
investigasi. Istilah investigasi lebih lazim dikenal dalam {erminologi jumalistk, namun dalam
perkembangannya istilah investigasi lebih diperluas pengertiannya. Dalam hal ini, investigasi diartikan
sebagai upaya peneliian, penyelidikan, pengusulan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan dala,
informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui atay membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah
fakta yang kemudian menyajikan simpulan atau rangkaian femuan dan susunan kejadian. Dalam konteks
pelanggaran disiplin pegawai, pelanggaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berpangaruh dalam
pelayanan kepada publik misainya, make investigesi merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam
rangka mengungkap fakta yang berkaifan erat dengan indikasi adanya pelanggaran.

Investigas: dapat juga diartikan sebagai upaya pengecekan terhadap petunjuk atau informasi awal
yang telah diperoleh. Untuk itu tujuan investigasi adalah menemukan unsur-unsur alau faktor-faklor atay
bukt-bukli adanya pelanggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik. Secara umum, tahapan dalam
pre-invesligasi sebagai berikut ;

a, Penclaahan

Sebaga lahapan awal sebelum dilakukannya investigasi, peru dilakukan penelaahan atas
petunjuk atau informasi awal yang diperoleh. Penelahaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan
pra invesiigasi untuk menyaring, mengelompokkan, menganalisis, dan melakukan evaluasi data awal
tentang dugaan terjadinya pelanggaran yang berpengaruh terhadap pelayanan kepada publik. Hal ini
penfing guna menentukan layak tidaknya dilakulan investigasi serta merumuskan hipotesis (dugaan}
tentang konstruksi pelanggaran/penyimpangan.

Secara umum penelaahan dilakukan dengan metode yang disebut dengan pisau analisa yang
merupakan sebuah teori, wacana, gagasan uniuk membedah sualu persoalan, atau dengan kata lain,
bahwa pisau anaiisis adalah kerangka gagasan yang dipakai uniuk menganalisa dan mensintesa tema
atau peristiwa pelanggaran yang berpengaruh kepada pelayanan publik dalam upaya menemukan solusi.
Oleh karena itu, untuk melakukan telahan terhadap persoalan pelanggaran atau penyimpangan adalah
dengan menggunakan pisar analisa 5W + 1H, yaitu :

a. What : dalam Bahasa Indonesia diarlikan sebagai kata tanya “apa”, yang merupakan perfanyaan untuk
menanyzkan bentuk pelanggaran/penyimpangan yang tefadi. Unsur “what” ini akan menjawab
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pertanyaan seputar apa yang sedang lefadi, dan unsur what ini akan mendorong aparat pemeriksa
untuk mengumpulkan fakla sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi.

b. Who: sebagai kata Tanya yang artinya “siapa”, yang merupakan perianyaan uniuk menanyakan pelaku
pelanggaranfpenyimpangan  dan pihak-pihak yang terlibat serta pihak pihak yang mengetahui atau
dapat diminta keterangannya;

¢. Where ©  sebagai kata lanya yang arfinya “dimana’, yang mecupakan pertanyaan untuk menanyakan
tempal terjadinya pelanggaran/ penyimpangan dalam pemberian pelayanan kepada publik;

d. When ; sebagai kata Tanya yang artinya 'kapan”, dan merupakan pertanyaan untuk menanyakan waktu
terjadinya pelanggaran/penyimpangan dalam pemberian pelayanan kepada publik;

e. Why . diartikan sebagai kata tanya “mengapa’, yang merupakan pertanyaan untuk menanyakan motif/
lalar belakang dilakukannya pelanggaran/penyimpangan dalam pemberian pelayanan kepada publik ;

f. How : diartikan sebagat kata tanya ‘bagaimana”, yang merupakan perlanyaan untuk menanyakan cara
atau proses lerjadinyaatau modus pelanggaran/ penyimpangan dalam pemberian pelayanan kepada
publik,

g How Much : diartikan sebagai kata lanya “berapa”, yang menipakan pertanyaan untuk menanyakan
jumlah biaya atau uang yang timbul dalam pelanggaran/ penyimpangan dalam pemberian pelayanan
kepada publik.

Dari 7 (tujuh) bentuk kata tanya di atas, hanya terdapat 3 {liga) bentuk kata fanya yang harus
diidentifikasi pada saat molakukan penelaahan, yaitu what (apa), where (dimana), dan when (kapan).
Apabila salah satu dari 3 (figa) bentuk kata tanya di atas tidak terjawab, tindak fanjut pengaduan
masyarakat berkaitan dengan masalah pelayanan kepada publik akan sulit untuk dilakukan investigasi.

Pisau analisa sebagaimana tersebut di atas merupakan sarana untuk membentuk hipotesa atau
dugaan dari investigator yang berfungsi sebagai bekal atau bahan untuk difakukan pengecekan kebenaran.
Dugaan tersebut sangat diperlukan agar ruang lingkup investigasi terarah atau fokus. Kefokusan terhadap
ruang lingkup pelanggaran/penyimpangan dalam hal pemberian pefayanan kepada publik sangal penting
agar penanganan masalzh atas pelanggaran/penyimpangan tidak bias atau kabur atau beralih, yang dapat
mengakibatkan penanganan atau penyelesaian atas masalah inti kurang maksimal.



b. Identifikasi

Tahap kedua setelah dilakukan analisa atas informasi atau bukli awal lentang dugaan terjadinya
pelanggaran alau penyimpangan dalam pefayanan kepada publik adalah dengan melakukan idenlifikasi
terhadap -

a Bentuk pelanggaran
Identifikast bentuk pelanggaran diperukan untuk membalasi ruang lingkup masalah dan bahan yang
diperlukan serta strategi yang digunakan dalam melakukan invesiigasi. Bahan yang diperukan
bergantung dari termuan investigator pada saat melakukan investigasi atau dalam hal permintaan data.

b Sumber informasi
Pengidentifikasian sumber informasi sangat penting. Tujuan pengidentifikasian sumber informasi adalah
ajgar investigasi yang dilakukan tepat sasaran, yaitu dalam rangka memperoleh informast tambahan
atau kesaksian terkait dugaan terjadinya pelanggaranipenyimpangan dalam pelayanan publik, Selain
itu, hal tesebirt juga mempengaruhi efeklifitas dan efisiensi dalam melakukan investigasi.

c. Bukti yang dapat dipercleh
Pengidentifikasian tormadap bkl yang diperoleh diperukan dalem invesfigess Tidak semea buki yang
dapat dperalah memiikl blerkaitan dengan peanpparanipenyimpangat dalam pefayanan pobilk yang
teged dan  bdak semus bukli memilid Engkat kesultan yanp sama dslam memperolahnya
Pengidanbiikasian tukh manentukan siralegr deam memperaleh Huhdl tersebut, iy bagaimana cars
memperoleh setiap bukti yang diperiukan,

d. Bukli yang ada
Bukti yang ada pertu diidentifikasi untuk melakukan telaah atau analisa awal atas dugaan terjadinya
pelanggaranipenyimpangan dalam pelayanan publik dan entuk menemukan kelerkaitan antar bukli dan
bukdi yang diperlukan selanjuinya

e. Tempat kejadian
Identifikasi tempat kejadian bertujuan untuk mempersiapkan pemetaan terhadap tingkat kesulitan
lingkungan sasial serta biaya dimana akan dilakukan investigasi.

f. Langkah yang dapat ditempub
Indentifikasi terhadap langkah yang dapal ditempuh adalah sebagal bahan awal dalam rangka kegiatan
investigasi terkait dengan strategi pelaksanaan investigasi dan terkail dengan perencanaan agar
investigasi efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna. Selain itu, hal tersebut juga dapat
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meminimalkan risiko atau mencegah risiko yang mungkin timbul sebagai akibal pelaksanaan

investigasi,
g. Risike yang mungkin timbul

Identifikasi atas risiko yang mungkin timbul sangat penting. Salah satu ukuran keberhasilan investigator

adalah dapat melakukan pengkondisian agar risiko dapat dminimalisir atau bahkan Udak teadi

sehingga investigasi yang dilakukan tidak menimbulkan kekacauan baru yang berakibat pada timbulnya

masalah baru yang sebenamya fidak periu lerjadi dan dapal mengganggu proses pelaksanaan

investigasi, dan bahkan hasil dari investigasi tersebut tidak optimal. Apabila ristko sudah teridentifikasi,

maka investigator dapat melakukan tindakan-tindakan pengkondisian sebelumnya untuk mencegah

risika dan melakukan perencanaan langkah-langkah investigasi lebih lanjut.
¢. Hipotesis

Hipolesis  berasal dari  Bahasa  Yunani, yaitu  Hypolthenai vyang  berarti
menduga/menyangka/mengira, Secara umum hipotesis dapat diartikan sebagai penjelasan yang bersifat
menduga-duga terhadap fenomena’keadaan atau dugaan yang layak terhadap korelasi antar sejumiah
fenomena. Tujuan hipotesis adalah untuk memberikan batasan dan mempersempit ruang lingkup
investigasi. Selain itu hipotesis juga bertujuan untuk menyiagakan investigator terhadap semua fakla dan
hubungan antar fakta yang teridentifikasi, Selain itu hipotesis juga berfungsi sebagai alat dalam
membangur fakla-fakta yang tercerai-berar tanpa terkoordinasi ke dalam satu kesatuan dan menyeluruh.
Hipotesis dapat dipergunakan sebagai panduan delam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta
Dalam pelaksanaan investigasi, investigator harus memilii prinsip. Prinsip tersebut diperiukan

agar investigasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan investigasi itu sendiri. Prinsip investigasi tersebut
adalah pengujian mendalam untuk mencari kebenaran, memanfaatkan bukti untuk mendukung fakta;
semakin cepal merespon semakin besar kemungkinan terungkap, keyakinan yang %wal bahwa
pelanggaran tefah terjadi; mengumpulkan faktafakla sedemikian rupa hingga bukti-bukti memberikan
simpulan sendiri, bukti fisik merupakan bukli yang nyata, sampai kapanpun mengungkapkan hal yang
sama; tenaga ahli bukan pengganti dari kegiatan investigasi; dan informasi wawancara sangat dipengaruhi
kelemahan manusia. Oleh karena ilu, berdasarkan prinsip invesligasi maka para investigator harus
mengkonfirnasi pertanyaan yang cukup sehingga mendapat jawaban yang sebenamnya.

Setelah  melakukan telaah dan indentifikasi atas informasi  dugaan terjadinya
pelanggaran/penyimpangan dalam pelayanan kepada publik, tahap selanjutnya adalah melakukan
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perencanaan investigasi. Perencanaan investigasi diperlukan agar investigasi yang dilakukan efektif,
efisien, berhasil guna dan berdaya guna.

5. Etlka Pengelolaan Pengaduan

Etika birokrasi tidak saja merupakan kebalikan dan  praktik-praklik penyalahgunaan,
penyimpangan, korupsi, moraiitas rendah dan sebagainya Etika birokrasi merupakan kesepakatan-
kesepakatan antara kepentingan negara, masyarakat dan moral individu secara jujur, obyektif, selaras dan
lerpadu tanpa ada pemaksaan atas terwujudnya suaty kesepakatan fersebut. Kesepakatan-kesepakatan
ataw keritmen tersebut merupakan sistem nilai yang harus ditaati oleh semua pihak.

Etika menekankan pada perunya sistem nilai dipakal sebagai acuan bagi setiap anggota
komunitas profesi lertentu. Di dalam birokrasi pemerintah dituntut para aparaturnya menghayali dan
menceminkan separangkat nilai-nilai dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dan menghindarkan diri dari
perbuatan tercela, karena hal ini akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mala masyarakat. Sistem
niai yang dipergunakan akan menjadi ukuran baik buruk, patut tidak paiut, benar alau salah,
Sebagaimana dinyatakan oleh Riyaas Rasyid, yang dikulip oleh Suryadi, bahwa eltika pada dasamya
berkenaan dengan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak  dalam sebuah kehidupan
kolekdif yang profesional &

Dalam konteks pelayanan pengaduan masyarakat Sefjen DPR R, aspek etika pengelolaan
pengaduan masyarakal sangat berkaitan dengan masalah pertanggurg jawaban aparatur negara dalam
hal ini para pegawal dan pejabat Setjen DPR R kepada publik atau masyarakat yang dilayani {Anggota
DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota dan masyarakat umum lainnya). Oleh karena itu,
pengelolaan pengaduan Setien DPR Rl harus memiliki syarat-syarat atau ketentuan-ketenluan standar
etika pelayanan pengaduan kepada public/masyarakat.

Berkailan dengan pengaturan masalah etika dalam Persekjen yang akan disusun, maka kita juga
dapat mengadopsi rumusan tentang etika pangelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada instansi lain,
namun dalam perumusan Persekjen nanti, juga harus fetap mengacu pada perundang-undangan yang
berlaku dan karakter kelembagaan yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi
Birokrasi, pernah mengeluarkan peraturan Kemenpan/RB lentang pelaksanan pengelolaan pengaduan
masyarakat nomor No. 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan

" Suryadi, Pengembengan Kinespa Pelavanon Piblik, (PT, Ralika Aditama, Dandung - 2012}



Masyarakat di Lingkungan Kemenpan/RB. Datam peraturan Kemenpan/RB tersebut menyebutkan bahwa,
setiap pengelola pengaduan masyarakat harus memberi pelayanan dengan sikap hormat, santun dan
tanpa pamrih dalam pemberian layanan; pelayanan yang diberikan harus mengedepankan kecepatan,
terbuka, adil serta tidak diskriminatif, dan pelayanan pengaduan harus mampu memberikan penjeasan
secara jelas dan proporsional tenlang perkembangan proses pengaduan yang ditangani.

Sementara itu, dalam Perpres No. 76 tahun 2013, juga memberikan penjelasan tentang kewajiban
pengelola pelayanan publik, antara fain empati, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatit, dan tanpa unsur
paksaan, Selanjutnya, pelayanan harus cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif dan tidak memungut
biaya, Sedangkan kepada seseorang yang melaporkan pelanggaran oleh pengelola pelayanan  publik,
juga diberikan perfindungan, antara lain dengan menjamin kerahasiaan idenitas pelapor sesuai ketentean
perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap kode elik pelayanan tentunya harus dapat ditindak dengan tegas, karena
sesunguhnya Aparatur Negara memiliki aturanfregulasi yang mengatur tentang kode efik dan kode perilaku
profesi. Kode atik perilaku dan kode etik profesi dapat dithat pada Pasal 3 dan Pasal & Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa kode etik
dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabal dan kehommatan ASN. UU ASN juga menjelaskan
bahwa pengaturan tentang perilaku adalah untuk memastikan pegawai ASN melakukan tugasnya dengan
jujur, bertanggung jawab dan herintegrasi tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat; melayani
dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; melaksanakan tugasnya dengan ketentuan peraturan
peundang-undangan; melaksanakan tugas sesuai perintah alasan atau pejabat yang berwenang sejauh
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan efika pemerintahan; menjaga
kerahasian yang menyangkul kebijakan negara; menjaga agar tidak terjadi konfiik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain
yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; tidak menyalahgunakan informasi intem
negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendpatkan atau mencar keuntungan atau
manfaat bagi difl sendiri alau orang lain; memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi
dan infegritas ASN; dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN

Selain ilu, dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, masalah kode etik dan kode perilaku akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian sampai saal ini, hal tersebut
belum ditetapkan, dan dengan demikian penerapan kode etik dan kode perilaku masih mengacu pada
Peaturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta
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PP No. 53 Tahun 2010 tentang Drsiplin PNS. Pada Pasal 13 PP No. 42 Tahun 2004 mengamanatkan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing umuk membual kode etik. Selain itu, setiap
instansi juga diminta untuk membuat kode etik profesi dan kode etik instansi, dan selanjutnya, kode etik
profesi dibentuk berdasarkan karakteristik instansi masing-masing,

Berdasarkan ketentuan ini, Setjen DPR Rl pada tahun 2012 telah mangeluarkan Peraturan Sekjen
{Persekjen) tentang kode etk, yakni Persekjen No. 03/PER-PERSEKJENI2012 dan telah diperbanaryi
dengan Persekjen DPR Rl No. 4 Tahun 2018 tenlang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Setien dan BK DPR RI. Adapun maksud dan Persekjen No. 4 Tahun 2019 iri adalah untuk dijadikan
pedoman bagi ASN di Lingkungan Setien dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta
pergaulan hidupnya sehari-hari, Tujuan dari dari Persekjen ini adalah unfuk meningkatkan korps pegawai
dan menjunpung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, serta pergaulan hidupnya sehani-har,

Sementara itu, diantara masyarakat ada yang sangal peduli dengan nilai-nilai elika atay mora,
dan melakukan pengaduan tentang pelanggaran maral. Mereka adalah pihak yang berani membongkar
rahasia dan menguji tindakan-tindakan pelanggaran moral dan etika. Namun upaya untuk melakukan hal
mi kadang-kadang dianggap sebagai upaya tidak terpuji bahkan senng dikutuk perbuatannya, dan
nasibnya bisa menjadi terancam. Pengalaman ini cenderung membual mereka takut dan timbul kebiasaan
untuk tidak may ‘repot” atau tidak mau "berurusan’ dengan hukum atau pangadilan, yang insentifnya lidak
jelas. Akibatnya, peluang dan pihak-pinak yang berpengaruh dalam pelayanan publik terus terbuka untuk
melakukan tindakan-tindakan pelanggaran moral dan efika, Karena itu, Yeremias T. Keban, dalam dalam
sebuah ulisan ilmiahnya mengatakan banwa, dalam rangka meningkatkan moralitas dalam pelayanan
publik, diperlukan perindungan terhiadap para pengadu, kalau perlu insentif khusus.® Oleh karena itu,
untuk menghindari rasa kelakutan masyarakat untuk mengadukan pelanggaran moral oleh aparatur
pemenntah, maka pengelola pengaduan masyarakat hendaknya mampu menjaga kerahasiaan identiias
pedapor. dan menjunjung tinggi praduga tidak bersatah. Hal ini pula yang ditegaskan dalam  Perpres No.
76 Tahun 2013, sebagaimana juga secara singkat sudah di jelaskan bahwa dalam Pasal 13 Perpres ini
yang menegaskan bahwa pengelola pelayanan publik wajib menjamin kerahasiaan identilas pelapor sesuai
dengan kelentuan perundang-undangan,

Sedangkan masyarakat yang menyampakan laporan ataupun pengaduan berhak unluk
mendapatkan informasifawaban mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan baik melalui surat

% Yeremias T. Keban, Maloh Perencaun Pembangnnan, Edisi : 24, Tahun 2001
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maupun media elektronik. Selain ity, masyarakat juga berhak untuk memantau perkembangan pengaduan
yang disampakan melalui fracking pengaduan, karena pada hakikatnya lracking pengaduan merupakan
sarana bagi masyarakat untuk memantau pengaduan yang disampaikan oleh pelayanan publik.

BAB V PENUTUP
A, Kesimpulan

Amanat konstitusi menekankan suafu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk memenui kebutuhan dasar warga negara atas
barang publik, jasa publik, dan pelayanan. Penyelenggaraan pefayanan publik memang sangat diharapkan
oleh masyarakat, dan kualitas pelayanan seklor publik akan sangat terkait dengan sksistensi intansi publik.
Pelayanan publik akan sangat terkait dengan perilaku pelayan pubfik yakni aparatur pemerintah. Untuk
itu, lahirlah UL No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dar Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kedua UU ini menjadi dasar untuk melaksanakan tala kelola pemerintahan yang baik dan pefayanan yang
balk yang bebas dari benturan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pelayanan kepada
masyarakat,

Pelayanan yang tidak atay kurang baik akan berdampak pada ketidakpuasan publik yang
sehingga akhimya mendapatkan kntik dari masyarakat. Pelayanan publik dan ketidakpuasan publik secara
nasional fertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbuiaan Informasi Publik
(KIP); UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubtik; Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik; Permenpan/RB No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; Pemenpan/RB No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

Sementara itu, kitik masyarakal kepada pemerintah dalam bentuk keluhan alau aduan
merupakan beniuk kontrol masyarakat, dan perangung jawaban pemerintah kepada masyarakat
merupakan salah satu syarat lerciptanya pemerintahan yang baik sebagai pelaksana administrasi publik.
Karena pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik akan dapat ditingkathan jika ada mekanisme exit dan
voice yang memungkinkan rakyat untuk memilin jenis pelayanan yang diinginkan serta adanya kesempatan
untuk mengungkapkan kelidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Kemampuan
untuk memiih dan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pemerintah merupakan partisipasi
masyarakat dalam rangka membangun pelayanan publik agar lebih baik. Parfisipasi masyarakal dalam



menyampaikan keluhan alau pengaduan hendaknya dapat diberi akses yang cukup. Oleh karena itu seliap
instansi pemerintah memertukan lembaga atau badan khusus yang mampu menjadi tempat untuk
menerima berbagai pengaduan dari masyarakat.

Seljen DPR RI sebagai lembaga pelayanan publik telah memiliki unit pengaduan masyarakat baik
pengaduan langsung yang ditangani oleh Biro Protokol maupun pengaduan tidak fangsung ditangani cleh
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Namun unit ini lebih banyak yang berkaitan dengan kegiatan
Pimpinan dan AKD, dan hanya sediit pengaduan yang ditujukan kepada Setien DFR RI. Karena
jumlahnya yang sedikit dan mekanisme penanganannya lebih cenderung kepada persoalan kinera
pegawai, maka surat-surat pengaduan tersebut diteruskan ke Inspektorat Utama (lHama) Setjen DPR R
Karena berdasarkan Persekjen No. § Tahun 2015 yang lelah dirubah dengan Persekjen No. 7 Tahun 2018,
fungsi Ittama salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan intem lerhadap kinerja dan keuangan
melalui audil, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,

Selan itu, dalam upaya mendukung kegatan pelayanan kepada publik, Sefien DPR RI telah
mengeluarkan maklumat dan standar pelayanan melahii Keputusan Sekretaris Jenderal DPR R| No.
1803/SEKJEN/2019. Maklumat pelayanan tersebut yang berisi slandar pelayanan yang diberikan oleh
Seljen DPR Rl kepada masyarakat dalam hal ini Anggota DPR Anggota DPR, Tenaga Anli (TA}, Staf
Adminisirasi Anggola (SAA) dan masyarakat lainnya. Standar pelayanan tersebul menjadi ukuran penilaian
baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh Setien DPR RI. Apabila nggota DPR Anggota DR,
Tenaga Ahli (TA), Staf Administrasi Anggota (SAA), masyarakat lainnya menilai pelayanan yang dibankan
Setjen DPR Rl dinilai buruk, maka mereka berhak uniuk membuat pengaduan.

Untuk mendukung kelancaran pengaduan tersebut, Setien DPR Rl telah memiliki pedoman
pelaporan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR Rl No. 9 Tahun 2015 lentang Pedoman
Sistem Pelaporan Pelanggaran {Whistle Blowing System-WBS) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Setien DPR RI. Meski demikian setelah terbentuk sejak tahun 2015, pengaduan yang masuk ke system ini
jumlah nya tidak terlalu banyak.

B. Rekomendasi

1. Pelayanan publik yang dilaksanakan olen Setjen DPR Rl harus mengedepankan transparansi, bersifat
terbuka, mudah dan dapat diakses; dapat dipertanggungjawabkan; berpegang pada prinsip efisiensi
dan efektifitas; mampu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pubiik
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bak dengan memperhafikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, tidak diskriminatf, dan
pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak,

. Perlunya segera dibual pusat pengaduan masyarakat lerhadap kinerja pelayanan Sefien DPR R,
sehingga mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Sefjen DPR Ri dapat terlaksana
dengan baik. Sebab dengan adanya kejelasan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat
terhadap Sefien DPR Rl akan memberikan kepastian penyelesaian persolan yang disampaikan
pengadu berkaitan dengan kinerja Setjen DPR RI.

. Jika Persekjen tentang pengelolaan pengaduan Setjen DPR Rl akan dibentuk sebaiknya didasarkan
pada UU No. 28 Tahun 1939, UU No. 31 Tahun 1999, UU RI Nomor 14 fahun 2008 ; UU RI Nomor
25 Tahun 2009 ; UU R! Nomor 5 Tahun 2014 ; Perpres Rl Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan No.
5 Tahun 2009 Permenpan Nomor 24 tahun 2014; dan aturan yang lerkait lainnya.

. Membangun suaty pusat yang melayani pengaduan kepada Setjen DPR Rl akan memerukan waktu
dan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, untuk memparlancar pelayanan pengaduan lerhadap
Setien DPR R, kiranya untuk sementara perl penambahkan peran di Bagian Pengaduan Masyarakat,
sambil menunggu terbentuknya unit baru yang khusus menangani pengaduan masyarakat terhadap
Setjen DPRRI.

. Unit kerja Ittama yang saat ini sebagai pengelola Whistle Blowing System-WBS,  harus lebih
ditingkatkan perannya dan kemampuan {capabiity) serta kualitas dan kuanlitas aparaturnya, jika
kedepannya harus menjadi pusat pengaduan masyarakat Setjen DPR R,

. Perlu adanya penegasan terhadap pengaduan yang berkadar pengawasan dan pengaduan yang tidak
berkadar pengawasan, dengen melfihat pada  substansiimateri pengaduannya Pengaduan yang
bukan berkadar pengawasan menekankan pada beberapa hal diantaranya, pengaduan hanus obyekdif
dan tidak mengedepankan unsur fitnah kepada sesecrang atau kelompok yang dibuktikan dengan
adanya nama dan alamat yang jelas, lebih bersifat kontruktif, serta adanya sumbang saran yang
tujuannya unluk membangun organisasi atau memperbaiki pelayanan di masa depan. Sedangkan
informasi dengan indikasi pelanggaran, panyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan pejabal atau pegawai adalah sebuah bentuk pengaduan dalam kadar pengawasan.

. Keberadaan portal intemal Setjen DPR RI perlu dipertimbangkan sebagai wadah menampung keluhan
dariintemal Pegawa Setjen DPR RI sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pintu masuk pengaduan
yang berkadar pengawasan maupun non pengawasan.
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Untuk pengaturan dalam Persekjen yang akan lahir nanti, berkaitan dengan jangka wakiu
penyelesaian  pengaduan, maka sebaiknya mengikub Permenpan No. 29 Tahun 2014 dan
Permenpan/RB No. 76 Tahun 2013 serta Permenpan/RB No. 24 Tahun 2014, yang memberikan waktu
penyelesaian pengaduan paling kama 60 (enam puluh) hari kalender.

8 Peru dilakukan sosialisasi keberadaan IMtama sebagai pengelola Whistle Blowing System (WBS)
Sefjen DPR Ri kepada semua stake holdars (anggota DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota,
dan masyarakat umum lainya), sehingga keberadaan Ittama sebagai pengelola Whistie Blowing
System- WBS Setjen DPR RI dapat berfungsi dengan baik.
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JUDUL:

RANCANGAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTANG REVISI
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TETANG PEDOMAN SISTEM
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR Rl

Disusun oleh :

Slamet Widodo, SH., MH.
Analis Kebijakan Pertama, Sekretaniat Jenderal DPR Rl
ABSTRAK

Pada dasemya whistleblowing system adalah sebuah sistem pencegahan dan jdentifikasi terhadap
kecurangan yang akan terjadi dalam suatu perusehaan/organisasi (Davis, 1996} Dengan adanya
Whistieblowing System yang diterapkan ofeh Sekrelarial Jenderal dan Badan Keahfian DPR Ri dapat
memperkecil peluang feradinga pelanggaran hukum seperti korupsi karena seligp lindaken dapal
tordsteksi dengan cepat dan dianfisipasi dengan baik cleh lembagalorganisasijperusahaan. Seliap
karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakuken pembeneran terhadap tindakan melangger hukum
korupsi yang dapet merugikan banyak pihak. Whistieblowing System terbukti memiliki banyak manfaat
dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran efika di delam urgenisasi. Hal ini menyebabkan pemerinah
mengadopsi sistern ini untuk mencegah dan mengurangi fingkat korupsi of Indonesia. Whistieblowing
System merupakan hal yang baru dalam sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Direkforat Jenderal Pajak adelah organisasi fingkat esefon 1 yang pertama melaksanaken dan
mewyjudkannya dafem bentuk aturan. Namun fakla menunjukkan banyak pelaku whistiebiower df
Indonesia yang justru menjadi pihak yang safeh dan menjaleni hukuman, Pelaku whistleblower juga betum
memitiki landasan hukurm yang kuat untuk melinchingi indakan mereka

Naskah Kebjjakan ini ciharapkan dipergunaken dalam penyusunan Persekjen dan dapat
menambah pemahaman dan pengefshuan yang berhubungen dengan profesionalisme, komilmen
organisasi infemal audit dan findakan whislieblowing. Selain ftu juga diharapkan dapal mengetahui
seberapa besar penganh profesionalisme, komitmen Sekrelariat Jenders! Dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lindakan whistieblowing.
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A. Latar Belakang

Whistiebiowing merupakan pengungkapan prakiik illegal, tidak bermoral alay melanggar hukum
yang dilakukan oleh anggota crganisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di
dalam organisasi tempat mereka bekerja, Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain
sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan (Micefi & Near, 1985), Berdasarkan pihak yang dilapari,
whistleblowing dibagi menjadi internal whistfeblowing dan eksternal whistieblowing. Intemal whistieblowing
adalah whistieblowing kepada pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi
(Miceli, Near, Dworkin, 2009). Sedangkan ekstemal whistieblowing adalah pengungkapan kepada pihak di
luar organisasi {Kaptein, 2011). Pada dasamya whisfleblowing Sysfem adalah sebuah sistem pencegahan
dan identifikasi temadap kecurangan yang akan tefadi dalam suatu perusahaan/organisasi (Davis, 1996).

Dengan adanya Whistleblowing Systam yang diterapkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahiian DPR R| dapat memperkeci peluang terjadinya pslanggaran hukum seperti korupsi karena setiap
tindakan dapal terdeleks: dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh lembaga/organisasi/perusahaan.
Sefiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan melanggar
hukum korupsi yang dapal merugikan banyak pihak.

Saat ini whistieblowing system sudah banyak diterapkan di berbagai organisasi dan negara di
dunia {Vandekerhove & Lewis, 2012). Hal ini karena perusahaan yang gagal menciptakan situasi yang
memungkinkan pelaporan pelanggaran secara internal, akan terlibat bencana (Callahan, Dworkin, Fort,
Schipani, 2002). Untuk ilu organisasi harus menciptakan suasana yang mendorong pegawai uniuk
melaporkan tindakan yang salah (Kaptein, 2011), sehingga bisa membuat tindakan yang salal) lersebut
dihenlikan dan dikoreksi secepatnya (Miceli et 2., 2009). Melaporkan tindakan yang tidak benar adalah isu
sosigh yang penting dan memiliki manfaat yang banyak bagi berbagai stakeholder (Burton & Near, 1995).
Penghargaan terhadap pefapor (whistleblower) dan prosedur yang efektif uniuk menangani laporan
whistiehlower oleh organisasi, dapat memberikan manfaat yang besar bagi organisasi dan para
pegawainya (Miceli & Near, 1992).

Penerapan whistfeblowing sysfem di Indonesia dihadapkan pada fakta buruknya nasib para pelaku
(whistieblower). Banyak pelaku yang dikeluarkan dari organisasi, dikucilkan atay berakhir menjadi tahanan,
Beberapa contoh kasus seorang whistleblower yang justru menjadi tahanan dan sempal ramai diberitakan
di media massa, aara lain kasus Susno Dugji, Vicentius Amin Sutanto, dan Agus Condra. Susno yang
mengungkapkan dugaan korupsi di kepolisian akhimya dipecat (Kertapati, 2009) dan dihukum 3,5 tahun
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(Daan, 2011), Vincentius Amin Sutanto dalam kasus Asian Agri diukum 11 tahun (Lismawati dkk, 2010).
Agus Condro dalam kasus Cek Pelawal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR} (antaranews.com, 1 juni 2011)
Khairansyah Salman, dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum {KPU), adalah pelaku
whistieblowing yang kemudian

keluar dari institusinya (Suara Merdeka, 20 Mei 2005), Wa Ode Nurhayati, seorang anggola Badan
Anggaran (Banggar) DPR yang melaporkan dugaan penyimpangan di organisasinya, kemudian juga
menjadi tersangka.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan, kondisi tersebut dikarenakan
pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah
whistieblower memberikan laporan dan kesaksian (LPSK, 2011). Penelilian Rothschild (2002) menemukan
fakta bahwa 69% whistieblower dipecat karena melaporkan tindakan tidak efis secara internal, 80% dipecat
karena melaporkan tindakan lidak etis secara ekstemal. Sedangkan dari sisi periindungan hukum, sampai
saat ini belum ada peraturan perundangundangan yang secara khusus mengalur keberadaan
whistleblower di Indanesia. Pengaturan whistieblower dimasukkan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistieblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice

colfaborator).

B. Rumusan Masalah

Akhir-akhir ini kasus whisfleblowing banyak diperbincangkan. Whistieblowing dianggap sebagai
suatu sistem yang bermanfaal memperkuat sistem pengendalian intemal. Manfaat tersebut, antara lain
tersedianya cara penyampaiar, informasi yang penting dan krilis, lersedianya mekanisme deteksi dini atas
kemungkinan terjadinya masalah akibal suatu pelanggaran, adanya kesempatan untuk menangani
masalah pelanggaran secara internal sebelum meluas, dan mengurangi adanya resiko dari dampak
pelanggaran, Kecwangan keuangan harus diatasi secara cepal supaya lidak semakin banyak di
Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar
Abubakar menyatakan lemahnya pengawasan internal mertjadi sebab banyak pejabal tersangkut kasus
hukum seperti korupsi. (Bisniskeuangan.kompas.com, 2014).

Whistleblowing System terbukti memiliki banyak manfaat dalam mencegah dan mengatasi
pelanggaran elika di dalam organisasi. Hal ini menyebabkan pemeriniah mengadopsi sistem ini untuk
mencegah dan mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, Whistieblowing Sysfem merupakan hal yang baru
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dalam sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di ndonesia. Direkiorat Jengeral Pajak adalah
organisasi tingkat eselon 1 yang pen&na melaksanakan dan mewujudkannya dalam bentuk aturan,
Namun fakta menunjukkan banyak pelaku whistietlower di Indonesia yang justru menjadi pihak yang salah
dan menjalani hukuman. Pelaku whistisblower juga belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk
melindung bndakan mereka. Tindakan seseorang untuk menjadi whisteblowsr dipengaruhi oleh kondisi
ethical cufture organisasi tersebut. Muel Kaptein (2011) mengembangkan suatu tsont yang menjelaskan
pengaruh aspek afhical culfure: kejelasan, kesesuaian, dukungan, dan berdampak terhadap tindakan
pegawai apabila mengetahut tindakan yang salah. Fakta adanya risiko bagi pelaku, landasan hukum yang
belum jelas, serta sistem yang relalif baru diterapkan, menimbulkan pertanyaan terhadap tanggapan para
pegawai pada pemberlakuan whistleblowing sysfer di organisasinya.

Berdasarkan latar belakang dan fakia serta fenomena yang lerjadi, maka permasalahan Sistem
Pelaporan Pelanggaian (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Kompsi, Kolusi dan Nepolisme di
Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian OPR Ri adalah :

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistlablowing Sistem)
2. Kapabilitas Whisffeblowing Sistem Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R

3. Pembinaan Pelaporan Pelanggaran {Whistieblowing Sistem) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRI

Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran {Whistieblowing Sistem)

Sarana/Media Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Sistem)

Sanksi

Perlindungan Terhadap Pelapor Atau Pihak Terkait

L

C.  Maksud dan Tujuan serta Kegunaan

Maksud diulisnya naskah akademik ini adalah sebagai ‘arahan dan pedoman” yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah (teori) dan peraturan (nomma) perundang-undangan yang berlaku
uniuk pembentukan kebijakan peraturan Sekretariat Jenderal DPR Rl Sedangkan tujuan penulisan
naskah akademik ini adalah sebagai "dasar® yang kuat untuk pembentukan kebijakan berupa Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
Tindak Pidana Kerupsi, Kolusi dan Nepolisme di Lingkungan Seksrelarial Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sedangkan kegunaannya secara teoriis untuk
memperkaya prinsip serta nilai (norma) yang peru diperhatikan dalam pembentukan peraturan hukum,
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dengan kegunaan praktisnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan
Sekretans Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Sister Pelaporan Pelanggaran (Whistle Biowing System)
Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Di Lingkungan Sekrefariat Jenderal Dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Tujuan serta Kegunaan Naskah Kebijakan.
Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam Naskah Kebijakan ini diantaranya:
1. Kegunaan Teoritls
Naskah Kebijakan ini diharapkan dapat menambah pemahainan dan pengetahuan yang
berhubungan dengan profesionalisme, komiimen organisasi internal audi dan tindakan
whistleblowing. Selain itu juga diharapkan dapat mengelahui seberapa besar pengaruh
profesionalisme, komitmen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik ndonesta terhadap lindakan whistieblowing.

2. Kegunaan Praktis Bagi Penulis

Naskah Kebijakan ini dapat menambah wawasan berpiki dalam memperuas
pengetahuan, baik dalam teon maupun praktek. Peneltian i menambah wawasan mengenai
pengaruh profesionalisme dan komitmen Sekretaial Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyal Republik Indonesia, Naskah Kebijakan ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan khususnya dalam hal profesionatisme dan komitmen Lembaga sebagai sarana untuk
melakukan tindakan whistieblowing dan menjadi bahan relerensi bagi pinak-pihak yang menghaji
topik-topik yang berkaitan dengan masalah Naskah Kebijakan ini.

0. Metode dan Pengumpulan Data
3. Meatode Pandekatan

Metode Pendekatan akademik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
hualitatif (Nasir, 19881998 Sugiyono,2006). Teknik penelitian yang digunakan, perfama
adalah penelitian kepustakaan, terkait berbagai peraturan perundang-undangan yang beraku
dan bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai dasar berfikir secara teoritik, normatil
{peraturan) dan konseplual. Kedua, dilengkapi dengan teknik penelifian empirik di lingkungan
Seljen dan BK DPR Rl terkait dengan unit pelaksana dan unit pengguna penelifian ini. Sebagai
bentuk pendekatan “deskriptif kualitatif", tentu juga tidak meninggalkan data sekunder, baik data
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kualitatif maupun data kuantitatif sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara evidence-
based ataupun data yang dapat dipertangqungjawabkan secara ilmiah dan kebijakan. Hal ini
sebagai konsekuensi atas penulisan naskah kebijakan dengan pendekatan kebijakan publik
(public poficy) untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi bagi para penentu
kebijakan.

Penelitian kebijakan menjadi bidang yang sangat penting dalam dekade terakhir,
adalah penelitian yang berkenaan dangan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi
kebijakan, kinefja kebijakan, dan lingkungan kebijakan, (Nugroho, 2013; 43-44). Dalam hal ini
peneliian ini membatasi berokus pada bagaimana perumusan kebijakan, dalam bentuk
pembuatan Peraturan Sekjen DPR RI lersebut diperlukan, dan bagaimana pengaturannya.
Selanjutnya dikatakan oleh Meyer dan Greemwood (1984) penelitian kebijakan adalah penelitian
empirik yang dilakukan untuk memverivikasikan proposisi-proposisi mengenai baberapa aspek
hubungan antara alat fujuan dalam pembuatan kebijakan”. Dan tentu saja penelitian kebijakan
ini bertujuan praktis dan empirik untuk memecahkan masalah (problem solving), yaitu tata cara
pengangkatan jabatan administrasi, yang selama ini belum diafur.

4, Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah dengan studi pustaka
atau inerature, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema yang dikaii
Untuk melengkapi studi pustaka dimaksud, dilakukan wawancara dan survey serta FGD (Forum
Discusion Grup) dergan pemangku kepentingen (staksholders) uniuk konfimasi data dan
informasi dimaksud. Wawancara diperlukan untuk melakukan konfirmasi dan cross-check data dan
informasi yang dibutuhkan. Survey terkait dengan dala kualitatif dan kuantitalif yang diperlukan
untuk memperkuat kajian Naskah Akademik

BAB il LANDASAN TEORI

A, Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

Menurut Brandon {2013), whistleblowing memupakan tindakan yang dilakukan oleh
seseorang atau beberapa orang karyawan unluk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan
oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain.

Menurut Brandon (2013}, terdapat dua tipe whistleblowing, yaitu ;
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1) whistieblowing internal
Terjadi ketika seseorang alau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang
dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melapoikan kecurangan itu
kepada pimpinan perusahaan yang lebth tinggi.

2) whistlablowing ekstemal
Whistieblowing ekstemal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui
kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena
dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Menurut William J dan Rama {2003) dalam Sagara (2013}, tingkat kecurangan yang
terjadi dalam sebuah lembagalorganisasifperusahaan dapat menurun apabila setiap lapisan di
perusahaan tersebut dapat menerapkan whistieblowing system. William J dan rama (2003)
dalam Sagara (2013) menyebutkan bahwa Chief Intemal Auditor menerima Whistleblowing
Complaint dalam jangka wakiu dua tahun terakhir.

Namun sebelumnya, dalam rangha meningkatkan kinerja, transparansi, bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem Whistloblowing Sistemn
di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Langkah yang ditakukan whistieblower
bukannya tanpa risiko. Sebagai saksi kunci, keduanya mengalami tiga ancaman sekaligus.
Pertama, ancaman dar orang-orang yang mereka beberkan namanya. Berbagai macam
intimidasi bisa tesjadi, termasuk yang terburuk berupa penghilangan nyawa dir atau keluarga
seorang whislieblower. Kedua, para whistiebfower berisiko terkena efek "senjata makan tuan”
dari pengakuan dan informasi yang mereka berikan kepada media masa, lembaga antikorupsi,
pengacara, penyidk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat hukum |ainnya.
Ucapan mereka kerap dijadikan sasaran delik pencemaran nama baik oleh nama-nama yang
mereka sebutkan. Sehingga tak jarang whistiebfower justru dijebloskan ke penjara. Keliga,
ancaman yang juga bakal dihadapi oleh whistleblower dalang dar kalangan intemal
perusahaan atau institusi, Whistieblower menghadapi risiko penurunan pangkat, skorsing,
inimidasi, atau disksiminasi dari institusi tempatnya bekerja yang merasa dirugikan dan
dipermalykan atas pelaporannya. (tempo.co, 2008).

B7



Hasil peneliian yang dilakukan oleh Dyck dkk antara tahun 1396 hingga 2004
menunjukan, 18,3% kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan di Amerika Serikat dideleksi
dan dilaporkan oleh pegawainya (Dyck, Morse, Zyngales, 2008). Hasil analisis KPMG (2007
terhadap berbagai organisasi di Eropa, Asia Tengah, dan Afika menemukan bahwa 25%
pelanggaran dilaporkan oleh pegawainya, Berdasarkan hasil survei dani Asseciation of Cartified
Fraud Examiners (ACFE, 2010, dalam Robinson, Jesse, Curtis, 2012) diungkapkan bahwa
whistieblowing adalah suatu metode paling umum dalam mendeleksi kecurangan.

Dengan adanya Whistieblowing System yang dierapkan oleh Sekretariat Jenderal dan
Badan Keanlian DPR Rl dapat memperkecil peluang teriadinya pelanggaran hukum seperti
korupsi karena seliap tindakan dapat terdeleksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh
lembagalorganisasi. Sefiap karyawan tidak merasa lertekan lagi dan melakukan pembenaran
lerhadap tindakan melanggar hukum korupsi yang dapal merugikan banyak pihak,

Pelapor Pelanggaran ({Whistleblower)

Menurut Tuanakotta (2010), menyalakan bahwa pada dasaraya whistieblower adalah
karyawan dari organisasi itu sendiri {pihak intemal), akan tetapi tidak tertulup adanya pelapor
berasal dari phak ekstemal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor sefidaknya diharuskan
untuk memberikar bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang
dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

Whistleblower harus memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, dimana data
tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di perusahaan. Menurut
Arifin (2005) dalam Nixson {2013), berdasarkan survey lerhadap 233 whistieblowars, 90 persen
dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkap fakia kepada publik dan hanya
16 persen yang menyalakan berhenti untuk menjadi whistieblower, sementara sisanya
mengungkapkan akan tetap menjadi whistiehiower, tetapi mereka adalah para pegawai yang
berprestasi, dan memiliki komitmen tinggr dalam bekerja.

Dalam lembaga/organisasi, audit internal merupakan alat banlu bagi manajemen untuk
mengamankan akuniabiitas pengelolaan keuangan negara, dan sampai sejauh mana hal
tersebut ditaali oleh lembaga. Menurst American Accounling Associafion dalam Sawyers
(2005:8) audit intemal adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan
mengevaluasi asersi mengenai lindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan
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derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya
ke pengguna yang berkepentingan. Audit Intemal harus memiliki pengetahuan, keterampilan,
dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Aktivitas audil intema, secara kolektil, harus memiliki alau memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya,
The institure of Internal Auditor (2012:12),

Audit intemal memiliki beberapa peran, salah saty peran audit intemal ialah sebagai
Whistfeblower, di mana Whistieblower bertugas untuk melakukan Whistieblowing {pefaporan
yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau fidak
bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Terdapat 3 (tiga) faklor yang
mempengaruhi intemal auditor untuk melakukan whistiebiowing yaitu intemal auditor sebagai
penerima keluhan yang berasal dari intemal maupun ekstemal, Tetapi berdasarkan penelitian
tersebut, pelaku whistioblowing lebih banyak dari internal. Kedua prinsip dasar organisasi lebih
mempengaruhi intenal auditor untuk melakukan whistlehiowing dibandingkan dengan
peraturan dasar organisasi. Karena prinsip dasar organisasi dibutuhkan untuk menerapkan
keseluruhan prinsip untuk keputusan elika, ketiga powerfull dari wrongdoer. Semakin senior
auditor, maka kecenderungan untuk melakukan whistiebiowing semakin besar. Internal audit
harus memperhatikan prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam kode efik akuntansi Indonesia,
salah satunya adalah seorang auditor harus mempunyai sikap profesional. Tindakan diam
tethadap segda benmtuk fraud bertentangan dengan profesionalisme internal auditor.
Profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Baotham {2007)
dalam Futri {2014).

Seseorang yang memiliki profesionalisme {dalam dimensi dedikasi terhadap profesi)
yang balk cenderung akan memiliki keyakinan yang tidak goyah dalam situasi apapun. Persepsi
kentrol perilaku bisa saja berubah sewakiu-wakiu bergantung pada situasi saat itu dan apa
perilaku yang akan dilakukan, karena kontrol perilaku didasari dengan jenis perilaku yang akan
dilakukan dan sitvasi yang ada maka sebagai seorang profesional yang berdedikasi terhadap
profesi atau pekerjaan harus menilai segala jenis perilaku dengan menggunakan peraturan dan
kode etik yang berlaku dalam profesinya.

Intemal audit dengan sikap profesionalnya dapat melakukan whistisblowing untuk
mengungkapkan sebagai bentuk kecurangan yang terjadi diperusahaan, (Sagara, 2013).
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Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi memiliki potensi unluk memperbaiki
kinerja baik secara individual, kelompok maupun organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen
organisasi yang binggi akan memberikan usaha yang maksimal secara sukarela uniuk
kemajuan organisasi. Mereka akan berusaha mencapai tujuan organisasi dan menjaga nilai-
nilai organisasi . Selain itu, mereka akan berpartisipasi dan teribat aklif untuk memajukan
organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan bertanggung jawab dengan
bersedia memberikan seluruh kemampuannya karena merasa memiliki organisasi. Rasa
memiliki yang kuat akan membuat karyawan merasa berguna dan nyaman berada dalam
organisasi.

Komilmen organisasi meripakan salah Salu fakior penenfu dalam keputusan
seseorang untuk melaporkan penlaku tidak etis yang mereka temukan. Audit yang profesional
dinarapkan memiliki komitmen organisasi yang tinggi sehingga lebih mengutamakan
profesionalisme dan efika prolesi yang mereka mifiki.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Sistem)

Whistleblowing system merupakan aplikasi yang berguna untuk melaporkan palaporan
pelanggaran.

Adapun manfaat whistfeblowing syslem menurut Tuanakatta (2010), anlara lain:

1. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya
kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem
pelaporan yang efektif.

2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (earfy waming system) atas kemungkinan terjadinya
masalah akibat suatu pelanggaran.

3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara intemal terlebih
dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifal publik.

4. Mengurangi resike yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi
keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.

5. Mengurangi biaya dalam menangani akibal dari lerjadinya pelanggaran,

6. Meningkatnya reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat

umum.



7. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area krltikal dan proses

kerja yang memililki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan
perbaikan yang diperlukan,

Whistleblowing system memungkinkan penyalahgunaan wewenang dapat dengan
cepat diidentifikasi dan dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan moral
pegawai, menghindar tunfutan hukum, dan menghindan citra negatif (Miceli & Near, 1992).
Namun whistleblowing systern tdak akan berhasil jka hanya dibuat aturan dan lidak
diprakiikkan {Lamb, 2009). Untuk menjalankan sistem ini diperukan peran aktii pegawai. Hal ini
disebabkan orang hiasa tidak bisa menjadi whistieblower, hanya orang di dalam organisasi
yang mampu melakukannya (Davis, 1996). Anggola organisasi merupakan sumber daya yang
berharga untuk meminimalisasi kecurangan {iaplan, Pope, Samuels, 2010; Trevina & Victor,
1992). Pegawai memiliki peranan penting dalam whistieblowing system {Miceli dan Near, 2005),
karena pegawa adalah sumber untuk mendeteksi haHhal yang salah (Miethe, 1999). Jika
pegawai tidak peduli dengan program ini maka pelaksanaannya pun akan gagal (Lamb, 2009)
Dengan demikian harus ada orang di dalam organisasi yang mau melaporkan jika menemukan
penyalahgunaan wewenang alau kecurangan di organisasi {Tracy, 2009).

Riset menunjukkan bahwa motivasi orang untrk menjadi seorang whistfeblower
bermacam-macam (Kaptein, 2011). Kepulusan seseorang untuk menjadi whistleblowsr
mungkin dipengaruhi variabel individy atau konteks organisasi. Variabe! individu misalnya biaya
dan manfaat {cost and benefil) {Miceli dan Near, 1985), usia, status perkawinan, pendidikan
(Miceii dan Mear, 1992). Konteks crgansisasi seperti misalnya faktor budaya etis (efhical
culture} (Kaptein, 2011), iklim etis (ethical climate) (Victor & Cullen, 1938 ; Rothwell & Baldwin,
2007: Chung et al,, 2004 dalam Kaptein 2011), ukuran organisasi (Miceli & Near, 1952}, struktur
organisasi dan saluran komunikasi (King, 1999). Namun penefitian yang dilakukan Miceli dan
Near {Miceli dan Near, 1984, 1392) menunjukkan bahwa pengaruh konteks organisasi lebih
banyak menentukan keputusan seseorang menjadi whistieblower, jika dibandingkan dengan
pengaruh variabel individe. Konteks organisasilah yang membuat whistleblowing menjadi
permasalahan moral (Davis, 1996).

Menurut Kaptein (2011) tindakan seseorang dalam organisasi apabila terjadi perilaky
yang melanggar elika orgamisasi, adalah mengabaikan {inacfion), menegur Jangsung atau
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berkenfrontasi dengan pelaku (confronting with the wrongdoer), lapor pada atasan (reporfing fo
management), lapor melalui saluran intemal organisasi (cafling internal hotling), dan lapor melalui
saluran di luar organisasi (gxtemal whisfleblowing). Menurut Kaptein (2011) kelima tindakan
tersebut dipicu oleh adanya faktor dalam organisasi yang disebut Ethical Cutture. Ethical cuffure
dapat diketahui dengan empirical tested study menggunakan Corporate Elhical Virues Mode!
(CEV) {Kaptein, 2007). Corporaie Ethical Virfues Model (CEV) disusun berdasarkan virue basic
theory yang dikembangkan oleh Solomon (Sclomon, 1992, 1999 dalam Kaptein 2011). Model ini
meliputi tujuh variabel yaitu clanty, congruency senior managemen! and local management,
feasibility, supportabifly, transparency, discussabily, dan sanctionabity. Variabel kejelasan
{clarity) adalah bagamana organisasi membual aturan efika, seperti nila, norma atau prinsip
menjadi sesualu yang nyata dan dipahami oleh karyawan, Derajat kejelasan menunjukkan
tingkat pemahaman para pegawai pada perilaku yang diharapkan oleh organisasi terhadap
mereka {Kaptein, 2007). Kesesuaian (congruency) senior management and local managemant,
adalah peran atasan sebagai role model atau menjadi conloh penerapan standar etika di
organisasi atau sejaub mana atasan menerapkan slandar efika dalam perilaku mereka sehari-
hari. Perilaku atasan diharapkan bisa menguatkan standar etika yang berlaku dan meningkatkan
kepercayaan karyawan terhadap alasan.

Saat ini whisHeblowing system sudah banyak diterapkan di berbagai organisasi dan
negara di dunia (Vandekerhove & Lewis, 2012). Hal ini karena perusahaan yang gagal
menciptakan sifuasi yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara internal, akan terlibat
bencana (Callahan, Dworkin, Fort, Schipani, 2002). Untuk itu organisasi harus menciplakan
suasana yang mendorong pegawai unfuk melaporkan tindakan yang salah (Kaptein, 2011),
sehingga bisa membuat lindakan yang salah lersebut dihentikan dan dikoreksi secepatnya
(Miceli et al., 2009). Melaporkan tindakan yang tidak benar adalah isu sosial yang penting dan
memiliki manfaal yang banyak bagi berbagai stakeholder (Burlon & Near, 1995). Penghargaan
tehadap pelapor (whisleblower) dan prosedur yang efeklif untuk menangani laporan
whistleblowsr oleh organisasi, dapat memberikan manfaat yang besar bagi organisasi dan para
pegawainya (Miceli & Near, 1992).

Organisasi bisa saja membuat kode etik yang jelas untuk mengarahkan peritaku
anggotanya, telapi jika atasan sebagai sumber penlaku normatif yang penting dalam organisasi
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{Ciulla, 1998 dalam Kaptein, 2007) menunjukkan perilaku berlawanan, maka para pegawai akan
dihadapkan pada ketidaksesuaian atau pesan yang tidak konsisten. Kemungkinan dilaksanakan
(foasibikity) adalah ketersediaan waktu, anggaran, peralatan, informasi, dan wewenang di dalam
organisasi yang memungkinkan karyawan melaksanakan tugas-tugas mereka Feasibility juga
lerkait dengan faktor sumber daya perusahaan yang membuat whistleblower system mi berjalan.
Sebagai contoh, karyawan yang lerlalu sibuk dengan pekerjaan cenderung tidak peduli dengan
Ingkungan sehingga memperkect kemungkinan menjadi  whistleblower.  Dukungan
(supportabilty) adalah sejauh mana organisasi menciplakan suasana yang mendukung tindakan
efis. Dukungan bisa berupa suasana yang kondusif di dalam organisasi sehingga karyawan
merasa nyaman untuk bertindak etis. Organisasi bisa memperkuat aspek dukungan ini antara
lain dengan mengadakan intemalisasi kode etik kepada para karyawan di dalam organisasi,
sehingga membuat karyawan makin berkomitnen dengan kode etk orgamsasi. Sedangkan
transperency adalah lingkatan dimana tindakan bagi pelaku pelanggaran etika atau
konsekuensinya dapat dilihat secara nyala oleh internal perusahaan. Karyawan akan melaporkan
kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan, apabila mereka merasa akan
ada hasilnya.

Dapat didiskusikan {discussability) adalah peran organisasi dalam memfasilitasi suatu
diskusi intemal bagi karyawan untuk membahas hal-hal yang bertentangan dengan kode etik.
Organisasi yang memiliki tingkat discussabiity tinggi dapat mendiskusikan adanya harapan
nomatif yang tidak jelas, ditema moral, dan perilaku yang tidak sesuai etika. Variabel terakhir,
berdampak (sanctionability) adalah tingkat keyakinan karyawan bahwa perilaku yang
bertentangan dengan kode elik akan dihukum, sedangkan yang sesual dengan kode elik
perusahaan akan mendapalkan imbalan. Keberhasflan penerapan whistieblowing system di
berbagai organisasi dan negara di dunia unfuk mencegah dan mengungkapkan tindakan yang
tidak sesuai kode etik, membual pemerintah Indonesia tertarik untuk mengadopsi sistem ini. Hal
ini dilatarbelakangi cleh banyaknya kasus pelanggaran etika terutama korupsi di seklor
pemerintahan,  Data Transparansi Intemasional {www.franparency.org) lahun 2011
menunjukkan, Indonesia menduduki peringkat 100 dari 133 negara dalam hal korupsi (Kompas, 1
Desember 2011). Dalam survei tersebut, Indonesia menempati skor Indeks Persepsi Korupsi
{Coruption Parception Index/CPI) sebesar 3,0 atau naik 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya
sebesar 2.8. Kenaikan angka CP1 tersebut belum sesuai dengan harapan, karena pemerintah
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telah menargetkan mendapat skor 5,0 pada tahun 2014 {Kompas, 1 Desember 2011). Hal ini
menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum berhasil seperti yang
diharapkan. Upaya untuk menurunkan tingkat korupsi di instansi pemenintah dilakukan dengan
dikeluarkannya Instruksi Presiden {Inpres) Republik Indonesia Nomor 17.

Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, pada
tanggal 19 Desember 2011. Instruksi presiden fersebut antara lain berisi tentang pemberiakuan
whistleblowing system di beberapa instansi pemerintah pada lahun 2012, Meskipun sudah dibuat
aluran resmi oleh pemerintah, namun penerapan whisteblowing sysfem di indonesia masih
tergolong baru. Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan bahwa
sistem ini masih dalam tahap pengembangan sistem pelaporan oleh beberapa organisasi di
Indonesia, sedangkan beberapa organisasi lain bary dalam tahap pengembangan sistem (LPSK,
2011). Sementara di negara lain seperti Amerika Serikat {AS), Austrafia, dan beberapa negara df
Eropa, sistem pelaporan kecurangan atau prakbk buruk dan perlindungan whistieblowar sudah
lama diterapkan (Vandecherhove, Wim, Levis, 2010). Negara-negara di Asia, seperti Jepang,
Korea Selatan, dan Filipina bahkan telah sampai ke tahap membuat aturan yang memberikan
perlindungan dan imbalan (financial benefif) bhagi para whisfleblower {Hilf Goveance Centre n.d
dalam Lamb, 2009).

Sebagai confoh, Departemen Keuangan meluncurkan program whisieblowing systemn
pada 5 Oktober 2011 (www.wise.depkeu.go.id). Di Indonesia, kementerian Keuangan adalah
inslansi pemerintah kedua yang menjalankan sistem ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi
{(KPK) (The Jekarta Globe, 2011). Dasar hukum whistleblowing system di Departemen
Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelapcran Pelanggaran (Whistisblowing) di Lingkungan
Kementerian Keuangan, Prioritas pelaksanaan whistieblowing system menurut Inpres Momer 17
Tahun 2011 adalah institusi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sera pelayanan
masyarakat Seperti sekior perpajakan yang dikelola oleh Direkdorat Jenderal Pajak (DJP)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)} merupakan unit organisasi terbesar di Kementerian Keuangan
dengan jumlah pegawai tidak kurang dari 31.000 pegawai (Direkdoral Jenderal Pajak, 2012).
DJP berlanggung jawab terhadap penesimaan negara dari sekior perpajakan. Penerimaan dan
sekior pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Target penefimaan pajak tahun
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2012 yang berjumlah Rp.1.019 triliun rupiah merupakan 78% dari seluruh penerimaan negara
(RAPBN 2012). Keterganlungan pada sektor pajak sebagai penyumbang utama penerimaan
negara diperkirakan akan terus naik dari tahun ke tahun. Namun upaya DJP untuk mencapai
target penenmaan negara terhambat cleh beberapa oknum Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang
melakukan praktik korupsi. Berbagai kasus korupsi vang terjadi di DJP telah menjadi perhatian
masyarakat dan dilipul luas oleh media massa. Kasus korupsi yang menimpa pegawai akan
menurunkan kepercayaan masyarakal dan memberikan citra negalil terhadap organisasi (Miceli
& Near, 1992). Dalam sistem perpajakan self assesment yang berlaku di Indonesia, kesadaran
membayar pajak memengaruhi kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi
positif terhadap pajak (Hardiningsih, 2011). Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan menekan lingkal pelanggaran i DJP adalah pemberlakuan kebijakan
whistleblowing system. Pelaksanaan sistem ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran
dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistisblowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak (Perdijen Nomar PER-22/PJf2011). DuP menjadi institusi lingkat eselon | yang pertama
bisa mereslisasikan dan secara konkret mewujudkan whistleblowing system menjadi sualu
peraturan {DJP, 2011b).

Fraud

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2006) dalam Rukmawati (2011),
mendefinisikan Fraud sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan
sengaja untuk tujuan terlentu, dilakukan orang-orang dari dalem atau luar organisasi untuk
mendapatkan keuntungan pibadi ataupun kelompok secara langsung atay tidak langsung
merugikan pihak lain. Association of Cortified Fraud Examinations (2000} dalam Dewi (2011),
mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga kelompok, antara lain kecurangan laporan keuangan,
penyalailgunaan asset, dan korupsi.

Pihak yang melaporkan pelanggaran (Whistlablowing Sistem)

Sistem pelaporan pelanggaran (Whistieblowing Sistem) tersebut dibentuk dalam rangka
memberikan kesempatan khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan di hngkungan
Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI pada umumnya untuk dapal memoniter dan menyampaikan
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laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran lerhadap prinsip-prinsip Good Corporate
Govemance, serta nilai-nilai etika yang beraku khususnya yang berkaitan dengan integritas dan
transparansi, berdasarkan bukti-bukli yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat bak
dan diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi polensi terjadinya pelanggaran.

Menurut Amn {2008) perbuatan yang dapal dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan
yang dalam pandangan pelapor dengan iktikad bak adalab perbuatan korupsi, kecurangan,
ketidakjujuran, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan
perundang-undangan lainnya.

. Dampak Penerapan Whistlablowing System Dalam Organisasi

Dari data ACFE (2008), dapat diketahui bahwa dampak dari penerapan whistleblowing
system dapat dikatakan cukup efektif dan memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari jumiah kerugian
yang ditmbulkan dari organisasi yang memiliki aplikasi whistieblowing system menjadi lebin
sedikit, whistieblower yang ingin mengungkapkan adanya kecurangan &i dalam organisasinya
menjadi semakin banyak, dan jangka waktu pendeteksian dan psncegahan fraud yang lebih cepat,
Hal tersebut karena sudah diterapkannya whistieblowing System.

BAB Ill ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A

96

Sistem Pelaporan Pefanggaran {Whistieblowing Sistam)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang mengelola
atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suaty perilaku melawan hukum,
perbuatan tidak etistidak semesfinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan,
perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dengan tujuan untuk
mengoptimalkan peran sera para Stakehofder dan pihak lainnya dalam mengungkapkan
pelanggaran yang lerjadi di organisasi, lembaga, perusahaan alau instansi. Dengan demikian,
sudah selayaknya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerapkan Whistieblowing
Systern.

Akhir-akhir ini kasus whistleblowing banyak diperbincangkan, Whistieblowing dianggap
sebagai suatu sistem yang bermanfaat memperkuat sistem pengendalian internal. Manfaat
tersebut, antara lain tersedianya cara penyampaian informasi yang penting dan kritis, lersedianya



mekanisme deteksi dini atas kemungkinan tefjadinya masalah akibal suatu pelanggaran, adanya

kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara intema sebelum meluas, dan
mengurang: adanya resiko dari dampak pelanggaean.

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/
Penyingkapan mengenai pesilaku melawan hukum, perbuatan lidak elis/ lidak semestinya,
pelanggaran terhadap kebijakan dan/ afau peraturan, perbuatan atau perilaku yang dapat
menyebabkan kerugian baik bersifat materil maupun imatesiil, yang meliputi hal-hal sebagai
berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan;

3. Penyalahgunaan jabatan untuk kepenlingan lain di luar;

4. Pemerasan,

5. Perbuatan curang;

6. Benturan Kepentingan;

7. Gratifikasi atau Tindakan Penyurapan;

. Ruang Lingkup Pelaporan Pelanggaran dalam Revisi Whistleblowing Sistem

Ruang lingkup dalam Persekjen No 9 Tahun 2015 adalah tindak pidana korupsi. Namun sejalan
dengan perjalanannya masih diperlukan penambahan dalam revisi pedoman pefaporan
pelanggaran whistieblowing system, yakni Kolusi dan Nepolisme.

1. Korupsi

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana
korupsi.

2. Kolusi
Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar
Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.

3. Nepotisme Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara
melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.



C. Kendala Whistleblowing Sistem Sekretariat Jenderal dan Badan Keanlian DPR RI
Komitmen Sekretaniat Jenderal dan BK DPR Rl merupakan salah satu fakior penentu dalam

keputusan seseorang untuk mefaporkan perilaku tidak etis yang mereka temukan, Whistleblowing
Sistem yang profesional diharapkan memiliki komitmen organisasi yang finggi sehingga lebih
mengutamakan profesicnalisme dan etika profesi yang mereka miliki.

Berdasarkan latar belakang dan fakia serta fenomena yang terjadi, terdapat kendata Sistem
Pelaporan Pelangaaran (Whistle Blowing Systern) Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahfian Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik
Indonesia adalah :

! Kurangnya pemahaman Whistle Blowing System
2 Masih tedalu beresiko (merasa takut) sebagai whistieblower, sehingga belum maksimalnya
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

D. Pembinaan Pelaporan Pelanggaran {Whistleblowing Sistem} Sekretariat Jenderal dan 8adan

Keahlian DPR R}

Uniuk memperkuat dan menunjang whistleblowing di Sekretariat Jenderal dan BK DPR R,
maka disusun pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistlebiowing Sistem). Dengan melakukan
pengawasan, padoman Selem pelapoan Wiistiabiowng Sifem dihaaphkan dapal menjalascan
kaplstan dengan wiexkl, efislen, transparan, dan akuntabel. tanpa korugsl kolust dan mipolisme
Pattingnya sistem pelaporan Whisheblwing Sistam, sehingga pemarinth memben kewenanpan
kipads apara pengawasan ntem pemenniah sebagal pelaksandaya  Apawral pengawasan inlern
pemerintah sebagaimana dimaksud terdini atas: 1) BPKP, 2} Inspektorat Jenderal, 3) Inspektorat
UWama atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intem; 4) Inspekiorat
Provinsi; dan 5} lnspektorat Kabupaten/Kota,

Dalen gpaya pembinaan sistam pengswasan iniemal & lingkungan PR A dan
Sefretanal Jendersl OFRL AL berdasarkan Peraluren OPR BRI Nomor 80PR RIVIZD0S-2010
fenlang Penatapan Rencana Strafegs DPR RI Tahun 2010.2014, pada tahun 2014 dhantuk
inspekionl wlama yong of calamnyl lerdens unil pengawasan mamE  Hal il mamdanka
gembaran hings pangawasan miernal akan dipedusl dalam upaya meningkalean kuabiag
pengawasan, akuniabides dan lermasuk slstem pelaporan pelanggaran (Whinlishiowing Skitam| ¢
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lingkungan Sekrefarial Jenderal serta Badan Keahfian DPR Rl Penekanan pelaporan

pelanggaran (Whistleblowing Sistern), yaitu

1} Membantu Pimpinan DPR Rl dalam menyelenggarakan pelaporan pelanggaran
(Whistfablowing Sistem) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI;

2 Melakukan tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran (Whistieblowing Sistem) di lingkungan
Sekretariat Jenderal;

£ Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistiehlowing Sistem)
Penyampaian Pengaduan/ Penyingkapan oleh Pelaper harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliput:

a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 {salu)
Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar
penanganannya dapat lebih fokus.

b, Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya beranggungjawab atas pelanggaran
tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan alau dirugikan atas pelanggaran
tersebut.

c. Lokasi pelanggeran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran
tersebut.

d, Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau
tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.

¢. Bagaimana teqjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukli pendukung telah
terjadinya pelanggaran.

f. Apakah pelanggaran tersebut pemah dilaporkan kepada pihak lain,

g. Apakah pefanggaran tersebul pemah lerjadi sebelumnya.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka

Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data din, yang sekurang-kurangnya

memuat alamat/ nomor telepon/ handphone! faksimil/email.

T
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F. SaranaMedia Pelaporan Pelanggaran {Whistieblowing Sistem)

Pelapor menyampaikan Pengaduan/Penyigkapan pelanggaran  kepada Pengelola
Administrasi Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing sistem) melalui saranafmedia khusus yang
telah disediakan oleh Sekretariat Jendera DPR R dan diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan
Pelanggaran. Pengaduan/Penyingkapan ditujukan ke Kotak Pengaduan {Whistlebiowing Sistem)
melalui email dengan alamat; www.wbs.dpr.go.id

G. Sanksi
Bentuk sanksi terhadap “Tertapor Pelanggaran® yang telah terbukti melakukan pelanggaran
akan diteniukan sesuai dengan ketenluan dan peraturan yang berdaku di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pefanggaran yang dikategonkan masuk ksdalam perbuatan
melawan hukum dan/atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berdaku akan
ditindalianjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum,

H. Perfindungan Terhadap Pelapor Atau Pthak Terkait

Seseorang pelapor pelanggaran atau whistieblower bukannya tanpa risiko. Sebagai contoh,
apabila posisi sebagal pelapor dan saksi kunci. Keduanya mengalami tiga ancaman sekaligus.
Pertama, ancaman dari orang-orang yang mereka beberkan namanya. Berbagai macam intimidasi
bisa terjadi, termasuk yang terburuk berupa penghilangan nyawa din alau Keluarga seorang
whistiebfower. Kedua, para whistleblower bemsiko terkena efeh "semjala makan tuan” dari
pengakuan dan informasi yang mereka berikan kepada media masa, lembaga antikorupsi,
pengacara, penyidik KPK, atau aparal hukum lainnya. Ucapan mereka kerap dijadikan sasaran
defik pencemaran nama balk oleh nama-nama yang mereka sebutkan. Sehingga tak jarang
whistlebiower justru dijebloskan ke penjara, Kefiga, ancaman yang juga bakal dihadapi oleh
whistleblower datang dari kalangan intemal lembaga atau institusi, Whistleblower menghadapi
fisiko penurunan pangkal, skorsing, intimidasi, atay diskriminasi dari institusi tempalnya bekerja
yang merasa dirugikan dan dipermalukan atas pelaporannya. (tempa co, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan perfindungan bagi
pelapor pelanggaran (whistieblowsr), diantaranya;

_



1. Selvetarl Jenderal dan Badan Keahian DPR Rl akan menjanin Yerdasioan tefadap
identitas Pelapor. maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan
pelanggaran tersebul.

2. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl menjamin perindungan terhadap Pelapor
dari segala bentuk ancaman, intisnidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak
Mmanapun, |

3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi
para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi
terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

4. Ketentuan-keientuan kerahasiaan dan perfindungan terhadap Pelapor tersebut akan telap
berfaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak
manapyn, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak/ belum menjadi konsumsi publik
bask sebelum atau setelah pengaduan/ penyingkapan.

Tindak fanjut Whistieblowing Sistem Sekretariat Jenderal dan BK DPR Ri
Sistern  Pefaporan Pelanggaran menipaken  sistam yang mengelola Pengaduan/
Penymgkapan mengenal periaky melawan hukum, perbiyutan tidak etis/ tidak semestinya,

Peanggaran terhidap kebijakan danf atay peralitan Perusahasn, perbuatan atay pertaky yang
oAl menysbabkan kergian ba bersilal

Mt Maupun materit, yang mefiputi hal-hal
Sabsnar borki.
1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaky;
2. Pelanggaran tethadap kebijakan dan peraturan Pesusahaan;

3 Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingar Jain gi fuar Perusahaan,

4. Pemerasan;
3. Perbuatan curang;
6 Benturan Kepentingan;

7. Gratifikasi atay Tindakan Penyuapan
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akuntabilitas, tanggunyg jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.
Dengan adanya Whistieblowing System yang diterapkan oleh Sekretariat Jenderal dan
BK DPR FFI, dapat memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum seperti korupsi, kolusi
da.n nepolisme karena seliap tindakan dapat terdeleksi dengan cepat dan diantisipast dengan
baik oleh mstitusifembaga, Sefiap pegawai Sekretariat Jenderal dan BK DPR Rl tidak merasa
tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum korupsi yang
dapal menigikan banyak pihak.

Whistieblowing System atau dikenal dengan ‘panggilan akeab’ WiSe sudah ada pada
RB {reformasi birokrasi) yang teiah 5 tahun lebih dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga,
yang rupanya masih menyisakan peluang untuk terus disempurnakan. Whistleblowing System
bukanlah sekadar aplikasi, melainkan solusi. Solusi yang ditawarkan Inspeklorat Utama
(Iama) datam mengeliminasi cefah-celah kecil dan kelemahan integritas yang mungkin masih
lersisa, Peran serta dan keterdibatan berbagat pinak, yang dengan mudahnya melaporkan
dugaan pelanggaran kapanpun, dimanapun, diharapkan meningkatkan awareness kita semua,
bahwa pelanggaran fidak lagi mendapat fempat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR
RI

Whistieblowing System menjadi alat komunikasi yang efektil dalam rangka melaporkan
berbagal dugaan penyimpangan yang tesiadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR
R, dan terdapat tindak lanjut yang tepat dan cepat, sehingga citra Sekretariat Jenderal dan BK
DPR RI sebagal institusi yang bebas KKN dapat terjaga. Terkait proses bisnis, disampaikan
juga bahwa pengelolaan Whistieblowing System tidak hanya dilaksanakan oleh Itien saja, tetapi



R
oleh seluruh unit eselon | secara efekfif dan penuh integritas, Pengelolaan Whistieblowing
Systam baik dari sisi proses bisnisnya merupakan saluran pengaduan yang telah mengikuti
prinsip-prinsip best praclice. Sejalan dengan merebaknya berbagai issue kejadian nsiko terkait
adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan KKN (fraua),

Adapun tindaklanjut Whistieblowing Sistem Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, antara
lain;

a. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan/atau
melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan difindaklanjuti dan diproses
sesuai dengan proses hukum.

b. Sanksi terhadap Terapor yang felah terbukti melakukan pelanggaran akan ditenfukan
sesual dengan kelentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI.

BAB IV PENUTUP

A, Kesimpulan
Dari berhagai fakta dan uraian di atas dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam memperkuat dan menunjang whistiablowing di Selretariat Jenderal dan BK DPR
Rl revisi pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistieblowing Sistem),  yang
cakupannya tindak pidana korupsi saja, peru penambahan nomenklatur koiusi dan
nepotisme.

2. Pedoman sistem pelaporan pelanggaran Whistleblowing Sistem diharapkan dapat
berfungsi, dalam menjalankan kegiatan dengan efektif, efisien, ransparan, dan akuntabel,
tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme di{ingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR R1.

3. Pedoman tentang pelaporan pelanggaran (whisteblowing) ini diperukan karena
diharapkan mampu mengungkap kesalahan dan penyimpangan tatakelola di lingkungan
Setjen DPR RI tethadap dugaan adanya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme oleh
ASN Sekretariat Jenderal {Setjen) dan Badan Keahlian {BX) DPR R, sehingga menjamin
tatakelola di lingkungan Setjen DPR RI lebih sehat dan bersih dari tindak pidana korupsi,

kolusi dan nepotisme.
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8. Rekomendasi

Buku-buku

1. Adanya perlindungan dan kerahasiaan terhadap seseorang yang melaporkan pelanggaran
(Whislleblowing Sistem) baik tindak pidana, kolusi dan nepotisme vang ditemukan di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI. Kerahasiaan jafi diri pelapor sangat
penting untuk menjaga keselamatan jiwa dari ancaman pihak terlapor. Jika teriapor
tersebut adalah ASN pejabat yang mempunyai pengaruh di Selien DPR RI, kaner dan
masa depan pelapor dapat terancam akibat tindakan pelaporannya, sehingga pemberian
jaminan perfindungan hukum dari Sekjen DPR Ri sebagai pimpinan puncak di Setien DPR
Rl terhadap keselamatan diri pelapor menjadi wajib. Pemberian jaminan perfindungan
hukum ini juga bertujuan agar sistem pelaporan yang dibentuk akan berjalan efektif
dimanfaatkan,baik oleh ASN di Setien dan BK DPR Rl maupun anggota masyarakat
lainnya, sebagal mekanisme kontrol dan pengawasan  ferkait penyelenggaraan
pemerintahan di Setjen DPR Rl

2. Untuk memperkuat dan menunjang whistisblowing sistem di Sekretarial Jenderal dan BK

OFR RI, dipedukan revisi pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistieblowing
Sistem), bertujuan untuk menyempumakan Persekjen WBS yang sebelumnya,
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Peraturan Perundang-undangan:

5.

18.

Undang-tindang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyslenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),

Urdang-Undang Womaor 31 Tahun 1920 tentang Pembserantasan Tindak: Pigana
Korupsi {Lembaran Negam Rapublik Indonesis Tahun 1884 Nomor 140) | Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 3874) sebagamana  lefsh | diybah
tengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200% (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2001 Mamor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomord150),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 lentang Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan
Korupsidi  Lingkungan Kemenlerian/Lembaga dan Pemenntah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tanhun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

. Peraturan Sekrelaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor §

Tahun 2015 tentang Grganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republix
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
D3/PER- SEKJEN/2012 lentang Kode Efik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Sekretaris Jenderal DPR R,
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0. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomer 8 Tahun 2015 Tetang Pedoman Sistert Pelaporan Pelanggaran
(Whistlsiiowing Systum| Tindah Pidacs Kongsl D1 Unghungan Sekrstarial Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesta, )
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